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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan di Ofisi Prima Consulting yang 

merupakan kantor konsultan pajak dan berlokasi di AKR Tower Lt. 17 Jl. 

Panjang 5 No.5 11, RT.11/ RW.10, Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, 

Jakarta Barat, DKI Jakarta. Selama periode kerja magang, penulis ditempatkan 

pada divisi Tax Complience. Setiap pekerjaan yang dilakukan akan diberikan 

arahan dan bimbingan Kak Delonita selaku manager. 

3.2 Tugas dan Uraian Kerja Magang 

Selama pelaksanaan kerja magang di Ofisi Prima Consulting, pekerjan 

yang diberikan sehubungan dengan perpajakan di bidang Tax Complience dan 

litigasi perpajakan. Berikut ini merupakan tugas-tugas yang dikerjakan: 

3.2.1  OP S 

3.2.1.1  Membuat Kode Billing 

Kode Billing merupakan kode identifikasi yang diterbitkan 

melalui Sistem Billing DJP untuk penyetoran Pajak. Membuat 

kode Billing adalah kegiatan pembuatan kode pembayaran 

elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak 

secara online. Tujuan dibuatnya kode Billing adalah untuk 

membantu mengelola pembayaran pajak klien tepat waktu demi 

memastikan kepatuhan klien terjaga dengan baik. Dokumen yang 

dibutuhkan untuk membuat kode e-billing adalah daftar akun 

beserta password Coretax Wajib Pajak dan hasil pehitungan PPh 

Pasal 4 ayat (2). Pada pekerjaan ini, telah dibuat lebih dari 36 

kode billing. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk 

membuat kode billing: 
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1) Menerima hasil perhitungan PPh Final 4 ayat (2) OP S.  

 

Gambar 3. 1 Hasil Perhitungan PPh Final 4 Ayat (2) 

Berdasarkan Gambar 3.1, terdapat hasil perhitungan PPh Final 4 

ayat (2) dari bulan Januari sampai Desember dari tahun 2024-

2025. Dari hasil perhitungan ini terdapat informasi yang 

digunakan untuk membuat kode billing yaitu perhitungan pada 

bulan Juni untuk tahun 2025 pada kolom “PPh Final yang 

dibayar” yaitu sebesar “465.826”. Nilai ini didapat dari jumlah 

peredaran bruto atau DPP sebesar “93.165.141” dikalikan dengan 

tarif PPh Final sebesar 0,5%. 

2) Masuk ke dalam akun Coretax Wajib Pajak. 

 

Gambar 3. 2 Proses Login Akun Coretax Wajib Pajak 
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Berdasarkan Gambar 3.2, setelah mendapatkan informasi terkait 

akun Coretax Wajib Pajak maka untuk membuat kode billing 

perlu dilakukan login terlebih dahulu. Dari data pada kolom 

“NIK” digunakan untuk mengisi bagian “ID Pengguna” dan 

kolom “Password Coretax” digunakan untuk mengisi bagian 

“Kata Sandi” pada halaman Coretax. Setelah mengisi “ID 

Pengguna” dan “Kata Sandi” Selanjutnya perlu mengisi captcha, 

pada gambar ini diisi “336940”. 

3) Masuk ke halaman kode billing dan melakukan verifikasi 

identitas Wajib Pajak. 

 

Gambar 3. 3 Halaman Layanan Mandiri Kode Billing 

Berdasarkan Gambar 3.3, untuk menuju ke halaman layanan 

mandiri kode billing sebelumnya perlu dipilih terlebih dahulu 

menu “pembayaran”. Setelah memilih menu “pembayaran”, 

Selanjutnya akan muncul jenis layanan terkait pembayaran salah 

satunya “Layanan Mandiri Kode Billing” dan pilih “Layanan 

Mandiri Kode Billing”. Pada halaman “Layanan Mandiri Kode 
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Billing” membuat kita bisa membuat kode billing secara mandiri 

untuk penyetoran pajak, selain itu di halaman ini kita perlu 

memastikan apakah NPWP, nama Wajib Pajak, dan alamat sudah 

sesuai dengan akun Coretax yang kita login. 

4) Memilih KAP atau KJS serta periode dan tahun pajak. 

 

Gambar 3. 4 Pemilihan KAP - KJS 

Berdasarkan Gambar 3.4, setelah proses verifikasi identifikasi 

Wajib Pajak Selanjutnya akan muncul halaman untuk memilih 

jenis KAP – KJS. Pemilihan KAP-KJS ini didasari jenis pajak 

yang ingin dibuat kode billing-nya. Karena jenis pajak yang ingin 

disetor merupakan pajak final terkait usaha UMKM, maka KAP-

KJS yang dipilih adalah “411128-420 PPh Final UMKM Setor 

Sendiri”. Setelah itu pada halaman ini perlu dipilih periode pajak, 

karena pekerjaan ini berhubungan dengan penyetoran pajak untuk 

bulan Juni 2025, maka dipilih “Juni 2025” pada kolom “Periode 

dan Tahun Pajak”. 

5) Memasukkan nominal PPh Final 4 ayat (2) dan mengunduh kode 

billing 
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Gambar 3. 5 Halaman Pengunduhan Kode Billing 

Berdasarkan Gambar 3.5, setelah memilih KAP – KJS beserta 

periode dan tahun pajak maka Selanjutnya perlu memasukkan 

jumlah PPh yang dibayar pada halaman Selanjutnya. Pada 

halaman ini, di kolom “Nilai” dimasukkan jumlah PPh yang harus 

dibayar sebesar “465.826”, setelah itu pada kolom “terbilang” 

akan secara otomatis terisi mengikuti nilai nominal yan kita 

masukkan. Untuk mengunduh kode billing, pilih “Unduh kode 

billing”. 
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Gambar 3. 6 Hasil Kode Billing OP S 

Berdasarkan Gambar 3.6, setelah memilih “Unduh kode billing” 

maka akan secara otomatis terunduh terkait kode billing yang 

telah dibuat sebelumnya. Pada kode billing yang telah diunduh 

terdapat informasi mulai dari jenis pajak, masa pajak, nominal 

pajak yang dibayar, dan kode penyetoran pajak. Setelah pekerjaan 

ini selesai dilakukan, maka akan disampaikan kepada client agar 

Wajib Pajak bisa melakukan penyetoran pajaknya.  

Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan pada tanggal 3 Juli 2025 

dan dilakukan sebanyak 4 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, 

maka akan langsung disampaikan kepada supervisor untuk 

dilakukan pengecekkan. 

3.2.1.2 Melakukan Rekapitulasi NTPN Wajib Pajak 

NTPN merupakan Nomor unik yang terdiri dari kombinasi huruf  

dan angka sebagai tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas 
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negara yang diterbitkan sistem settlement. Melakukan 

rekapitulasi NTPN Wajib Pajak merupakan kegiatan mengelola 

data pajak klien atas bukti pembayaran pajak secara sistematis. 

Tujuan dilakukannyaa rekapitulasi NTPN Wajib Pajak adalah 

untuk memudahkan proses pengecekkan agar pembayaran telah 

dilakukan sesuai nominal pada masa tertentu dan tidak 

melewatkan pembayaran. Dokumen yang dibutuhkan untuk 

melakukan rekapitulasi NTPN Wajib Pajak adalah bukti 

penerimaan negara penerimaan pajak dan perhitungan PPh Final 

4 ayat (2). Dalam melakukan rekapitulasi NTPN, jumlah bukti 

bayar yang direkapitulasi sebanyak lebih 40 bukti bayar. Berikut 

merupakan langkah-langkah melakukan rekapitulasi NTPN 

Wajib Pajak: 

1) Menerima bukti penerimaan negara penerimaan pajak dari Wajib 

Pajak. 

 

Gambar 3. 7 Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak 

Berdasarkan Gambar 3.7, pada bukti pembayaran ini terdapat 

informasi yang dibutuhkan untuk melakukan rekapitulasi dan 
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pencocokkan nominal penyetoran. Informasi tersebut, yaitu 

tanggal dan jam bayar, NTPN, dan jumlah setoran. Sebagai 

contoh pada bukti penerimaan negara ini, pembayaran dilakukan 

pada tanggal 3 Juli 2025, dengan NTPN “4XXJ”, dan jumlah 

setoran sebesar “465.826”. Setelah mengetahui informasi ini, 

kemudian setiap komponen tersebut akan dimasukkan ke dalam 

format rekapitulasi. 

2) Memasukkan data yang dibutuhkan dan dilakukan pencocokan 

nominal setoran dari perhitungan dengan yang disetor. 

 

Gambar 3. 8 Hasil Rekapitulasi dan Pencocokan Nominal Setoran 

Berdasarkan Gambar 3.8, setelah seluruh informasi terkait 

tanggal pembayaran, jumlah setoran, dan NTPN dimasukkan per 

bulan sesuai jumlah pembayaran yang dilakukan mulai dari 

Januari 2025 sampai Juni 2025. Sebagai contoh berdasarkan bukti 

penerimaan yang tertera pada Gambar 3.7 diketahui pembayaran 

dilakukan pada tanggal 3 Juli 2025, dengan NTPN “4XXJ”, dan 

jumlah setoran sebesar “465.826”. Informasi ini dimasukkan ke 

dalam kolom “Tgl Bayar” untuk informasi “3 Juli 2025”. 

Kemudian informasi terkait nominal sebesar “465.826” 

dimasukkan ke dalam kolom “Nominal” dan informasi terkait 

NTPN dimasukkan ke dalam kolom “NTPN”. Setelah 

dimasukkan ke dalam format rekapitulasi, maka setiap jumlah 

setoran pada kolom “Nominal” dibandingkan dengan jumlah 

perhitungan PPh pada kolom “PPh Final yang Dibayar”. Sebagai 

contoh pada bulan Juni, nominal yang disetor sebesar “465.826” 

dan pehitungan PPh Final sebesar “465.826”. Hal ini 
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menandakkan bahwa penyetoran sudah sesuai dan tidak ada 

selisih antara perhitungan dan penyetoran. Hasil dari pekerjaan 

ini akan digunakan untuk kebutuhan administrasi dan pelaporan 

yang sah apabila dibutukan konfirmasi oleh DJP. 

Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan pada tanggal 3 Juli 2025 

dan dilakukan sebanyak 4 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, 

maka akan langsung disampaikan kepada supervisor untuk 

dilakukan pengecekkan. 

3.2.2  PT M 

3.2.2.1  Membuat Surat Percepatan Keputusan Banding 

Surat percepatan keputusan banding adalah surat yang diajukan 

kepada pengadilan pajak atas belum ditetapkannya kepitusan 

yang melebihi 12 bulan. Membuat surat percepatan keputusan 

banding merupakan kegiatan menulis untuk ditujukan kepada 

Majelis Hakim untuk mempercepat pengambilan keputusan atas 

sengketa banding. Tujuan dibuatnya surat percepatan Keputusan 

banding adalah untuk mempercepat hasil penyelesaian sengekta 

pajak dan meminimalkan potensi sanski bunga dan denda akibat 

penundaan Keputusan. Dokumen yang dibutuhkan untuk 

membuat surat percepatan keputusan banding adalah tanda terima 

surat banding, draft surat percepatan keputusan banding, dan 

Surat Hasil Pemeriksaan. Berikut ini merupakan langkah-langkah 

membuat surat percepatan keputusan banding: 

1) Menerima tanda terima surat banding PT M yang diberikan oleh 

pembimbing. 
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Gambar 3. 9 Tanda Terima Surat Banding 

Berdasarkan Gambar 3.9, terdapat tanda terima surat banding 

yang didalamnya berisi informasi untuk membuat surat 

percepatan keputusan banding. Informasi tersebut, yaitu “Nomor 

Surat” dan “Nomor Keputusan Terbanding”. Sedangkan “Nomor 

Sengketa Pajak” akan digunakan untuk melihat detail dan status 

keputusan sengketa pajak Wajib Pajak yang dapat di halaman 

setpp.go.id. 

2) Melihat status sengketa melalui halaman setpp.kemenku.go.id. 

 

Gambar 3. 10 Halaman Sekretariat Pengadilan Pajak Kementrian Keuangan 
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Berdasarkan Gambar 3.10, setelah membuka website 

https://setpp.kemenkeu.go.id/, maka akan muncul halaman utama 

seperti yang terlihat pada gambar. Pada halaman ini, terdapat 

kolom “PENCARIAN BERKAS” yang perlu kita masukkan 

“Nomor Sengketa Pajak” yang ada pada tanda terima surat 

banding yaitu “0XXX2”.  

 

Gambar 3. 11 Hasil Pencarian Kasus Sengketa 

Pada Gambar 3.11, setelah memasukkan “Nomor Sengketa 

Pajak” ke dalam kolom “Pencarian Berkas”, maka akan muncul 

kasus sengketa PT M. Dari detail berkas ini, terdapat informasi 

yang dibutuhkan dalam membuat surat percepatan keputusan 

banding, yaitu “Majelis”, “Tanggal Sidang Pertama”, dan 

“Tanggal Sidang Terakhir”. Informasi terkait tanggal akan 

digunakan untuk menghitung lama bersidang. Selain itu pada 

detail berkas, terlihat bahwa “No Putusan” dan “Jenis Putusan” 

kosong. Hal ini menandakan hingga 2025 belum ada keputusan 

terkait kasus sengketa pajak PT M.  

https://setpp.kemenkeu.go.id/
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3) Membuat tabel daftar sengketa pajak PT M. 

 

Gambar 3. 12 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan 

Berdasarkan Gambar 3.12, terdapat surat hasil pemeriksaan yang 

berisikan informasi terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh 

pemeriksa. Terdapat beberapa pos yang dikoreksi dan 

berhubungan dengan SPT Badan PT M untuk tahun 2016. Hal ini 

sesuai dengan masa dan tahun pajak pemeriksaan, yaitu Januari 

s.d Desember 2016. 

 

Gambar 3. 13 Daftar Sengketa Pajak 

Berdasarkan Gambar 3.13, terdapat tabel daftar sengketa pajak 

yang dibuat melalui excel. Daftar sengketa pajak ini dibuat 
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dengan memuat informasi terkait sengketa pajak Wajib Pajak. 

Informasi tersebut terdiri dari, “Jenis Pajak” yang pada surat ini 

berkaitan dengan SPT Badan tahun 2016, sehingga diisi “PPh 

Badan”. Informasi Selanjutnya adalah “Masa Pajak” dan “Tahun 

Pajak”, hal ini dapat dilihat dari Daftar Temuan Pemeriksaan 

yang menyatakan periode pemeriksaan adalah Januari s.d 

Desember 2016 sehingga pada kolom “Masa Pajak” diisi “Januari 

– Desember” dan kolom “Tahun” diisi “2016”. Untuk informasi 

Selanjutnya adalah “SKEP No”, kolom ini memuat informasi 

terkait Nomor keputusan terbanding yang ada pada Tanda Terima 

Surat Banding sehingga diisi “KEP-XXX1”. Untuk “Surat 

Banding No” diisi informasi berdasarkan Tanda Terima Surat 

Banding pada bagian Nomor Surat, yaitu “01XXX2”. Selanjutnya 

adalah informasi pada kolom “Sengketa No”, pada kolom ini 

berisi informasi yang ada pada Tanda Terima Keputusan Banding 

bagian Nomor Sengketa Pajak sehingga diisi “0XXXXP”. 

Setelah itu, untuk informasi terkait “Sidang Pertama (Tanggal)” 

dan “Sidang terakhir (Tanggal)” diisi berdasarkan hasil Detail 

Berkas yang telah dicari dalam halaman setpp.go.id sehingga 

pada kolom ini diisi “20/09/2022” untuk sidang pertama dan 

“20/06/2023” untuk sidang terakhir. Informasi yang terakhir 

adalah “Lama Bersidang (Bulan)” yang diisi berdasarkan lama 

waktu antara sidang pertama dan terakhir, sehingga pada kolom 

ini diisi “9” dikarenakan jarak antara sidang pertama dengan 

kedua yang dihitung dalam bulan berjarak 9 bulan. 

4) Membuat surat percepatan keputusan banding. 
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Gambar 3. 14 Hasil Surat Percepatan Keputusan Banding 

Berdasarkan Gambar 3.14, setelah mendapat draft Surat 

Percepatan Keputusan Banding yang diberikan oleh pembimbing 

dalam format word, Selanjutnya perlu disesuaikan dengan data 

terkait Wajib Pajak PT M. Informasi yang diubah adalah yang 

pertama terkait identitas Wajib Pajak mulai dari “Nama”, 

“NPWP”, dan “Alamat” yang informasinya dapat dilihat dari 

Tanda Terima Surat Banding, kemudian diubah dimana “Nama” 

diisi dengan “PT M”, “NPWP” diisi dengan “0X.XXX.XXX.X-
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XXX.XXX”, dan “Alamat” diisi dengan “Jl. M”. Setelah 

menyesuaikan identitas Wajib Pajak PT M, maka perlu 

disesuaikan juga terkait isinya. Hal ini dimulai dari mengubah 

“Majelis” atau “Majelis Hakim” yang informasinya didapat dari 

Detail Berkas pada bagian “Majelis” dan diubah menjadi 

“Majelis M IIIB” atau “Majelis Hakim M IIIB”. Setelahnya, 

masukkan tabel “Daftar Sengketa Pajak” yang telah dibuat 

sebelumnya melalui excel. Setelah pekerjaan ini selesai, maka 

hasilnya akan diberikan kepada pembimbing yang kemudian akan 

dikirimkan kepada Pengadilan Pajak. 

Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan pada tanggal 3 Juli 2025 

dan dilakukan sebanyak 1 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, 

maka akan langsung disampaikan kepada supervisor untuk 

dilakukan pengecekkan. 

3.2.3  PT S 

3.2.3.1 Melakukan Rekonsiliasi PPh Unifikasi 

PPh Unifikasi merupakan pajak penghasilan yang terdiri dari PPh 

Final Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, 22, 23, dan 26. Melakukan 

Rekonsiliasi PPh Unifikasi merupakan kegiatan pencocokan atas 

data perpajakan berdasarkan hasil rekapitulasi dengan data atas 

transaksi PPh Unifikasi yang tercatat pada general ledger. Tujuan 

dilakukannyaa Rekonsiliasi PPh Unifikasi adalah untuk 

memastikan pencatatan transaksi PPh Unifikasi telah tercatat 

pada sistem perpajakan dan general ledger perusahaan, serta 

menghindari ketidaksesuaian pencatatan dengan transaksi aktual 

yang dapat menyebabkan denda atau masalah hukum. Dokumen 

yang dibutuhkan untuk melakukan Rekonsiliasi PPh Unifikasi 

adalah rekapitulasi PPh Unifikasi dan general ledger dari PT S. 

Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan Rekonsiliasi 

PPh Unifikasi: 
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1) Menerima dan membuka rekapitulasi PPh Unifikasi. 

 

Gambar 3. 15 Rekapitulasi PPh Pasal 23 

Berdasarkan Gambar 3.15, terdapat rekapitulasi salah satu dari 

jenis PPh Unifikasi, yaitu PPh 23. Karena Rekonsiliasi PPh 

Unifikasi yang ingin dilakukan berhubungan dengan PPh 

Unifikasi masa April, maka digunakan rekapitulasi PPh 23 masa 

April 2025. Pada data PPh 23 ini terdapat informasi penting yang 

akan digunakan untuk melakukan Rekonsiliasi PPh Unifikasi. 

Informasi penting tersebut diantaranya yaitu ada pada kolom, 

“VENDOR”, “DPP”, dan “PPH”. Sebagai contoh adalah “PT J” 

pada kolom “VENDOR”, dengan “DPP” sebesar “119.976.000”, 

dan “PPH” sebesar “2.399.520”. 

 

Gambar 3. 16 Rekapitulasi PPh Final Pasal Ayat (2) 

Berdasarkan Gambar 3.16, terdapat rekapitulasi salah satu dari 

jenis PPh Unifikasi, yaitu PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Karena 

Rekonsiliasi PPh Unifikasi yang ingin dilakukan berhubungan 

dengan PPh Unifikasi masa April, maka digunakan rekapitulasi 

PPh Final Pasal 4 Ayat (2) masa April 2025. Pada data PPh Final 

Pasal 4 Ayat (2) ini terdapat informasi penting yang akan 

digunakan untuk melakukan Rekonsiliasi PPh Unifikasi. 

Informasi penting tersebut diantaranya yaitu ada pada kolom, 
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“VENDOR”, “DPP”, dan “PPH”. Sebagai contoh adalah “PT A” 

pada kolom “VENDOR”, dengan “DPP” sebesar “82.838.000”, 

dan “PPH” sebesar “1.449.665”. 

2) Menerima data general ledger PT S. 

 

Gambar 3. 17 General ledger PT S Bulan April 

Berdasarkan Gambar 3.17, terdapat general ledger PT M untuk 

periode April 2025. Dari data general ledger ini nantinya akan di 

komparasi dengan hasil rekapitulasi PPh Unifikasi untuk melihat 

kesesuaian antara pencatatan pada sistem dengan Pemotongan 

PPh Unifikasinya. Pada data ini informasi penting yang 

digunakan untuk melakukan Rekonsiliasi dimulai dari “No. 

Akun”, “Nama Akun”, “Sumber”, “Tanggal”, “No. Sumber”, 

“Keterangan”, “Debit” dan “Kredit”. Sebagai contoh Nomor akun 

“1.111.01.01.01” dengan nama akun “KAS KECIL KANTOR 

JKT - RP” dan sumber “Kas/Bank”. Pada tanggal “09 Apr 2025” 

dicatat “Pengisian Kas  S” dengan nominal di debit sebesar 

“3.666.097.000”. Pencatatan ini didukung dengan Nomor sumber 

“KM-XXXX/001”. 
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3) Mulai melakukan pencarian data di general ledger di mulai dari 

nama akun sesuai dengan hasil rekapitulasi PPh Unifikasi. 

 

Gambar 3. 18 Mencari Pencatatan Pembayaran PPh 23 Dengan Nama Akun Pada General ledger 

Berdasarkan Gambar 3.18, untuk memperkecil jangkauan 

pencarian maka perlu menggunakan filter pada nama akun 

terlebih dahulu. Dengan tujuan agar proses pencarian berfokus 

pada akun yang berhubungan transaksi dengan PPh 23 yang 

sesuai dengan hasil rekapitulasi. Setelah membuka filter untuk 

kolom “Nama Akun”, Selanjutnya adalah memilih akun 

“HUTANG PAJAK - PPH PSL 23”. Hal ini bertujuan untuk 

menemenukan nominal PPh 23 terutang yang sudah dicatat oleh 

PT S. 
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Gambar 3. 19 Hasil Pencarian Pencatatan PPh 23 Menggunakan Nama Akun 

Berdasarkan Gambar 3.19, setelah mengaktifkan fitur filter dan 

memilih akun “HUTANG PAJAK – PPH PSL 23” maka dapat 

dilihat dari seluruh pencatatan terkait akun tersebut. Kemudian 

cari seluruh pencatatan yang dilihat berdasarkan nominal yang 

sesuai dengan hasil rekapitulasi PPh Unifikasi PT S. Sebagai 

contoh, untuk pencatatan general ledger di tanggal “25 Apr 

2025”, dengan Nomor sumber “BK-XXX/165” terdapat nominal 

PPh 23 sebesar “2.399.520”. Nominal ini juga terdapat pada hasil 

rekapitulasi PPh 23 PT S sebesar “2.399.520”. 

4) Melakukan pencarian data di general ledger menggunakan 

Nomor sumber yang sudah ditemukan sesuai dengan hasil 

rekapitulasi PPh Unifikasi. 

 

Gambar 3. 20 Mencari Pencatatan Pembayaran PPh 23 Dengan Nomor Sumber Pada General ledger 

Berdasarkan Gambar 3.20, setelah menemukan salah satu 

pencatatan yang terdapat pada akun “HUTANG PAJAK – PPH 
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PSL 23” dapat dilihat juga informasi terkait Nomor sumber yaitu 

“BK-XXX/165”. Untuk melihat seluruh pencatatan jurnal yang 

berhubungan dengan akun “HUTANG PAJAK – PPH PSL 23” 

dengan nominal pajak sebesar “2.399.520”, maka perlu 

digunakan Nomor sumber tersebut. Untuk memanfaatkan Nomor 

sumber, perlu dibuka filter pada kolom “No.Sumber” yang 

kemudian masukkan kode Nomor sumber “BK-XXX/165” pada 

bagian Text Filters. 

 

Gambar 3. 21 Hasil Pencarian Pencatatan PPh 23 Menggunakan Nomor Sumber 

Berdasarkan Gambar 3.21, setelah mencari pencatatan 

menggunakan Nomor sumber maka akan muncul jurnal yang 

berhubungan dengan Nomor sumber tersebut. Dari pencarian ini 

terdapat 6 pencatatan mulai dari pencatatan nominal transaksi 

hingga pencatatan hutang PPh 23, sehingga perlu dipilih kembali 

menyesuaikan nominal yang ada pada rekapitulasi PPh Unifikasi 

PT S. Sebagai contoh terdapat 2 yang perlu kita pilih dari seluruh 

hasil pencarian, yaitu nominal transaksi (DPP) dan nominal pajak 

terutangnya. Pada bagian [1] terdapat informasi pencatatan untuk 

nominal transaksi (DPP) dengan Nomor akun “2.111.01.01”, 

nama akun “HUTANG LANCAR USAHA IDR”, Nomor sumber 

“BK-XXX/165”, dan nominal transaksi sebesar “133.173.360”. 

Sedangkan untuk bagian [2] terdapat informasi pencatatan untuk 

nominal jumlah pajak terutangnya dengan Nomor akun 

“2.111.02.05”, nama akun “HUTANG PAJAK – PPH PSL 23”, 



 

 

104 
Laporan Kerja Magang Tax Complience dan …, Vanessa, Universitas Multimedia Nusantara 

 

Nomor sumber “BK-XXX/165”, dan nominal transaksi sebesar 

“2.399.520”. 

5) Memindahkan hasil general ledger terkait nominal DPP ke dalam 

format Rekonsiliasi PPh Unifikasi, kemudian hitung selisih 

antara DPP antara hasil general ledger dengan data rekapitulasi 

yang diberikan. 

 

Gambar 3. 22 Menghitung Selisih Nilai DPP Dari Rekapitulasi PPh Unifikasi Dengan Nominal Pada 

General ledger 

Berdasarkan Gambar 3.22, jika sudah menemukan pencatatan 

nominal transaksi (DPP) maka kemudian dipindahkan ke dalam 

format Rekonsiliasi PPh Unifikasi. Pada format ini terdiri dari 

hasil rekapitulasi PPh Unifikasi di sebelah kiri dan potongan 

pencatatan general ledger di sebelah kanan. Kemudian nominal 

transaksi (DPP) akan diselisihkan dari hasil  rekapitulasi dan 

potongan pencatatan general ledger. Sebagai contoh PPh 23 

untuk masa April PT J, dari hasil rekapitulasi diketahui nilai DPP 

sebesar “119.976.000” sedangkan pada potongan pencatatan di 

general ledger sebesar “133.173.360”. Nominal yang berbeda ini 

dikarenakan pada general ledger nominal transaksi dicatat 

dengan menggabungkan nilai PPN. Sehingga untuk melakukan 

Rekonsiliasi dan melihat selisih perbedaan pada hasil rekapitulasi 

dengan pencatatan dilakukan dengan mengurangkan “DPP” 
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sebesar “119.976.000” kemudian dikalikan dengan 111% 

sehingga menghasilkan nominal sebesar “133.173.360”. Jika 

sudah mendapatkan nominal setelah ditambah dengan PPN, maka 

Selanjutnya dihitung selisihnya dengan mengurangkan DPP 

sebesar “133.173.360” dengan nominal pada general ledger 

sebesar “133.173.360” dan didapat hasil “0”. Hasil “0” ini 

menandakan bahwa nominal transaksi (DPP) yang ada di data 

rekapitulasi PPh 23 dengan yang sudah dicatat oleh PT S sudah 

sesuai. 

6) Memindahkan hasil general ledger terkait nominal PPh Unifikasi 

ke dalam format Rekonsiliasi PPh Unifikasi, kemudian hitung 

selisih antara nominal pada general ledger dengan nominal PPh 

Unifikasi dari data rekapitulasi yang diberikan. 

 

Gambar 3. 23 Menghitung Selisih Nilai PPh 23 yang Dipotong Dari Rekapitulasi PPh Unifikasi Dengan 

Nominal Pada General ledger 

Berdasarkan Gambar 3.23, jika sudah menemukan pencatatan 

nominal PPh yang dibayar maka kemudian dipindahkan ke dalam 

format Rekonsiliasi PPh Unifikasi. Kemudian nominal PPh 23 

akan diselisihkan dari hasil  rekapitulasi dan potongan pencatatan 

general ledger. Sebagai contoh PPh 23 untuk masa April PT J, 

dari hasil rekapitulasi diketahui nilai PPh sebesar “2.399.520” 

sedangkan pada potongan pencatatan di general ledger sebesar 
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“2.399.520”. Selanjutnya perlu dihitung selisihnya dengan 

mengurangkan PPh sebesar “2.399.520” dengan nominal pada 

general ledger sebesar “2.399.520” dan didapat hasil “0”. Hasil 

“0” ini menandakan bahwa nominal PPh yang ada di data 

rekapitulasi PPh 23 dengan yang sudah dicatat oleh PT S sudah 

sesuai dan telah dibayarkan.  

 

Gambar 3. 24 Hasil Rekonsiliasi PPh Unifikasi 

Berdasarkan Gambar 3.24, ketika seluruh data yang ada pada 

rekapitulasi dengan general ledger telah di sandingkan dan 

dihitung selisihnya maka pekerjaan ini telah selesai. Jika tidak 

ditemukan pecatatan pada general ledger, maka pencatatan ini 

akan dikonfirmasi kepada klien. Hasil dari pekerjaan ini akan 

digunakan untuk dilakukan konfirmasi, setelah konfirmasi 

diberikan maka temuan akan diterbitkan dalam Berita Acara. 

Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 4 Juli 2025 dan diselesaikan 

pada tanggal 8 Juli 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 

4 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung 

disampaikan kepada supervisor untuk dilakukan pengecekkan. 
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3.2.3.2 Melakukan Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi 

Bukti Potong PPh Unifikasi merupakan dokumen yang dibuat 

oleh Pemotong Pajak Penghasilan sebagai bukti atas Pemotongan 

Pajak Penghasilan sebagai bukti atas Pemotongan PPh Unifkasi. 

Melakukan rekapitulasi bukti potong PPh Unifikasi merupakan 

kegiatan pencatatan dan penyusunan data dari bukti Pemotongan 

pajak PPh Unifikasi ke dalam format sistematis. Tujuan 

dilakukannyaa rekapitulasi bukti potong PPh Unifikasi adalah 

untuk memverifikasi bahwa pajak yang dipotong telah disetor dan 

memastikan tanggal serta nominal bukti potong sesuai dengan 

transaksi dalam rekap invoice. Sehingga pelaporan pajak akurat 

dan terhindar dari risiko kesalahan atau sanksi. Dokumen yang 

dibutuhkan untuk melakukan rekapitulasi bukti potong PPh 

Unifikasi adalah bukti potong PPh Unifikasi dan rekapitulasi PPh 

Unifikasi. Berikut ini merupakan langkah-langkah melakukan 

rekapitulasi bukti potong PPh Unifikasi: 

1) Menerima dan membuka bukti potong PPh Unifikasi. 
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Gambar 3. 25 Bukti Potong PPh 23 Masa April PT S 

Berdasarkan Gambar 3.25, terdapat salah satu bukti potong PPh 

23 yang merupakan salah satu jenis PPh Unifikasi. Pada bukti 

potong ini terdapat informasi terkait Nomor bukti potong, masa 

pajak, sifat Pemotongan dan/atau pemungutan PPh, status bukti 

Pemotongan/pemungutan, identitas Wajib Pajak yang 

dipotong/dipungut, Pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan 

identitas Pemotong dan/atau pemungut PPh. Dari seluruh 

informasi yang terdapat dalam bukti potong, informasi yang 

dibutuhkan untuk dilakukan rekapitulasi adalah Nomor bukti 

potong beserta tanggal bukti potong yang ada pada bagian 

identitas Pemotong dan/atau pemungut PPh. Sebagai contoh, 

untuk bukti potong pada Gambar 3.25 merupakan bukti potong 

atas Pemotongan PPh 23 PT J dengan Nomor bukti potong 

“25XXXF” dan tanggal bukti potong pada “20 April 2025”. 

Informasi ini kemudian akan dimasukkan ke dalam format 

rekapitulasi PPh Unifikasi. 

2) Memasukkan seluruh informasi dari bukti potong yang 

dibutuhkan ke dalam format rekapitulasi PPh Unifikasi. 
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Gambar 3. 26 Hasil Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi 

Berdasarkan Gambar 3.26, dari informasi yang telah kita 

dapatkan dari bukti potong PT J masa April maka akan 

dimasukkan ke dalam format rekapitulasi PPh Unifikasi. Sebelum 

memasukkan informasi terkait Nomor bukti potong dan tanggal 

bukti potong, terlebih dahulu menambahkan 2 kolom yang 

masing-masing berjudul “NO BUPOT” dan “TGL BUPOT”. 

Setelahnya baru dimasukkan informasi yang ada pada bukti 

potong, sebagai contoh untuk PPh 23 PT J masukkan Nomor 

bupot “25XXXF” pada kolom “NO BUPOT” dan “30/04/2025” 

pada kolom “TGL BUPOT”. Hasil dari pekerjaan ini digunakan 

untuk memeriksa apakah ada ketidaksesuaian Pemotongan yang 

dilakukan dengan yang terdapat pada Bukti Potong, sehingga jika 

ditemukan ketidaksesuaian akan dikonfirmasi terlebih dahulu. 

Kemudian hasil temuan akan dicantumkan ke dalam Berita 

Acara. 

Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan pada tanggal 16 Juli 2025. 

Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah pekerjaan 

ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada supervisor 

untuk dilakukan pengecekkan. 
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3.2.3.3 Melakukan Rekonsiliasi PPN 

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam 

negeri. Melakukan Rekonsiliasi PPN merupakan kegiatan 

pencocokan atas data perpajakan berdasarkan hasil rekapitulasi 

dengan data atas transaksi PPN yang tercatat pada general ledger. 

Tujuan dilakukannya Rekonsiliasi PPN untuk memastikan 

pencatatan transaksi PPN telah tercatat pada sistem perpajakan 

dan general ledger perusahaan, serta  menghindari 

ketidaksesuaian pencatatan dengan transaksi aktual yang dapat 

menyebabkan denda atau masalah hukum. Dokumen yang 

dibutuhkan untuk melakukan Rekonsiliasi PPN adalah general 

ledger bulan Mei, rekapitulasi PPN Masukan yang outstanding, 

rekapitulasi jurnal pajak masukan yang outstanding, dan format 

Rekonsiliasi PPN. Berikut ini merupakan langkah-langkah 

melakukan Rekonsiliasi PPN: 

1) Menerima data terkait rekapitulasi PPN yang outstanding. 

 

Gambar 3. 27 Rekapitulasi PPN Masukan Outstanding 

Berdasarkan Gambar 3.27, terdapat data rekapitulasi PPN 

Masukan yang sifatnya outstanding. Data ini menunjukkan 

rekapitulasi PPN Masukan yang belum ada pencatatannya pada 
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general ledger di periode yang bersangkutan. Rekapitulasi PPN 

ini akan di Rekonsiliasi kembali pada general ledger periode Mei 

2025 berdasarkan konfirmasi dari klien. Pada data ini ada 

beberapa informasi yang digunakan untuk melakukan 

Rekonsiliasi PPN terdiri dari kolom “NPWP”, “Nama”, “No 

Faktur”, “Masa”, “Harga Jual”, “DPP”, dan “PPN”. Untuk kolom 

“NPWP”, “Nama”, dan “No Faktur”  digunakan untuk melihat 

kesesuaian pada bagian keterangan di general ledger; “Harga 

Jual” digunakan untuk melihat nilai jual serta digunakan untuk 

menghitung nilai DPP; “DPP” merupakan kolom yang berisikan 

informasi terkait jumlah yang akan dikenakan pajak, nominal 

DPP dihitung dengan mengkalikan kolom “Harga Jual” dengan 

11/12; “PPN” merupakan kolom yang berisikan informasi atas 

jumlah PPN Masukan yang telah dipungut. Sebagai contoh, untuk 

Wajib Pajak yang berinisial “C”, diketahui untuk masa pajak “4” 

atau April terdapat transaksi yang dikenai PPN dengan nominal 

sebesar “517.917” dan nilai DPP sebesar “474.757”. Untuk 

jumlah PPN Masukan dari transaksi ini adalah senilai “56.971”. 

2) Menerima general ledger untuk bulan Mei 2025. 

 

Gambar 3. 28 General ledger Periode Mei 2025 

Berdasarkan Gambar 3.28, terdapat general ledger PT M untuk 

periode Mei 2025. Dari data general ledger ini nantinya akan di 
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komparasi dengan hasil rekapitulasi PPN Masukan outstanding 

untuk melihat kesesuaian antara pencatatan pada sistem dengan 

PPN Masukan, termasuk PPN Masukan yang telah dipungut 

diperiode sebelumnya namun baru dicatat saat periode Mei. Pada 

data ini informasi penting yang digunakan untuk melakukan 

Rekonsiliasi dimulai dari “No. Akun”, “Nama Akun”, “Tanggal”, 

“Sumber”, “No. Sumber”, “Keterangan”, “Debit” dan “Kredit”. 

Sebagai contoh Nomor akun “2.111.02.03” dengan nama akun 

“PAJAK DIBAYAR DIMUKA-PPN MASUKAN” yang dicatat 

pada tanggal “01 Mei 2025”. Pencatatan ini dicatat berdasarkan 

sumber “Faktur Pembelian” dengan Nomor sumber “PO-XXX 

XXX” dan ketengangan yang menunjukkan bahwa transaksi ini 

melibatkan “PT E”. Nominal yang dicatat adalah sebesar 

“360.679”. 

3) Memindahkan data Rekapitulasi PPN outstanding ke format 

Rekonsiliasi PPN dan memilih salah satu transaksi untuk 

dilakukan Rekonsiliasi. 

 

Gambar 3. 29 Memindahkan Rekapitulasi PPN Masukan ke Format Rekonsiliasi PPN 

Berdasarkan Gambar 3.29, setelah menerima data terkait 

rekapitulasi PPN Masukan outstanding Selanjutnya dipindahkan 

ke dalam format Rekonsiliasi. Format ini akan digunakan untuk 

menhitung selisih dari nominal “Harga Jual” dan “PPN” yang 
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terdapat pada rekapitulasi dengan yang tercatat pada sistem. 

Selain itu, format ini akan digunakan sebagai bahan konfirmasi 

yang diberikan kepada klien terkait rekapitulasi PPN Masukan 

yang tidak tercatat dalam sistem, serta jurnal PPN Masukan yang 

sudah tercatat namun tidak ada dalam hasil rekapitulasi PPN 

Masukan. Setelah hasil rekapitulasi PPN Masukan oustanding 

dimasukkan ke dalam format Rekonsiliasi, maka pilih salah satu 

transaksi PPN Masukan yang akan dilakukan Rekonsiliasi. 

Sebagai contoh adalah transaksi yang berkaitan dengan Wajib 

Pajak “C” dengan NPWP “04.XXX.XXX.X-XXX.XXX” dan 

Nomor faktur “04X.XXX-XX.XXXXXXXX”. PPN Masukan 

tersebut merupakan PPN untuk masa pajak “4” atau April tahun 

“2025” dengan nominal harga jual sebesar “517.917”, DPP 

sebesar “474.757”, dan PPN Masukan sebesar “56.971”. 

4) Melakukan pencarian data di general ledger dimulai dengan 

nama akun serta nominal PPN yang sesuai dengan rekapitulasi 

PPN outstanding. 

 

Gambar 3. 30 Pencarian Jurnal Menggunakan Nama Akun 

Berdasarkan Gambar 3.30, setelah memilih salah satu transaksi 

PPN Masukan maka Selanjutnya perlu dilakukan pencarian atas 
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transaksi PPN tersebut pada general ledger. Untuk 

mempermudah pencarian, maka jangkauan pencarian diperkecil 

dengan mencari pada nama akun “PAJAK DIBAYAR DIMUKA 

– PPN MASUKAN”. Hal ini dilakukan dengan mengaktifkan 

filter untuk seluruh data general ledger. Kemudian pada kolom 

“Nama Akun” pilih filter seperti yang terlihat pada keterangan 

[1]. Selanjutnya dapat dilihat pada keterangan [2], masukan kata 

kunci “PPN Masukan” kemudian pilih akun “PAJAK DIBAYAR 

DIMUKA – PPN MASUKAN”. Tujuan diperkecilnya jangkauan 

pencarian data di general ledger dengan menggunakan akun 

spesifik adalah untuk memfokuskan pencarian pada pencatatan 

yang berhubungan dengan PPN Masukan saja. 

 

Gambar 3. 31 Pencarian Jurnal Menggunakan Nominal PPN Masukan yang Tertera Pada Rekapitulasi 

Berdasarkan Gambar 3.31, setelah memperkecil pencarian 

dengan menggunakan filter nama akun maka bisa diperkecil lagi 
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dengan mencari nominal PPN Masukan yang serupa dengan 

nominal PPN Masukan pada rekapitulasi PPN Masukan 

outstanding. Sebagai contoh berdasarkan data rekapitulasi PPN 

Masukan outstanding yang ada pada Gambar 3.29 diketahui PPN 

untuk Wajib Pajak “C” sebesar “56.971”. Oleh sebab itu pada 

bagian filter untuk kolom “Debit” dipilih nominal “56.971”. 

 

Gambar 3. 32 Hasil Pencarian Jurnal PPN Masukan untuk Menemukan Nomor Sumber 

Berdasarkan Gambar 3.32, setelah memperkecil pencarian 

menggunakan nominal PPN Masukan yang ada pada rekapitulasi 

PPN Masukan outstanding ke dalam general ledger maka 

Selanjutnya akan didapat satu pencatatan yang mencatat PPN 

Masukan. Pada pencatatan ini terdapat informasi yang akan 

digunakan untuk melihat jurnal yang dicatat terkait PPN ini, 

informasi tersebut didapat dari kolom “No.Sumber”. Sebagai 

contoh pada hasil pencarian, diketahui jurnal yang dicatat terkait 

PPN senilai “56.971” memiliki Nomor sumber “08-XXX/2025”. 

5) Melakukan pencarian data di general ledger menggunakan 

Nomor sumber yang sudah ditemukan sesuai dengan hasil 

rekapitulasi PPN.  
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Gambar 3. 33 Pencarian Jurnal Menggunakan Nomor Sumber 

Berdasarkan Gambar 3.33, setelah menemukan salah satu 

pencatatan yang terdapat pada akun “PAJAK DIBAYAR 

DIMUKA – PPN MASUKAN” dapat dilihat juga informasi 

terkait Nomor sumber yaitu “08-XXX/2025”. Untuk melihat 

seluruh pencatatan jurnal yang berhubungan dengan PPN 

Masukan dengan nama akun “ PAJAK DIBAYAR DIMUKA – 

PPN MASUKAN” dan nominal pajak sebesar “56.971”, maka 

perlu digunakan Nomor sumber tersebut. Untuk memanfaatkan 

Nomor sumber, perlu dibuka filter pada kolom “No.Sumber” 

yang kemudian masukkan kode Nomor sumber “08-XXX/2025” 

pada bagian Text Filters. 

 

Gambar 3. 34 Hasil Pencarian Jurnal PPN Masukan 
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Berdasarkan Gambar 3.34, setelah mencari pencatatan 

menggunakan Nomor sumber maka akan muncul jurnal yang 

berhubungan dengan Nomor sumber tersebut. Dari pencarian ini 

terdapat 18 pencatatan mulai dari pencatatan nominal transaksi 

hingga pencatatan PPN masukan, sehingga perlu dipilih kembali 

menyesuaikan nominal yang ada pada rekapitulasi PPh Unifikasi 

PT S. Sebagai contoh terdapat 2 yang perlu kita pilih dari seluruh 

hasil pencarian, yaitu nominal harga jual dan nominal pajak 

terutangnya. Pada keterangan [1] terdapat informasi pencatatan 

untuk nominal harga jual dengan Nomor akun “6113.02.02”, 

nama akun “BTPL-BIAYA PENGADAAN PERLENGKAPAN 

BENGKEL”, Nomor sumber “08-XXX/2025”, dan nominal 

transaksi sebesar “517.917”. Sedangkan untuk keterangan [2] 

terdapat informasi pencatatan untuk nominal jumlah PPN 

masukan dengan Nomor akun “1115.02.01”, nama akun “PAJAK 

DIBAYAR DI MUKA-PPN MASUKAN”, Nomor sumber “08-

XXX/2025”, dan nominal transaksi sebesar “56.971”. 

6) Memindahkan dan menghitung selisih nilai DPP antara data pada 

rekapitulasi PPN dengan yang tercatat pada general ledger. 
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Gambar 3. 35 Menghitung Selisih Nominal DPP Antara Data Rekapitulasi Dengan Pencatatan Pada Jurnal 

Berdasarkan Gambar 3.35, jika sudah menemukan pencatatan 

nominal PPN Masukan maka kemudian dipindahkan ke dalam 

format Rekonsiliasi PPN. Pada format ini terdiri dari hasil 

rekapitulasi PPN Masukan outstanding di sebelah kiri dan 

potongan pencatatan general ledger untuk nominal harga jual dan 

nominal PPN Masukan di sebelah kanan. Kemudian nominal jual 

akan diselisihkan dari hasil  rekapitulasi dan potongan pencatatan 

general ledger. Sebagai contoh PPN Masukan untuk masa April 

Wajib Pajak C, dari hasil rekapitulasi diketahui nilai harga jual 

sebesar “517.917” sedangkan pada potongan pencatatan di 

general ledger sebesar “517.917”. Selanjutnya dihitung 

selisihnya dengan mengurangkan harga jual sebesar “517.917” 

dengan nominal pada general ledger sebesar “517.917” dan 

didapat hasil “0”. Hasil “0” menandakan bahwa harga jual yang 
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ada di data rekapitulasi PPN Masukan outstanding dengan yang 

sudah dicatat oleh PT S sudah sesuai. 

7) Menghitung selisih nilai PPN antara data dari rekapitulasi PPN 

dengan yang tercatat pada general ledger. 

 

Gambar 3. 36 Menghitung Selisih Nilai PPN Masukan Antara Data Rekapitulasi dengan Pencatatan Pada Jurnal 

Berdasarkan Gambar 3.36, jika sudah menemukan pencatatan 

nominal PPN masukan yang dibayar maka kemudian dipindahkan 

ke dalam format Rekonsiliasi PPN. Setelahnya nominal PPN 

masukan akan diselisihkan dari hasil  rekapitulasi dan potongan 

pencatatan yang tercatat pada general ledger. Sebagai contoh 

PPN masukan untuk masa April Wajib Pajak C, dari hasil 

rekapitulasi diketahui nilai PPN masukan sebesar “56.971” 

sedangkan pada potongan pencatatan di general ledger sebesar 

“56.971”. Selanjutnya perlu dihitung selisihnya dengan 

mengurangkan PPN masukan sebesar “56.971” dengan nominal 

pada general ledger sebesar “56.971” dan didapat hasil “0”. Hasil 

“0” ini menandakan bahwa nominal PPN masukan yang ada di 
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data rekapitulasi PPN Masukan outstanding dengan yang sudah 

dicatat oleh PT S sudah sesuai dan telah dibayarkan. Hasil dari 

pekerjaan ini akan digunakan sebagai bahan konfirmasi apabila 

ditemukan PPN yang belum tercatat. Jika setelah dikonfirmasi 

client tidak dapat menjelaskan, maka temuan akan dicantumkan 

dalam Berita Acara. 

Pekerjaan ini dimulai  pada tanggal 31 Juli 2025  dan diselesaikan 

pada 7 September 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 

8 kali untuk masa Febuari sampai dengan September. Setelah 

pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada 

supervisor untuk dilakukan pengecekkan. 

3.2.3.4 Melakukan Review Perhitungan PPh 21  

PPh 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong 

sehuubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. Melakukan review perhitungan PPh 21 tetap 

merupakan kegiatan menghitung PPh 21 pegawai tidak tetap 

berdasarkan data peredaran bruto yang diterimaa secara bulanan 

oleh pegawai tetap. Tujuan dilakukannyaa review perhitungan 

PPh 21 adalah untuk memastikan perhitungan pajak yang 

dilakukan oleh klien telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. 

Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan PPh 21 

untuk pegawai tidak tetap adalah rincian penghasilan bruto untuk 

pegawai tetap dan kertas kerja perhitungan PPh 21. Berikut ini 

merupakan langkah-langkah melakukan perhitungan PPh 21 

untuk pegawai tetap: 

1) Menerima dan membuka data terkait peredaran bruto dan hasil 

perhitungan PPh 21 berdasarkan klien. 
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Gambar 3. 37 Rincian Peredaran Bruto PT S 

Berdasarkan Gambar 3.37, terdapat data berupa hasil perhitungan 

PPh 21 yang dilakukan oleh PT S. Pada data ini terdapat informasi 

penting yang dibutuhkan untuk melakukan review perhitungan, 

yaitu nama karyawan pada kolom “Nama”, status PTKP pada 

kolom “Status”, masa kerja dari awal hingga akhir pada kolom 

“Awal” dan “Akhir”, gaji pokok per bulan yang ada pada kolom 

“Gaji Pokok Sebulan”, tunjangan dalam sebulan pada kolom 

“Tunj.Jabatan” dan total peredaran bruto pada kolom 

“Penghasilan NET Sebulan. Sebagai contoh, pada kolom Nomor 

“1” terdapat informasi mengenai karyawan yang bernama “A” 

dengan status PTKP “K/2” dan mulai bekerja pada bulan 

“Januari” sampai “Desember”. Selain itu, diketahui bahawa “A” 

memiliki gaji pokok sebulan sebesar “30.000.000” dengan 

tunjangan jabatan sebesar “2.500.000”, oleh sebab itu 

penghasilan bruto sebulan dari karyawan A adalah “32.500.000”.  

2) Memasukkan data yang diterimaa oleh klien kedalam kertas kerja 

perhitungan PPh 21. 
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Gambar 3. 38 Data PT S Setelah Dimasukkan Kedalam Kertas Kerja 

Berdasarkan Gambar 3.38, terdapat data perhitungan PPh 21 yang 

dilakukan oleh PT S di dalam kertas kerja perhitungan PPh 21 

Ofisi. Untuk memasukkan data ke dalam kertas kerja, maka 

dibuka terlebih dahulu sheet khusus data yaitu sheet “Gaji” yang 

terlihat pada keterangan [1]. Setelah itu data baru dimasukkan 

tanpa mengubah format yang diberikan seperti yang ada pada 

keterangan [2]. Sheet “Gaji” berfungsi sebagai acuan untuk 

melakukan perhitungan PPh 21 pada worksheet perhitungan PPh 

21 oleh Ofisi.  Sehingga, dapat dilihat bahwa pada keterangan [2] 

sebagai contoh terdapat data terkait karyawan A dengan gaji 

pokok sebulan sebesar “30.000.000”, tunjangan jabatan sebesar 

“2.500.000”, dan total PPh 21 sebesar “32.500.000”. PPh 21 atas 

karyawan A adalah sebesar “4.225.000”. 

3) Menghitung PPh 21 klien pada sheet worksheet perhitungan PPh 

21. 
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Gambar 3. 39 Perhitungan PPh 21 Berdasarkan Ofisi 

Berdasarkan Gambar 3.39, terdapat worksheet perhitungan PPh 

21 milik Ofisi. Pada gambar berikut dapat dilihat bahwa setelah 

memasukkan rincian data ke dalam sheet “Gaji”, maka data akan 

terhubung dengan workseet perhitungan PPh 21. Sehingga 

berdasarkan perhitungan Ofisi, diketahui bahwa karyawan “A” 

dengan status PTKP “K/2” memiliki gaji sebesar “30.000.000” 

dan tunjangan jabatan sebesar “2.500.000”, hal ini terlihat pada 

keterangan [1]. Setelahnya PPh 21 dihitung dengan menentukan 

jenis TER terlebih dahulu yang ada pada kolom “TER A/B/C”, 

dikarenakan status PTKP dari karyawan A adalah K/2, maka 

menggunakan tarif “TER B” dengan persentase “13%” 

menyesuaikan nominal PKP sebesar “32.500.000”, hal tersebut 

dpat dilihat melalui keterangan [2]. Selanjutnya pada keterangan 

yang sama, yaitu [2] PKP sebesar “32.500.000” didapat dari 
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menambahkan gaji per bulan sebesar “30.000.000” dan tunjangan 

jabatan sebesar “2.500.000”, kemudian PPh 21 dihitung dengan 

mengalikan jumlah PKP senilai “32.500.000” dengan tarif 

sebesar “13,00%” sehingga dihasilkan PPh 21 atas karyawan A 

sebesar “4.225.000”. Setelah menghitung PPh 21 per karyawan, 

maka Selanjutnya dihitung total PKP dan PPh 21 atas seluruh 

karyawan dengan menggunakan rumus SUM, pada keterangan [3] 

diketahui bahwa total PKP PT S sebesar “106.000.000” dan PPh 

21 sebesar “6.313.750”. Nominal total PKP dan PPh 21 tersebut, 

nantinya akan digunakan pada hasil review. 

4) Mencantumkan hasil perhitungan ke dalam sheet hasil review. 

 

Gambar 3. 40 Hasil Review Perhitungan PPh 21 PT S 

Berdasarkan Gambar 3.40, seluruh hasil perhitungan PPh 21 

untuk masa Agustus yang telah dihitung sebelumnya dituangkan 
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dalam sheet “REVIEW”. Sheet ini memuat informasi atas 

perbandingan perhitungan PPh 21 setiap masanya antara klien 

dengan Ofisi. Pada gambar ini, diketahui bahwa untuk masa 

Agustus, perhitungan PPh 21 menurut PT S yaitu untuk PKP 

sebesar “106.000.000” dan PPh 21 sebesar “6.313.750”. 

Perhitungan klien menunjukkan nominal yang sudah sesuai 

dengan perhitungan Ofisi yaitu PKP sebesar “106.000.000” dan 

PPh 21 sebesar “6.313.750”. Sehingga atas perhitungan PPh 21 

masa Agustus oleh klien tidak memiliki selisih dengan Ofisi yang 

juga menandakan bahwa perhitungan PPh 21 telah sesuai.  

Hasil dari pekerjaan ini adalah untuk menjadi hasil review yang 

akan diberikan kepada klien. Setelah itu, hasil review berupa 

temuan akan dicantumkan ke dalam berita Acara. 

Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 21 Oktober 2025 dan 

diselesaikan pada tanggal 22 Oktober 2025. Pekerjaan ini telah 

dilakukan sebanyak 1 kali untuk PT S masa Oktober. Setelah 

pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada 

supervisor untuk dilakukan pengecekkan. 

3.2.4 PT C 

3.2.4.1 Melakukan Review Perhitungan PPh Unifikasi 

PPh Unifikasi merupakan pajak penghasilan yang terdiri dari PPh 

Final Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, 22, 23, dan 26. Melakukan Review 

PPh Unifikasi merupakan kegiatan verifikasi menyeluruh atas 

daftar Pemotongan PPh Unifikasi dengan melakukan 

pengecekkan kelengkapan dan keakuratan data supplier, kode 

objek pajak, serta kelayakan dokumen pendukung (SBU). Tujuan 

dilakukannyaa Review PPh Unifikasi adalah untuk memastikan 

kesesuaian Pemotongan dan pelaporan pajak benar, akurat, dan 

sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dokumen 

yang dibutuhkan untuk melakukan Review PPh Unifikasi adalah 
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daftar PPh Unifikasi PT C masa Mei, Data List Supplier, Daftar 

kode objek pajak, format daftar List supplier baru, dokumen SBU 

setiap supplier. Berikut ini merupakan langkah-langkah 

melakukan Review PPh Unifikasi: 

1) Menerima data terkait nominal PPh Unifikasi. 

 

Gambar 3. 41 Daftar PPh Unifikasi PT C Periode Mei 2025 

Berdasarkan Gambar 3.41, terdapat daftar PPh Unifikasi untuk 

jenis PPh 23 dan PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Daftar PPh Unifikasi 

ini memiliki informasi-informasi penting yang akan dilakukan 

pengecekkan atas kesuaian jenis objek PPh pada kolom “Jenis 

Objek PPh 23”, nominal DPP pada kolom “Pembayaran”, 

nominal PPh terutang pada kolom “PPh Terutang”, dan kode 

objek pajak pada kolom “Kode”. Sebagai contoh pada Nomor 

urut 000001, nama lawan transaksi PT M dengan jenis objek PPh 

“Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan”. Objek ini memiliki 

nominal DPP sebesar “99.099” dengan PPh terutang sebesar 

“1.982” dan kode objek pajak “24-104-29”. Informasi  nama 

lawan transaksi dan jenis objek PPh akan di sandingkan dengan 
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data terkait List supplier yang berkaitan dengan PPh Unifikasi. 

Sedangkan untuk nominal DPP dan PPh terutang akan di 

sandingkan dan disesuaikan berdasarkan kode objek pajaknya. 

2) Menerima data terkait List supplier yang berkaitan dengan PPh 

Unifikasi 

 

Gambar 3. 42 List Supplier PPh 23 dan PPh Final 4 Ayat (2) 

Berdasarkan Gambar 3.42, terdapat List supllier PPh 23 dan PPh 

4 Ayat (2). Dari daftar ini nantinya akan menjadi data yang 

digunakan untuk menyandingkan informasi nama lawan transaksi 

dan jenis objek PPh yang ada pada daftar PPh Unifikasi PT C. 

Informasi yang dapat digunakan terdapat pada kolom “Nama 

Supplier” dan “Jenis Jasa”. Sebagai contoh, dapat dilihat salah 

satunya di kolom “Nama Supplier” dengan nama “A”, merupakan 

supplier yang berkaitan dengan jenis jasa “Jasa Perawatan 

Peralatan”. 

3) Menerima data terkait seluruh kode objek pajak PPh Unifikasi 
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Gambar 3. 43 Daftar Kode Objek Pajak PPh Unifikasi 

Berdasarkan Gambar 3.43, terdapat daftar kode objek pajak PPh 

Unifikasi. Dari tabel ini informasi utama yang digunakan untuk 

melakukan penyandingan dan pencocokkan data dengan 

informasi pada daftar PPh Unifikasi ada pada “Kode Objek 

Pajak” dan “Nama Objek Pajak”. Sebagai contoh untuk kode 

objek pajak “24-101-01” merupakan kode objek pajak untuk 

“Dividen”.  

4) Melakukan penyandingan data daftar PPh Unifikasi dengan List 

supplier PPh Unifikasi. 

 

Gambar 3. 44 Memilih Salah Satu Nama Lawan Transaksi yang Ingin Dibandingkan 
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Berdasarkan Gambar 3.44, terdapat data terkait daftar PPh 

Unifikasi untuk periode Mei 2025. Dari data ini kita dapat 

menggunakan informasi dari kolom “Nama Lawan Transaksi” 

dan “Jenis Objek PPh 23”. Sebagai contoh nama lawan transaksi 

yang ingin disandingkan adalah “KANTOR JASA PENILAI 

PUBLIK XXX” dengan jenis objek pajak “Jasa Penilai 

(appraisal)”. Setelah memilih data yang ingin disandingkan, 

maka data ini akan digunakan untuk mencari data nama supplier 

dari List supplier menggunakan fitur filter. 

 

Gambar 3. 45 Mencari Supplier yang Sama Dengan Data Nama Lawan Transaksi 

Berdasarkan Gambar 3.45, terdapat List supplier PPh Unifikasi 

yang berisikan informasi seluruh supplier yang digunakan oleh 

PT C untuk memabntu kegiatan operasionalnya. Setelah memilih 

nama lawan transaksi yang ada pada daftar PPh Unifikasi, maka 

Selanjutnya di cari dengan menggunakan filter pada kolom 

“Nama Supplier”. Lalu pada text filters masukkan nama lawan 

transaksi yang telah kita pilih yaitu “KANTOR JASA PENILAI 

PUBLIK XXX”. Berhubung setelah di filter ditemukan hasil yang 

menyatakan “No Matches” yang artinya “KANTOR JASA 
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PENILAI PUBLIK XXX” merupakan supplier baru yang 

digunakan oleh PT C. Temuan ini nantinya perlu dimasukkan ke 

dalam List supplier baru sebagai bahan konfirmasi yang akan 

diajukan kepada PT C. 

 

Gambar 3. 46 Highlight Nama Lawan Transaksi yang Tidak Ditemukan Dalam Data List Supplier 

Berdasarkan Gambar 3.46, sebelum informasi nama lawan 

transaksi dipindahkan maka perlu diberi highlight terlebih dahulu 

sebagai penanda. Hal ini juga bertujuan agar memudahkan 

pencarian informasi ketika ingin dilakukan pengecekkan kembali 

terkait supplier yang telah di konfirmasi. Setelahnya informasi ini 

akan dipindahkan ke dalam daftar supplier baru beserta dengan 

highlight-nya. 

5) Jika nama supplier dari daftar PPh Unifikasi tidak terdapat di List 

supplier PPh Unifikasi, maka masukkan nama supplier tersebut 

ke dalam daftar supplier baru. 
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Gambar 3. 47 Memindahkan Informasi Terkait Nama Lawan Transaksi ke List Supplier Baru 

Berdasarkan Gambar 3.47, setelah diberi highlight maka data 

baru akan dipindahkan ke dalam daftar supplier baru. Pada daftar 

ini terdapat informasi mulai dari nama supplier, jenis jasa, dan 

kategori PPh 23 atau PPh 4 ayat (2). Informasi penting yang perlu 

di cantumkan pada daftar ini terdiri dari nama supplier dan jenis 

jasa. Sebagai contoh, dari hasil temuan diketahui bahwa  

“KANTOR JASA PENILAI PUBLIK XXX” dengan jenis jasa 

“Jasa Penilai (appraisal)” tidak ditemukan dalah daftar supplier 

yang sudah ada sehingga perlu di konfirmasi lebih lanjut terkait 

supplier tersebut. 

6) Melakukan penyandingan kode objek pajak. 

 

Gambar 3. 48 Memilih Salah Satu Kode Objek Pajak Sesuai Nama Lawan Transaksi 

Berdasarkan Gambar 3.48, langkah Selanjutnya adalah 

melakukan pengecekkan terhadap kode objek pajak yang 

digunakan. Hal ini penting dikarenakan kode objek pajak yang 

salah berakibat pada salahnya tarif yang digunakan. Sehingga 

nilai PPh terutang juga akan salah. Namun sebelum melakukan 
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pengecekkan tarif PPh, maka cek terleih dahulu kode objek pajak 

dengan memilih kode objek pajak. Sebagai contoh untuk 

“KANTOR JASA PENILAI PUBLIK XXX” memiliki kode 

objek pajak “24-104-04”. Kode ini nantinya akan di cek pada 

daftar kode objek pajak. 

 

Gambar 3. 49 Melakukan Pencarian Kode Objek Pajak Pada Daftar Kode Pajak 

Berdasarkan Gambar 3.49, jika sudah menemukan kode objek 

pajak yang perlu di cek maka Selanjutnya kode tersebut akan 

dicari pada daftar kode objek pajak. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui kesesuaian antara kode objek beserta nama objek 

pajak yang ada pada daftar kode objek pajak dengan kode objek 

pajak yang digunakan pada daftar PPh Unifikasi. Sebagai contoh 

untuk nama lawan transaksi “KANTOR JASA PENILAI 



 

 

133 
Laporan Kerja Magang Tax Complience dan …, Vanessa, Universitas Multimedia Nusantara 

 

PUBLIK XXX” menggunakan kode objek pajak “24-104-04”. 

Hal ini sebanding dengan hasil pencarian pada daftar kode objek 

pajak yang menyatakan bahwa kode objek pajak “24-104-04” 

merupakan kode objek pajak untuk “Jasa Penilai (appraisal)”. 

Oleh sebab itu untuk transaksi dari supplier “KANTOR JASA 

PENILAI PUBLIK XXX” telah menerapkan kode objek yang 

sesuai. 

7) Melakukan pengecekkan kembali terkait tarif PPh yang telah 

diterapkan dalam perhitungan di daftar PPh Unifikasi. 

 

Gambar 3. 50 Menghitung Tarif PPh Unifikasi yang Diterapkan 

Berdasarkan Gambar 3.50, setelah dilakukannyaa cek kode objek 

pajak maka perlu dilakukkan juga cek terhadap tarif yang 

diterapkan. Untuk memastikan tidak ada tarif pajak yang tidak 

tepat untuk setiap perhitungan PPh Unifikasi. Untuk melakukan 

pengecekkan ini cukup membagi nominal pada kolom “PPh 

terutang” dengan nominal pada kolom “Pembayaran”. Dari hasil 

pembagian ini akan diketahui jumlah tarif yang diterapka. 

Sebagai contoh untuk “KANTOR JASA PENILAI PUBLIK 

XXX” diketahui memiliki nominal PPh terutang sebesar 

“200.000” lalu dibagi dengan nominal pada kolom pembayaran 

sebesar ”10.000.000” sehingga dihasilkan nilai ”2%” yang 
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terlihat pada kolom “Cek”. Karena untuk jenis jasa appraisal 

merupakan objek PPh 23 dan dikenakan tarif sebesar 2% karena 

berkaitan dengan jasa selain yang dikenakan PPh 21, maka tarif 

yang digunakan sudah sesuai. Jika tarif yang digunakan tidak 

sesuai, maka perlu dilakukan perubahan atas tarif PPh tersebut 

sesuai dengan jenis objek pajak.  

8) Melakukan pengecekkan atas PPh Final 4 ayat (2) yang berkaitan 

dengan jasa konstruksi. 

 

Gambar 3. 51 Transaksi PPh Final 4 ayat (2) Jasa Konstruksi 
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Berdasarkan Gambar 3.51, terdapat 2 contoh transaksi PPh final 

4 ayat (2). Pada contoh dengan keterangan [1] merupakan 

transaksi PPh Final 4 ayat (2) yang dilakukan oleh lawan transaksi 

PT PRxxxI. PT C telah menyerahkan SBU yang dimiliki oleh PT 

PRxxxI yang dapat dilihat pada Gambar 3.48. Sedangkan dengan 

keterangan [2] merupakan transaksi PPh Final ayat (2) yang 

dilakukan oleh lawan transaksi PT INxxxA. Pada saat melakukan 

review perhitungan PPh Unifikasi, PT C tidak menyerahkan data 

terkait SBU yang dimiliki oleh PT INxxxA. Oleh sebab itu, pada 

transaksi ini diberi highlight bewarna hijau sebagai penanda 

lawan transaksi yang belum diberikan data SBU-nya. Dokumen 

SBU setiap lawan transaksi yang melakukan transaksi jasa 

konstruksi penting untuk diperiksa, dikarenakan hal ini berkaitan 

dengan kode objek pajak yang diterapkan. Jika kode objek pajak 

yang diberlakukan salah maka akan mengakibatkan salahnya 

penggunaan tarif untuk menghitung PPh Final 4 ayat (2). Sebagai 

contoh untuk transaksi dengan keterangan [1], diketahui bahwa 

kode objek pajak yang diterapkan adalah “28-409-22”, kode ini 

digunakan untuk “Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh 

Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi 

Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang 

Perseorangan”. Atas kode objek tersebut, maka tarif yang 

digunakan sebesar “1,75%”. Hal tersebut sesuai antara kode 

objek pajak yang digunakan dan transaksi yang dilakukan antara 

PT PRxxxI dengan PT C. Selanjutnya pada keterangan [2],  
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Gambar 3. 52 SBU Jasa Konstruksi PT PRXXI 

Berdasarkan Gambar 3.52, terdapat SBU dari PT PRxxxI. SBU 

atau Sertifikat Badan Usaha diterbitkan oleh Lembaga 

Pengembangan Jasa Konstruksi dan memuat informasi terkait 

kualifikasi badan usaha jasa konstruksi PT PRxxxI. Pada SBU 

tersebut, terdapat 2 informasi yang perlu di periksa terkait untuk 

melakukan pekerjaan review perhitungan PPh Unifikasi. 

Informasi tersebut, yaitu tanggal penetapan dan masa berlaku 

SBU, serta kualifikasi supplier. Pada SBU PT PRxxxI diketahui 

bahwa SBU telah ditetapkan pada tanggal 20 September 2024 dan 
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berlaku hingga 19 September 2027 dengan kualifikasi kecil. 

Berdasarkan SBU tersebut, maka kode objek pajak “28-409-22” 

atas “Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa 

yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau 

Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan” 

yang diterapkan oleh PT C atas perhitungan telah sesuai. 

Sehingga tarif yang digunakan sebesar “1,75%” telah sesuai . 

 

Gambar 3. 53 Hasil Review Perhitungan PPh Unifikasi 

Gambar 3.53 merupakan hasil dari pekerjaaan yang hasil 

akhirnya berupa hasil review yang akan diberikan kepada klien 

untuk dilakukan konfirmasi terlebih dahulu. Setelah di 

konfirmasi, maka hasil akhir dari review perhitungan PPh 

Unifikasi akan diberikan kepada klien untuk dilaporkan.  

Pekerjaan tersebut dimulai pada tanggal 10 Juli 2025 dan 

diselesaikan pada 14 Juli 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan 

sebanyak 4 kali untuk masa Juni sampai dengan September. 
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Setelah pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan 

kepada supervisor untuk dilakukan pengecekkan. 

3.2.4.2 Melakukan Perhitungan PPh 21 untuk Bukan Pegawai 

PPh 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong 

sehuubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. Melakukan perhitungan PPh 21 untuk 

Bukan Pegawai merupakan kegiatan menghitung PPh 21 bukan 

pegawai berdasarkan data peredaran bruto yang diterimaa secara 

bulanan oleh bukan pegawai. Tujuan dilakukannyaa perhitungan 

PPh 21 untuk bukan pegawai adalah untuk memastikan 

perhitungan pajak yang dilakukan oleh klien telah sesuai dengan 

ketentuan perpajakan. Dokumen yang dibutuhkan untuk 

melakukan perhitungan PPh 21 untuk bukan pegawai adalah 

rincian penghasilan bruto untuk Bukan Pegawai dan kertas kerja 

perhitungan PPh 21. Berikut ini merupakan langkah-langkah 

melakukan perhitungan PPh 21 untuk bukan pegawai: 

1) Menerima dan membuka rincian penghasilan bruto untuk bukan 

pegawai. 

 

Gambar 3. 54 Rincian Peredaran Bruto Bukan Pegawai 

Berdasarkan Gambar 3.54, terdapat data terkait rincian peredaran 

bruto Bukan Pegawai untuk periode Januari tahun 2025. Pada 
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data ini terdapat informasi penting untuk menghitung PPh 21 dari 

Bukan Pegawai. Informasi penting tersebut terdapat pada kolom 

“Nama” dan “Penghasilan Bruto untuk melakukan pengecekkan 

atas perhitungan client dengan kantor konsultan pajak. Pada 

kolom “Nama” berisikan informasi terkait nama Wajib Pajak 

bukan pegawai yang dipotong PPh 21, sedangkan untuk kolom 

“Penghasilan Bruto” berisikan informasi terkait jumlah 

pembayaran yang diterimaa oleh Wajib Pajak bukan pegawai 

tersebut. Sebagai contoh pada Nomor urut 8 dengan nama Wajib 

Pajak “N” dan jumlah pembayaran sebesar “700.000”.  

2) Memasukkan ke data rincian penghasilan bruto ke dalam kertas 

kerta perhitungan PPh 21 dan menghitung PPh 21 untuk Bukan 

Pegawai. 

 

Gambar 3. 55 Menghitung PPh 21 Untuk Bukan Pegawai 

Berdasarkan Gambar 3.55, terdapat kertas kerja perhitungan PPh 

21 untuk bukan pegawai. Pada kertas kerja ini terdapat beberapa 

tabel yang masing-masing tabelnya digunakan untuk menghitung 
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PPh 21 per Wajib Pajak yang merupakan bukan pegawai. Pada 

setiap tabel terdapat kolom-kolom yang terdiri dari “No” yang 

digunakan sebagai penanda urutan bulan; “Bulan” yang 

digunakan untuk menunjukkan perhitungan PPh 21 di masa pajak 

bulan apa; “Penghasilan Bruto” yang berisi informasi terkait 

jumlah pembayaran yang diterimaa oleh Wajib Pajak selama 

masa pajak tertentu; “50% dari penghasilan bruto” merupakan 

kolom yang digunakan untuk menghitung nilai DPP yang terdiri 

dari 50% penghasilan bruto; “Tarif Ps 17” merupakan kolom 

yang digunakan untuk mengisi tarif PPh 21 yang disesuaikan 

dengan lapisan dari 50% penghasilan bruto; “PPh 21” berisi 

informasi hasil perhitungan PPh 21 atas Wajib Pajak bukan 

pegawai dari kantor konsultan pajak; “PPh 21 C” merupakan 

kolom yang berisi informasi hasil perhitungan PPh 21 yang 

dilakukan oleh PT C; “Crosscheck PPh 21” merupakan kolom 

untuk melakukan pengecekkan atas perhitungan konsultan pajak 

dengan PT C. Sebagai contoh untuk Wajib Pajak “N” untuk 

perhitungan PPh 21 pada masa Januari dimulai dari penghasilan 

bruto sebesar “700.000” lalu dikalikan dengan 50% menjadi 

sebesar “350.000”. Kemudian nilai 50% penghasilan bruto atau 

DPP ini akan dikalikan dengan tarif PPh 21 Pasal 17 sebesar 

“5%” dikarenakan penghasilan bruto berada di batasan Rp0 – 

Rp60.000.000 yang merupakan lapisan pertama, sehingga nilai 

PPh 21 dari Wajib Pajak “N” adalah sebesar “17.500”. Hasil ini 

sama dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan PT C yaitu 

sebesar “17.500”, oleh sebab itu untuk kolom “Crosscheck PPh 

21” didapat nilai “0” yang berasal dari pengurangan perhitungan 

PPh 21 PT C sebesar “17.500” dengan perhitungan PPh 21 

konsultan pajak sebesar “17.500”. Hasil dari pekerjaan ini akan 

digunakan sebagai bahan pembanding yang dilakukan kepada 

klien untuk memastikan perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh 



 

 

141 
Laporan Kerja Magang Tax Complience dan …, Vanessa, Universitas Multimedia Nusantara 

 

klien. Apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan 

konfirmasi, setelah itu akan diberikan rekomendasi apabila 

terdapat kesalahan. 

Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan pada tanggal 21 Juli 2025. 

Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 9 kali untuk bulan Januari 

sampai dengan September 2025. Setelah pekerjaan ini selesai, 

maka akan langsung disampaikan kepada supervisor untuk 

dilakukan pengecekkan. 

3.2.4.3 Melakukan Perhitungan PPh 21 untuk Pegawai Tetap 

PPh 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong sehubungan 

dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang 

Pribadi. Melakukan perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap 

merupakan kegiatan menghitung PPh 21 pegawai tetap 

berdasarkan data penghasilan pegawai tetap. Tujuan 

dilakukannyaa perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap adalah 

untuk memastikan perhitungan pajak yang dilakukan oleh klien 

telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dokumen yang 

dibutuhkan untuk melakukan perhitungan PPh 21 untuk pegawai 

tetap adalah rincian gaji pokok untuk pegawai tetap termasuk 

tunjangan lainnya dan kertas kerja perhitungan PPh 21. Berikut 

ini merupakan langkah-langkah melakukan perhitungan PPh 21 

untuk pegawai tetap: 

1) Menerima rincian gaji pokok dan tunjangan untuk pegawai tetap. 
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Gambar 3. 56 Rincian Gaji Pokok dan Tunjangan Pegawai Tetap 

Berdasarkan Gambar 3.56, terdapat rincian gaji pokok dan 

tunjangan yang diterimaa oleh pegawai tetap untuk periode 

Januari 2025. Pada data ini terdapat seluruh informasi penting 

yang digunakan untuk menghitung PPh 21 untuk pegawai tetap. 

Informasi tersebut dimulai dari kolom “Nama”, “NPWP”, “L/P” 

yang berisikan informasi terkait identitas dari Wajib Pajak 

pegawai tetap PT C. Pada kolom “Status PTKP” terdapat 

informasi atas status PTKP setiap Wajib Pajak yang akan 

digunakan untuk mengetahui kategori tarif TER Wajib Pajak; 

kolom “Mulai Kerja”, “Tgl Mulai NPWP”, “Akhir Kerja”, “MK 

Hitung”, dan “Masa Kerja” berisikan informasi atas jumlah masa 

kerja Wajib Pajak selama satu tahun, serta untuk menentukan 

jumlah bulan Wajib Pajak bekerja jika ada beberapa Wajib Pajak 
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yang berhenti atau masuk selama satu tahun masa pajak. 

Selanjutnya pada kolom “Gaji Pokok”, “Tunjangan Kehadiran”, 

“Tunjangan Lembur”, “Tunjangan Transport”, “Tunjangan 

Lainnya”, dan “Asuransi” merupakan kolom yang berisikan 

informasi atas seluruh komponen yang akan menjadi penambah 

penghasilan bruto pada perhitungan PPh 21 diluar JKK, JK, dan 

BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk kolom 

“Jumlah Penghasilan Non-GU” berisikan informasi terkait 

jumlah penghasilan yang tidak di gross up sehingga jumlah PPh 

21 dipotong langsung dari seluruh nominal yang ada pada kolom 

ini; “Jumlah Penghasilan Gross-Up” merupakan kolom yang 

berisikan informasi atas jumlah penghasilan bruto yang akan di 

gross up sehingga perhitungan PPh 21 ditanggung perusahaan 

berdasarkan tambahan penghasilan. “PPh 21 Gross-Up” berisikan 

informasi jumlah perhitungan PPh 21 atas kolom “Jumlah 

Penghasilan Gross Up” sehingga atas jumlah pada kolom ini akan 

digunakan sebagai tunjangan PPh 21; “Penghasilan Bruto” 

merupakan kolom yang informasinya merupakan total dari gaji 

pokok, tunjangan, asuransi, dan PPh 21 gross up (tunjangan PPh 

21). Untuk kolom “JKK/Jaminan Kecelakaan Kerja”. 

“JK/Jaminan Kematian”, “BPJS Kesehatan” merupakan 

komponen penambah dari penghasilan bruto. Untuk “JHT Beban 

Karyawan” dan “JP/Jaminan Pensiun Beban Karyawan” nantinya 

akan digunakan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto. 

Biaya-biaya lain yang digunakan yaitu pada kolom “JHT Beban 

Perusahaan”, “BPJS Kesehatan Beban Karyawan”, dan 

“JP/Jaminan Pensiun Beban Perusahaan”. Sebagai contoh pada 

baris Nomor 1, diketahui nama WP pegawai tetap berinisial “C” 

dengan NPWP “3X.XXX.XXX.X-XXX.XXX” berjenis kelamin 

laki-laki dengan status PTKP “K/2”. Wajib Pajak ini bekerja 

selama 12 bulan dimulai dari 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 
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2025. Gaji pokok per bulannya sebesar “41.925.000”, tunjangan 

lainnya sebesar “13.975.000”, dan asuransi sebesar “480.000”. 

Untuk Wajib Pajak Pegawai C seluruh penghasilannya di gross 

up sehingga jumlah penghasilan gross up-nya sebesar 

“56.380.000” dan nominal PPh 21 atas penghasilan gross up 

menjadi sebesar “15.902.051” sehingga dihasilkan penghasilan 

bruto sebesar “72.282.051”. Untuk komponen penambah bruto 

ada pada kolom “JKK/Jaminan Kecelakaan Kerja”, “JK/Jaminan 

Kematian”, dan “BPJS Kesehatan Beban Perusahaan” yang 

secara berurutan nominalnya sebesar “0”, “0”, dan “480.000”. 

Sedangkan untuk pengurang penghasilan bruto yaitu “JHT Beban 

Karyawan” dan “JP/Jaminan Pensiun Beban Karyawan” yang 

secara berurutan sebesar “0” dan “0”. Biaya-biaya lain yang 

digunakan yaitu pada kolom “JHT Beban Perusahaan”, “BPJS 

Kesehatan Beban Karyawan”, dan “JP/Jaminan Pensiun Beban 

Perusahaan” secara berurutan sebesar “0”, “120.000”, dan “0”.  

2) Memasukkan rincian gaji pokok dan tunjangan ke dalam format 

kertas kerja. 
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Gambar 3. 57 Memasukkan Rincian Gaji Pokok dan Tunjangan ke Format Kertas Kerja 

Berdasarkan Gambar 3.57, setelah menerima rincian gaji pokok 

dan tunjangan pegawai tetap Selanjutnya data tersebut 

dipindahkan ke format kertas kerja perhitungan PPh 21 yang 

diberikan dalam format excel. Pada format kertas kerja, data 

rincian dimasukkan ke dalam sheet “411”. Sheet ini berisikan 

beberapa kolom yang harus diisi dimulai dari kolom “Mulai 

Kerja”, “Tgl Mulai NPWP”, “Akhir Kerja”, “MK Hitung”, “Masa 

Kerja”, “Gaji Pokok”, “Tunjangan Kehadiran”, “Tunjangan 

Lembur”, “Tunjangan Transport”, “Tunjangan lainnya”, “Bonus” 

(jika ada), “Asuransi”, “PPh 21 Gross Up”, “Penghasilan Bruto”, 

“JKK/Jaminan Kecelakaan Kerja”, “JK/Jaminan Kematian”, 
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“JHT Beban Perusahaan”, “JHT Beban Karyawan”, “BPJS 

Kesehatan Beban Perusahaan”, “BPJS Beban Karyawan”, 

“JP/Jaminan Pensiun Beban Perusahaan”, dan “JP/Jaminan 

Pensiun Beban Karyawan”. Setiap data akan dimasukkan 

berdasarkan nama Wajib Pajak yang ada pada master file di 

sebelah kiri. Sebagai contoh, untuk Wajib Pajak C dimasukkan 

data dimulai dari pada kolom “Mulai Kerja”, “Tgl Mulai NPWP”, 

“Akhir Kerja”, “MK Hitung”, dan “Masa Kerja” yang secara 

berurutan diisi “01-Jan-2025”, “01-Jan-2025”, “31-Dec-2025”, 

“12”, dan “12”. Selanjutnya mulai isi bagian data terkait 

penghasilan Wajib Pajak yang ada pada kolom “Gaji Pokok”, 

“Tunjangan Kehadiran”, “Tunjangan Lembur”, “Tunjangan 

Transport”, “Tunjangan lainnya”, “Bonus” (jika ada), 

“Asuransi”, “PPh 21 Gross Up”, “Penghasilan Bruto” yang 

secara berurutan diisi “41.925.000”, “0”, “0”, “0”, “13.975.000”, 

“0”, “480.000”, “15.902.051”, “72.282.051”. Untuk beban-beban 

yang ada pada kolom “JKK/Jaminan Kecelakaan Kerja”, 

“JK/Jaminan Kematian”, “JHT Beban Perusahaan”, “JHT Beban 

Karyawan”, “BPJS Kesehatan Beban Perusahaan”, “BPJS Beban 

Karyawan”, “JP/Jaminan Pensiun Beban Perusahaan”, 

“JP/Jaminan Pensiun Beban Karyawan” secara berurutan diisi 

dengan “0”, “0”, “0”, “0”, “480.000”, “120.000”, “0”, dan “0”. 

Seluruh angka ini telah sesuai dengan data pada rincian gaji 

pokok dan tunjangan pegawai tetap untuk setiap nama Wajib 

Pajaknya. 

3) Pada sheet “Rekap” menghitung penghasilan teratur dari pegawai  

tetap. 
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Gambar 3. 58 Menghitung Total Tunjangan Pegawai Tetap 

Berdasarkan Gambar 3.58, setelah memindahkan data pada sheet 

“411” Selanjutnya adalah menghitung setiap komponen pada 

sheet “Rekap”. Komponen pertama yang dihitung adalah 

penghasilan teratur yang dimulai dari tunjangan pegawai. Dapat 

dilihat pada [1], yang terdiri dari kolom “Hadir”, “Lembur”, 

“Transport”, “Tunjangan Lain”. Sebagai contoh untuk Wajib 

Pajak C, nilai total dari tunjangan pegawai didapat dengan 

menambahkan kolom “hadir” sebesar “0”, “lembur” sebesar “0”, 

kolom “transport” sebesar “0”, dan “tunjangan lain” sebesar 

“13.975.000” sehingga didapatkan besaran tunjangan pegawai 

Wajib Pajak C senilai “13.975.000” yang terlihat pada kolom 

“Total”. 
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Gambar 3. 59 Menghitung Total Premi dan Total Penghasilan Teratur Pegawai Tetap 

Pada Gambar 3.59, komponen Selanjutnya yang perlu dihitung 

dalam penghasilan teratur adalah jumlah premi asuransi yang 

dibayar pemberi kerja. Pada keterangan [2] komponen dari 

jumlah premi terdiri dari kolom “JKK (0,24%)”, “JKM (0,30%)”, 

dan “BPJS Kes (4%)”. Sebagai contoh pada Wajib Pajak C, total 

preminya didapat dengan menambahkan kolom “JKK (0,24%)” 

sebesar “0”, “JKM (0,30%)” sebesar “0”, dan “BPJS Kes (4%)” 

sebesar “480.000” sehingga didapat total premi sebesar 

“480.000”. Selanjutnya perlu dihitung seluruh total penghasilan 

teratur dari pegawai tetap yang ada pada keterangan [4]. 

Menghitung total penghasilan teratur pegawai tetap dilakukan 

dengan menambahkan tunjangan pegawai pada keterangan [1] 

yang terlihat di Gambar 3.42, premi asuransi dibayar pemberi 

kerja pada keterangan [2], dan tambahkan komponen yang ada 

pada keterangan [3] di Gambar 3.42 mulai dari kolom “Gapok”, 

dikurangkan dengan “Potongan Gaji (UL)”, serta ditambahkan 

kembali dengan “Tunjangan Pajak”. Sebagai contoh untuk Wajib 
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Pajak C, total penghasilan teratur didapat dari menambahkan 

“Gapok” sebesar “41.925.000”, “Tunjangan Pajak” sebesar 

“15.902.051”, serta total tunjangan pegawai di kolom “Total” 

sebesar “13.975.000” yang dapat dilihat secara berurutan pada 

Gambar 3.52 keterangan [3] dan [1]. Kemudian, ditambahkan 

dengan komponen lain dari kolom “Total Premi” sebesar 

“480.000” pada Gambar 3.53 keterangan [2]. Setelah komponen 

ditambahkan maka akan didapat jumlah penghasilan teratur 

Wajib Pajak sebesar “72.282.051” pada kolom “Total Rp.” 

Gambar 3.53 keterangan [4]. 

4) Menghitung penghasilan tidak teratur dari pegawai tetap dan 

penghasilan bruto dari pegawai tetap pada sheet “Rekap”. 

 

Gambar 3. 60 Menghitung Total Penghasilan Tidak Teratur dan Penghasilan Bruto 

Berdasarkan Gambar 3.60, setelah menghitung penghasilan 

teratur Wajib Pajak maka Selanjutnya dihitung penghasilan tidak 

teratur serta jumlah penghasilan Bruto. Penghasilan tidak teratur 

didapat dari menjumlahkan kolom “Komisi”, “Bonus”, “THR”, 
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dan “Bonus Lain-Lain”. Kemudian hasilnya akan terlihat di 

kolom “Total Rp.” pada keterangan [2]. Sebagai contoh pada 

Wajib Pajak C tidak ada penghasilan tidak teratur yang diterimaa 

pada bulan Januari, sehingga pada kolom “Total Rp.” keterangan 

[2] didapat hasil ”0”. Selanjutnya untuk penghasilan bruto didapat 

dari menjumlahkan total penghasilan tidak teratur pada 

keterangan [2] dan total penghasilan teratur pada kolom [1]. 

Sebagai contoh untuk Wajib Pajak C jumlah penghasilan  bruto 

pada kolom “Penghasilan Bruto” keterangan [3] didapat dari 

menjumlahkan penghasilan teratur sebesar “72.282.051” pada 

keterangan [1] dan penghasilan tidak teratur sebesar “0” pada 

kerengan [2]. Sehingga penghasilan bruto Wajib Pajak C untuk 

bulan Januari adalah sebesar “72.282.051”. 

5) Pada sheet “Rekap” menghitung jumlah potongan pegawai, serta 

menghitung total penghasilan bruto yang sudah dikurangkan 

dengan jumlah potongan. 

 

Gambar 3. 61 Menghitung Total Potongan Pegawai dan Total Penghasilan Bruto Setelah dikurangi 

Potongan 
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Berdasarkan Gambar 3.61, menunjukkan langkah Selanjutnya 

setelah menghitung penghasilan bruto yaitu menghitung 

potongan pegawai yang akan menjadi pengurang penghasilan 

bruto. Potongan pegawai dihitung dengan menambahkan 

komponen yan terdapat pada kolom “JHT (2%)” dan“JP (1%)”. 

Kedua kolom ini merupakan iuran yang dibayarkan oleh pegawai 

terkait jaminan hari tua dan jaminan pensiun, serta merupakan 

komponen yang mengurangkan nilai bruto untuk perhitungan di 

masa pajak Desember. Sebagai contoh, jumlah potongan pegawai 

untuk Wajib Pajak N dihitung dengan menambahkan JHT sebesar 

“540.000” dan JP sebesar “640.423”. Sehingga didapat total iuran 

sebesar “640.423” yang terlihat pada keterangan [1]. Selanjutnya 

menghitung total penghasilan bruto yang sudah dikurangkan 

dengan potongan pegawai pada keterangan [2], didapat dari 

mengurangkan penghasilan bruto pada keterangan [3] dengan 

potongan pegawai pada keterangan [1]. Sebagai contoh untuk 

Wajib Pajak N diketahui penghasilan bruto sebesar “36.480.000” 

pada keterangan [3] lalu dikurangkan dengan potongan pegawai 

yang ada di kolom “total iuran” pada keterangan [1] sebesar 

“640.423”. Sehingga didapatkan hasil sebesar “35.839.577” pada 

keterangan [2]. 

6) Pada worksheet perhitungan PPh 21 menghitung jumlah 

peredaran bruto pegawai tetap. 
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Gambar 3. 62 Menghitung Penghasilan Bruto Pada Worksheet Perhitungan PPh 21 

Berdasarkan Gambar 3.62, setelah menyelesaikan pengolahan 

data pada sheet “Rekap” Selanjutnya melakukan perhitungan di 

sheet “01”. Sheet ini merupakan kertas kerja atau worksheet 

perhitungan PPh 21 per masa Januari. Worksheet perhitungan PPh 

21 terhubung langsung dengan sheet “Rekap”, sehingga nominal 

yang ada pada kolom “Gaji”, “Tunjangan lainnya, Uang Lembur, 

dsb”, “Honorarium & Imbalan Sejenis Lainnya”, “Premi 

Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja”, “Natura/Kenikmatan 

Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21”, dan 

“Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR yang 

sifatnya tidak tetap” akan lansung terlihat pada sheet “01” 

Sedangkan untuk kolom “Tunjangan PPh” didapat dari 

perhitungan PPh 21 atas jumlah penghasilan bruto yang saling 

rumusnya terhubung dengan kolom “Tunjangan PPh” dan kolom 

perhitungan PPh 21. Namun kolom “Tunjangan PPh” hanya akan 

memiliki nominal tertentu apabila Wajib Pajak menggunakan 

metode gross up sebagaian untuk perhitungan pajaknya. Untuk 



 

 

153 
Laporan Kerja Magang Tax Complience dan …, Vanessa, Universitas Multimedia Nusantara 

 

kolom “Jumlah Penghasilan Bruto” didapat dari menjumlahkan 

seluruh kolom “Gaji” sampai “Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa 

Produksi dan THR yang sifatnya tidak tetap” menggunakan 

rumus SUM. Sebagai contoh, untuk Wajib Pajak C, jumlah 

penghasilan bruto didapat dari menjumlahkan gaji sebesar 

“41.925.000”, tunjangan PPh sebesar “15.902.051”, tunjangan 

lainnya sebesar “13.975.000”, dan premi asuransi yang dibayar 

pemberi kerja sebesar “480.000”, sehingga dihasilkan 

penghasilan bruto sebesar “72.282.051”. 

7) Menghitung PPh 21 terutang reguler dari pegawai tetap. 

 

Gambar 3. 63 Menghitung Jumlah PPh 21 Reguler Pegawai Tetap 

Berdasarkan Gambar 3.63, setelah menghitung jumlah 

penghasilan bruto dari setiap Wajib Pajak, maka nominal tersebut 

akan menjadi KP atau Penghasilan Kena Pajak. Untuk kolom 

“TER A/B/C” ditentukan berdasarkan status PTKP dan 

“Persentase TER A/B/C” ditentukan berdasarkan katergori tarif 

TER pada kolom “TER A/B/C” dan jumlah penghasilan bruto 
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yang ada pada kolom “Jumlah Penghasilan Bruto” di Gambar 

3.56. Pada kolom Nilai total PPh 21 didapat dari mengkalikan 

jumlah PKP pada kolom “PKP” dengan tarif PPh 21 pada kolom 

“Persentase TER A/B/C”. Sebagai contog untuk Wajib Pajak C 

yang ada pada baris pertama, total PPh 21 untuk bulan Januari 

didapat dengan mengkalikan jumlah PKP sebesar “72.282.051.” 

dengan tarif TER sebesar “22,00%”, sehingga dihasilkan PPh 21 

sebulan sebesar “15.902.051”. Selain menjadi nominal PPh 21 

dalam sebulan, angka pada kolom “PPh 21 Sebulan” juga akan 

menjadi nominal tunjangan PPh pada perhitungan penghasilan 

bruto apabila PPh 21 Wajib Pajak dihitung dengan menggunakan 

metode gross up dan rumusnya juga terhubung dengan kolom 

“Tunjangan PPh”. 

8) Melakukan crosscheck dengan perhitungan PPh 21 pegawai tetap 

pada sheet “Rekap”. 

 

Gambar 3. 64 Melakukan Crosscheck Atas Perhitungan PPh 21 yang Dilakukan PT C dengan Konsultan 

Berdasarkan Gambar 3.64, setelah melakukan perhitungan PPh 

21 pada worksheet perhitungan PPh 21, Selanjutnya dilakukan 
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crosscheck atas perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh PT C. 

Pada keterangan [1] terdapat beberapa kolom yang informasinya 

berkaitan dengan jumlah PPh 21 yang dihitung oleh konsultan, 

meliputi “PPh21 Gaji”, “PPh21 Bonus”, dan “Total PPh21”. 

Sedangkan pada keterangan [2] terdapat kolom yang digunakan 

untuk menghitung jumlah selisih antara perhitungan PT C dengan 

konsultan, meliputi “CEK CXX” dan “SELISIH”. Untuk kolom 

“CEK CXX” terdapat informasi atas jumlah perhitungan PPh 21 

yang dihitung PT C dan kolom “SELISIH” digunakan untuk 

menghitung jumlah selisihnya. Untuk melakukan crosscheck, 

maka nominal total PPh 21 yang ada pada keterangan [1] 

dikurangkan dengan nominal PPh 21 yan ada pada keterangan [2] 

kolom “CEK CXX”. Sebagai contoh, untuk Wajib Pajak C 

diketahui total PPh 21 yang ada pada keterangan [1] sebesar 

“15.902.051” kemudian dikurangkan dengan perhitungan pajak 

pada PT C di kolom “CEK CXX” keterangan [2] dengan nominal 

sebesar “15.902.051”. Hasil dari selisih total PPh 21 yang 

dihitung konsultan dengan PT C adalah “0”, hal ini menandakan 

bahwa perhitungan PPh 21 oleh PT C telah sesuai dengan 

perhitungan pajak yang dilakukan oleh konsultan. 

Hasil dari pekerjaan ini akan digunakan sebagai bahan 

pembanding yang dilakukan kepada klien untuk memastikan 

perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh klien. Apabila terdapat 

perbedaan maka akan dilakukan konfirmasi, setelah itu akan 

diberikan rekomendasi apabila terdapat kesalahan. 

Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 18 Juli 2025 dan diselesaikan 

pada tanggal 24 Juli 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 

9 kali untuk bulan Januari sampai dengan Setember 2025. Setelah 

pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada 

supervisor untuk dilakukan pengecekkan. 
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3.2.4.4 Melakukan Review Perhitungan PK dan PM untuk SPT Masa  

PPN 

SPT masa PPN merupakan Surat Pemberitahuan Masa yang 

digunakan untuk mempertanggungjawabkan hasil penghitungan 

jumlah Pajak Pertambahan Nilai. Melakukan review perhitungan 

PK dan PM untuk SPT Masa PPN merupakan kegiatan 

menghitung Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang kemudian 

hasilnya disusun ke format perhitungan SPT Masa PPN, 

setelahnya dilakukan pengecekkan atas perhitungan kepada klein.  

Tujuan dilakukannyaa review perhitungan PK dan PM untuk SPT 

Masa PPN adalah untuk memastikan ketepatan perhitungan Pajak 

Keluaran dan Pajak Masukan dan memperoleh perhitungan untuk 

SPT Masa PPN yang akurat. Dokumen yang dibutuhkan untuk 

melakukan review perhitungan PK dan PM untuk SPT Masa PPN 

yaitu data terkait pajak keluaran dan pajak masukan dari masa 

pajak tertentu yang ingin dihitung dan format perhitungan untuk 

menghitung jumlah pajak KB/(LB) dari SPT Masa PPN. Berikut 

ini merupakan langkah-langkah melakukan review perhitungan 

PK dan PM untuk SPT Masa PPN:  

1) Menerima daftar pajak keluaran. 
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Gambar 3. 65 Daftar Pajak Keluaran 

Berdasarkan Gambar 3.65, terdapat daftar terkait Pajak Keluaran 

yang berkaitan dengan masa Juni 2025. Pada daftar ini terdapat 

informasi yang digunakan untuk review perhitungan PK dan PM 

untuk SPT Masa PPN yaitu kolom “Kode Transaksi”, “Harga 

Jual/Penggantian/DPP”, “DPP Nilai Lain/DPP”, “PPN”. 

Informasi pada kolom “Kode Transaksi” digunakan untuk 

mengidentifikasi jenis transaksi dan pengelompokkan 

perhitungan PPN; “DPP Nilai Lain/DPP” digunakan untuk 

menghitung nilai PPN; “PPN” merupakan kolom yang berisikan 

informasi atas jumlah PPN pada setiap transaksi yang dikenakan 

PPN untuk masa Juni 2025. Sebagai contoh untuk transaksi 

dengan nama pembeli “S”, diketahui transaksi ini memiliki kode 

transaksi “04 – DPP Nilai Lain” dengan DPP pada kolom “DPP 

Nilai Lain/DPP” sebesar “1.233.443.392” dan PPN sebesar 

“148.013.219”. 

2) Menghitung total dari seluruh pajak keluaran. 
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Gambar 3. 66 Hasil Total Pajak Keluaran 

Berdasarkan Gambar 3.66, setelah mendapat daftar PPN keluaran 

untuk masa Juni 2025 Selanjutnya hitung total seluruh PPN 

keluaran. Untuk menghitung seluruh total pajak keluaran, 

digunakan rumus SUM untuk setiap kolom, dimulai dari kolom 

“Harga Jual/Penggantian/DPP”, “DPP Nilai Lain/DPP”, dan 

“PPN”. Sehingga untuk PPN keluaran masa Juni 2025 didapat 

jumlah total “Harga Jual/Penggantian/DPP” sebesar 

“30.022.456.063”, “DPP Nilai Lain/DPP” sebesar 

“27.520.584.726”, dan PPN Keluaran sebesar “3.302.470.167”. 

3) Menghitung total jumlah PPN yang dipungut pihak lain dan PPN 

yang tidak dipungut. 

 

Gambar 3. 67 Hasil Total PPN Tidak Dipungut 

Berdasarkan Gambar 3.67, setelah menghitung total PPN 

keluaran, maka Selanjutnya perlu dihitung jumlah PPN yang 

dipungut pihak lain dan jumlah PPN yang tidak dipungut. 

Perhitungan PPN yang dipungut pihak lain dan PPN tidak 

dipungut dibantu dengan fitur filter yang dilihat dari “Kode 
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Transaksi”, kemudian setelah mendapat hasil filter maka 

digunakan rumus SUM. Untuk jumlah PPN dipungut pihak lain 

memiliki kode transaksi “02”, namun karena berdasarkan hasil 

filter tidak ditemukan maka berdasarkan hasil tersebut 

menandakan bahwa tidak ada transaksi yang nominal PPN-nya 

dipungut pihak lain. Oleh sebab itu pada kolom “Harga 

Jual/Penggantian/DPP”, “DPP Nilai Lain/DPP”, dan “PPN” 

untuk PPN yang dipungut pihak lain bernilai “0”. Selanjutnya 

untuk jumlah PPN yang tidak dipungut memiliki kode transaksi 

“07”, oleh sebab itu pada kolom “Kode Transaksi” dipilih kode 

“07 - penyerahan dengan fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM 

tidak dipungut/ditanggung pemerintah”. Setelah mengaktifkan 

filter, maka akan terlihat seluruh transaksi PPN yang nominal 

PPN-nya tidak dipungut. Dari hasil filter dijumlahkan seluruh 

nominal pada kolom “Harga Jual/Penggantian/DPP”, “DPP Nilai 

Lain/DPP”, dan “PPN” dengan menggunakan rumus SUM. Dari 

hasil penjumlahan didapat “Harga Jual/Penggantian/DPP” 

sebesar “2.081.732.932”, “DPP Nilai Lain/DPP” sebesar 

“1.908.255.187”, dan “PPN” sebesar “228.990.622”. 

4) Menghitung jumlah PPN yang dipungut sendiri. 

 

Gambar 3. 68 Hasil Jumlah PPN yang Dipungut Sendiri 

Berdasarkan Gambar 3.68, setelah mendapatkan jumlah total 

pajak keluaran dan PPN yang tidak dipungut maka Selanjutnya 

menghitung jumlah PPN yang dipungut sendiri. Jumlah PPN 
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yang dipungut sendiri didapat dari mengurankan total pajak 

keluaran dengan jumlah PPN yang tidak dipungut. Sehingga 

untuk medapatkan nominal jumlah PPN yang dipungut pada 

kolom “Harga Jual/Penggantian/DPP” yaitu dengan 

mengkurangkan total pajak keluaran sebesar “30.022.456.063” 

dengan jumlah PPN tidak dipungut sebesar “2.081.732.932” 

sehingga didapat jumlah dari kolom “Harga 

Jual/Penggantian/DPP” sebesar “27.940.723.131”. Untuk kolom 

“DPP Nilai Lain/DPP” didapat dengan mengurangkan 

“27.520.584.726” dengan “1.908.255.187” sehingga dihasilkan 

“25.612.329.539”. Sedangkan untuk kolom “PPN” didapat dari 

mengurangkan “3.302.470.167” dengan “228.990.622” sehingga 

hasil PPN yang dipungut sendiri adalah sebesar “3.073.479.545”. 

5) Menerima daftar pajak masukan. 

 

Gambar 3. 69 Daftar Pajak Masukan 

Berdasarkan Gambar 3.69, terdapat daftar pajak masukan yang 

berkaitan dengan masa Juni 2025. Pada daftar ini terdapat 
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informasi yang digunakan untuk review perhitungan PK dan PM 

untuk SPT Masa PPN yaitu kolom “Harga 

Jual/Penggantian/DPP” , “DPP Nilai Lain/DPP”, “PPN”. 

Informasi pada kolom “ Harga Jual/Penggantian/DPP” berisikan 

informasi atas harga jual yang menjadi dasar menghitung nilai 

DPP untuk DPP nilai lain; “DPP Nilai Lain/DPP” digunakan 

untuk menghitung nilai PPN; “PPN (Rupiah)” merupakan kolom 

yang berisikan informasi atas jumlah PPN pada setiap transaksi 

yang dikenakan PPN untuk masa Juni 2025. Sebagai contoh 

untuk transaksi dengan nama pembeli “S”, diketahui transaksi ini 

harga jual yang diterapkan atas transaksi ini adalah sebesar 

“194.296” dengan DPP pada kolom “DPP Nilai Lain/DPP” 

sebesar “178.104” dan PPN sebesar “21.372”. 

6) Menghitung total dari seluruh pajak masukan. 

 

Gambar 3. 70 Hasil Total Pajak Masukan 

Berdasarkan Gambar 3.70, setelah mendapat daftar PPN masukan 

untuk masa Juni 2025 Selanjutnya hitung total seluruh PPN 

keluaran. Untuk menghitung seluruh total pajak keluaran, 

digunakan rumus SUM untuk setiap kolom, dimulai dari kolom 
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“Harga Jual/Penggantian/DPP”, “DPP Nilai Lain/DPP”, dan 

“PPN (Rupiah)”. Sehingga untuk PPN masukan masa Juni 2025 

didapat jumlah total “Harga Jual/Penggantian/DPP” sebesar 

“14.273.065.569”, “DPP Nilai Lain/DPP” sebesar 

“10.886.663.077”, dan PPN Keluaran sebesar “1.306.399.577”. 

7) Memasukkan hasil perhitungan ke dalam format perhitungan SPT 

Masa PPN. 

 

Gambar 3. 71 Format Perhitungan SPT Masa PPN 

Berdasarkan Gambar 3.71, setelah melakukan perhitungan untuk 

komponen pajak masukan dan pajak keluaran, Selanjutnya setiap 

komponen dihitung kembali ke dalam format SPT Masa PPN. 

Sebelum melanjutkan perhitungan PPN KB/(LB), dimulai dari 

memasukkan komponen ke dalam format terlebih dahulu. Pada 

keterangan [1], pada baris dengan keterangan “A2” masukkan 

komponen terkait DPP dan PPN dari PPN keluaran yang dipungut 

sendiri yang masing-masing nominalnya didapat dari kolom 

“DPP Nilai Lain/DPP” dan “PPN” untuk total pajak keluaran. Hal 

ini dikarenakan keterangan A2 dalam SPT Masa PPN merupakan 

komponen atas penyerahan dalam negeri yang PPN-nya harus 
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dipungut sendiri. Sehingga pada baris ini terdapat DPP sebesar 

“27.520.584.726” dengan PPN sebesar “3.302.470.167”. 

Selanjutnya, pada keterangan [2], dimasukkan nominal PPN yang 

tidak dipungut dan penjualan kena PPN yang masing-masing 

didapat dari kolom “DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)” dan “PPN 

(Rupiah)” serta dilihat dari bagian pajak keluaran pada baris 

“jumlah PPN tidak dipungut” dan “jumlah PPN dipungut sendiri” 

secara berurutan menyesuaikan kolom pada format SPT Masa 

PPN. Sehingga pada baris ini terdapat DPP sebesar 

“1.908.255.187” dengan PPN sebesar “228.990.622” untuk 

kolom “PPN yang tidak dipungut”. Sedangkan untuk kolom 

“Penjualan Kena PPN” terdapat DPP sebesar “25.612.329.539” 

dan PPN sebesar “3.073.479.545”.  Setelah itu pindahkan 

nominal PPN sebesar “3.073.479.545” pada kolom “Perhitungan 

Kurang Bayar/(Lebih Bayar)”. 

Kemudian pada keterangan [3], pada baris dengan keterangan 

“B2” masukkan komponen terkait DPP dan PPN dari PPN 

masukan yang masing-masing nominalnya didapat dari kolom 

“DPP Nilai Lain/DPP (Rupiah)” dan “PPN (Rupiah)”. Hal ini 

dikarenakan keterangan B2 dalam SPT Masa PPN merupakan 

komponen atas perolehan BKP/JKP dalam negeri yang PM-nya 

dapat dikreditkan. Sehingga pada baris dengan keterangan B2 

diketahui memiliki nominal DPP dari PPN masukan sebesar 

“10.886.663.077” dengan PPN sebesar “1.306.399.577”. 

Kemudian pindahkan nominal PPN ke kolom “Perhitungan 

Kurang Bayar/(Lebih Bayar)” sebesar “1.306.399.577” untuk 

dilakukan perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. 

8) Menghitung jumlah PPN kurang bayar/(lebih bayar). 
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Gambar 3. 72 Hasil Perhitungan PPN Masa Juni 2025 

Berdasarkan Gambar 3.72, setelah memasukkan hasil 

perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran ke dalam format 

SPT Masa PPN Selanjutnya dilakukan perhitungan PPN kurang 

bayar atau lebih bayar untuk masa Juni 2025. PPN kurang bayar 

atau lebih bayar didapat dari mengkurangkan jumlah PPN 

keluaran yang dipungut sendiri pada keterangan “A2” dengan 

jumlah PPN masukan yang dapat dikreditkan pada keterangan 

“B2”. Sehingga untuk masa Juni 2025, PPN kurang bayar atau 

lebih bayar didapat dari mengurangkan PPN keluaran yang 

dipungut sendiri pada keterangan “A2” sebesar “3.073.479.545” 

dengan jumlah PPN masukan yang dapat dikreditkan pada 

keterangan “B2” sebesar “1.306.399.577”. Dari pengurangan ini 

didapat nominal PPN kurang bayar sebesar “1.767.079.968”, 

status PPN dinyatakan kurang bayar dikarenakan PPN keluaran 

lebih besar dibanding PPN masukan. 

Hasil dari pekerjaan ini merupakan perhitungan PPN yang sudah 

dituangkan dalam bentuk draft SPT Masa PPN. Hasil pekerjaan 

ini nantinya akan digunakan oleh pembimbing untuk 

dikonfirmasi kepada klien apabila terdapat perbedaan 

perhitungan.  
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Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 29 Juli 2025 dan diselesaikan 

pada tanggal 30 Juli 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 

4 kali untuk masa Juni sampai September 2025. Setelah pekerjaan 

ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada supervisor 

untuk dilakukan pengecekkan. 

3.2.4.5 Membuat Kronologi AR Macet untuk Pengajuan Proses Hukum 

AR adalah piutang usaha. Membuat kronologi AR macet untuk 

pengajuan proses hukum merupakan kegiatan menyusun dan 

merangkai timeline kejadian AR macet menjadi bentuk yang 

mudah dipahami. Tujuan dibuatnya kronologi AR macet untuk 

pengajuan proses hukum yaitu untuk mendokumentasikan secara 

sistematis seluruh dokumen, serta menjamin kelengkapan bukti 

penagihan sebagai dasar pertanggungjawaban dalam proses 

piutang pajak.  Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat 

kronologi AR macet untuk pengajuan proses hukum adalah Berita 

Acara Serah Terima, Surat Perjanjian Kerja, Kwitansi untuk 

Pembayaran, Risalah Kick Off Meeting, dan template untuk 

membuat kronologi serta Listing dokumen. Berikut ini 

merupakan langkah-langkah untuk membuat kronologi AR macet 

untuk pengajuan proses hukum: 

1) Menerima dan membuka dokumen-dokumen yang diberikan oleh 

klien, kemudian menentukan poin-poin penting dari setiap 

dokumen. 
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Gambar 3. 73 Berita Acara Negosiasi Tender Paket Pekerjaan Renovasi Arsitektur-Interior Lt.11 dan 15 

Berdasarkan Gambar 3.73, terdapat salah satu dokumen yang 

berkaitan proyek renovasi yang dilakukan oleh PT C. Dokumen 

tersebut memiliki informasi penting untuk penyusunan kronologi, 

yaitu jenis dokumen, tanggal, dan isi dokumen. Dokumen ini 

merupakan jenis dokumen “Berita Acara Negosiasi Tender Paket 

Pekerjaan Renovasi Arsitektur-Interior Lantai 11 dan 15” yang 

terlihat pada keterangan [1]. Berita acara negosiasi ini dapat 

dilihat pada keterangan [2], yaitu pada tanggal “30 November 

2023”. Isi dari berita acara ini berkaitan dengan hasil negosiasi 

atas proyek renovasi, mulai dari material, lingkup pekerjaan, 

hingga teknis dan prosedur dokumen ijin pelaksanaan. Sebagaian 

isi dari berita acara negosiasi tersebut dapat dilihat melalui 

keterangan [3]. 
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Gambar 3. 74 Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Arsitektur dan Interior Proyek Renovasi Lt.11 dan 15 

Berdasarkan Gambar 3.74, terdapat surat perjanjian kerja yang 

dibuat atas disetujuinya negosiasi tender. Pada surat perjanjian 

kerja tersebut, informasi penting yang digunakan untuk 

menyusun kronologi adalah jenis dokumen, tanggal ditanda-

tanganinya dokumen, dan poin isi dari surat perjanjian tersebut. 

Diketahui berdasarkan keterangan [4], dokumen ini merupakan 

“Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Arsitektur dan Interior Proyek 

Renovasi Lantai 11 dan 15 Hotel dan Tower S”. Pada keterangan 

[4] juga dapat ditemukan Nomor dokumen dari surat perjanjian 

kerja tersebut, yaitu “018/XXX/2023”. Informasi Selanjutnya 

berkaitan dengan tanggal ditanda-tanganinya surat perjanjian, 

yaitu pada keterangan [5] pada “13 Desember 2023”. Untuk 

informasi isi terkait surat perjanjian, secara singkat berisikan 

informasi atas penunjukan PT C oleh Hotel S untuk melakukan 

renovasi, lingkup pekerjaan, cara pembayaran, penyelesaian 

perselisihan, hingga penutup. 
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Gambar 3. 75 Undangan Kick Off Meeting Pekerjaan Renovasi 

Berdasarkan Gambar 3.75, terdapat dokumen berupa undangan 

untuk melaksanakan kick off meeting terkait pekerjaan renovasi 

arsitektur, interior, dan MEP lantai 11 dan 15 Hotel S. Pada 

dokumen ada beberapa poin penting yang digunakan untuk 

menyusun kronologi, yaitu tanggal dokumen, perihal dokumen, 

dan isi dari dokumen tersebut. Terkait poin penting tersebut dapat 

terlihat pada keterangan [6] terkait tanggal dokumen yaitu “19 

Desember 2023”. Kemudian terdapat perihal terkait undangan 

tersebut yang ada pada keterangan [7] yaitu perihal “Undangan 

Kick Off Meeting Pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior, dan 

MEP Lantai 11 dan 15 Hotel S”. Untuk isi dokumen tersebut 

dapat dilihat pada keterangan [8] yang secara singkat membahas 

terkait hari/tanggal dilaksankanya kick off meeting, yaitu pada 

“Kamis, 21 Desember 2023”; waktu dilaksanakannya yaitu 
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“10.00-11.30 WIB”, dan lokasi dilakukannyaa kick off meeting di 

“Lantai 2 Gedung Annex Hotel S”. 

 

Gambar 3. 76 Risalah Rapat Kick Off Meeting Proyek Pekerjaan Renovasi 

Berdasarkan Gambar 3.76, terdapat dokumen yang merupakan 

hasil dari kick off meeting. Dokumen ini menunjukkan rangkuman 

pembahasan yang terjadi selama kick off meeting berlangsung. 

Pada keterangan [9], diketahui bahwa dokumen ini merupakan 

“Risalah Rapat Kick Off Meeting Proyek Pekerjaan Renovasi 

Arsitektur, Interior, & MEP Lantai 11 dan 15. Berdasarkan 

dokumen tersebut juga dapat diketahui bahwa meeting 

dilaksanakan pada tanggal “21 Desember 2023” sesuai dengan 

yang terdapat pada keterangan [10]. 
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Gambar 3. 77 BAST Partial Area Hotel 

Berdasarkan Gambar 3.77, terdapat dokumen yang digunakan 

untuk menandai perpindahan tanggung jawab atas pekerjaan dari 

pihak yang meyerahkan kepada pihak yang menerima. Jenis 

dokumen ini merupakan “Berita Acara Serah Terima Partial Area 

Hotel Lantai 11 Proyek Hotel S Jakarta” yang terlihat pada 

keterangan [11], dokumen ini juga menjadi salah satu dokumen 

penting dalam pembuatan kronologi. Pada dokumen ini juga 

terdapat beberapa informasi penting, yaitu Nomor BAST 

“001/XXX/2025” dengan tanggal BAST diterbitkan pada “07 

Januari 2025” sesuai dengan yang ada pada keterangan [12]. Serta 

Nomor perjanjian yang merupakan acuan atas Nomor perjanjian 

“Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Arsitektur dan Interior Proyek 

Renovasi Lantai 11 dan 15 Hotel dan Tower S” yang ada pada 

Gambar 3.74 dengan Nomor perjanjian “018/XXX/XII/2023” 

sesuai pada keterangan [13]. 
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Gambar 3. 78 Kwitansi yang Diterbitkan PT C 

Berdasarkan Gambar 3.78, terdapat salah satu kwitansi yang 

diterbitkan oleh PT C. Kwitansi tersebut merupakan suatu media 

yang diterbitkan oleh PT C agar Hotel S dapat melakukan 

pembayaran. Pada kwitansi ini terdapat poin penting yang dapat 

digunakan dalam pembuatan kronologi penagihan piutang, yaitu 

Nomor kwitansi yang ada pada keterangan [14] “2XXX1”; 

tanggal faktur pada keterangan [15] “19 November 2024”; dan 

kwitansi ini digunakan untuk pembayaran “tahap ke-8 pekerjaan 

arsitektur dan interior lt.11 dan lt.15 proyek renovasi hotel S”.  

2) Melakukan Listing data atas dokumen yang telah diberikan 

dengan lebih rinci termasuk keterangan. 
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Gambar 3. 79 Listing Dokumen 

Berdasarkan Gambar 3.79, setelah merangkum seluruh poin-poin 

dari setiap dokumen yang berkaitan dengan piutang dan kredit 

macet PT C. Selanjutnya, setiap poin tersebut termasuk tanggal, 

jenis dokumen, dan Nomor dokumen di masukkan ke dalam 

sebuah format Listing dokumen. Sebagai contoh, setelah 

merangkum poin dokumen yang ada pada Gambar 3.69 diketahui 

bahwa terdapat dokumen berjenis “Berita Acara Negosiasi 

Tender Paket Pekerjaan Renovasi Arsitektur Interior Hotel S”; 

Nomor dokumen “tertanggal 30 November 2023”, hal ini 

dikarenakan dokumen tersebut tidak memiliki Nomor dokumen 

sehingga digunakan tanggal dokumen yang juga “30/11/2023”. 

Keterangan singkat isi dari dokumen tersebut, yaitu “Berisikan 

uraian terkait penjelasan (negosiasi) teknis terkait: material, 

pekerjaan finishing cat, pekerjaan marmer lokal, pekerjaan 
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karpet, schedule pelaksanaan, sistem pengunci pintu, operasional 

pekerjaan, teknis & prosedur izin pelaksanaan, pekerjaan interior 

berhubungan dengan pekerjaan kontraktor”.  

3) Membuat List dokumen singkat untuk menentukan runutan waktu 

kejadian. 

 

Gambar 3. 80 List Dokumen Singkat 

Berdasarkan Gambar 3.80, terdapat hasil List dokumen yang 

dibuat secara singkat. List tersebut dibuat dengan menggunakan 

poin jenis dokumen, Nomor dokumen, dan tanggal tanpa 

keterangan. Tujuan dibuat List dokumen secara singkat adalah 

untuk memudahkan penyusunan kronologi kredit macet. Sebagai 

contoh terlihat pada keterangan [1], diketahui bahwa List 

dokumen singkat terdiri dari jenis dokumen yaitu “Berita Acara 

Negosiasi Tender Paket Pekerjaan Renovasi Arsitektur Interior 

Hotel S” dengan Nomor dokumen “-”, tanggal dokumen 

“30/11/2025”. Untuk menyusun dokumen berdasarkan tanggal 

paling awal hingga terbaru digunakan fitur filter. Filter digunakan 

dengan pada kolom “Tanggal Dokumen” sesuai dengan 
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keterangan [2]. Setelahnya pilih “Sort Oldest to Newest” seperti 

yang terlihat pada keterangan [3].  

4) Membuat List kronologi AR macet untuk pengajuan proses 

hukum. 

 

Gambar 3. 81 Kronologi Piutang Macet PT C 

Berdasarkan Gambar 3.81, setelah membuat List data yang sudah 

berurutan secara tanggal Selanjutnya disusun kronologi 

penagihan piutang macet PT C. Acuan dalam membuat kronologi 

didasari dengan List dokumen singkat yang terdapat pada Gambar 

3.76, kemudian dilengkapi kembali berdasarkan urutan pada 

Listing dokumen yang telah diterimaa pada Gambar 3.75. Dalam 

membuat kronologi seperti pada Gambar 3.XX, poin yang harus 

dicantumkan yaitu “Tanggal”, “Kronologi”, dan “Keterangan”. 

Pada kolom “tanggal” berisikan informasi atas tanggal dokumen; 

“Kronologi” merupakan rincian peristiwa yang dapat 

disimpulkan berdasarkan bukti pendukung berupa dokumen; dan 

“Keterangan” merupakan kolom yang digunakan untuk 

mencantumkan nama atau jenis dokumen yang bersangkutan. 

Sebagai contoh, untuk kronologi Nomor “1”, diketahui awal mula 

pekerjaan dimulai dengan “Melakukan negosiasi tender pada 30 

Nov 2023”. Hal tersebut didukung dengan adanya bukti berupa 
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dokumen “Berita Acara Negosiasi Tender Paket Pekerjaan 

Renovasi Arsitektur Interior Hotel S”. 

Hasil dari pekerjaan ini adalah rincian kronologi penagihan 

piutang PT C kepada Hotel S. Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 

16 September 2025 dan diselesaikan pada 25 September 2025. 

Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 1 kali. Setelah pekerjaan 

ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada supervisor 

untuk dilakukan pengecekkan kembali atas rincian kronologi 

tersebut. Setelah dilakukan pengecekkan, maka kronologi akan 

digunakan untuk melakukan proses pengajuan hukum serta 

sebagai bukti apabila dilakukan pemeriksaan atas cadagan 

piutang yang dapat dibebankan. 

3.2.5  PT T 

3.2.5.1 Melakukan Review General ledger dan Rincian Biaya untuk  

Menentukan Biaya yang Belum Dipotong PPh 

General ledger merupakan pencatatan transaksi keuangan yang 

memuat informasi terkait Nomor akun, serta saldo debit dan 

kredit. Melakukan review general ledger dan rincian biaya 

sehubungan dengan SP2DK untuk menentukan biaya yang belum 

dipotong PPh merupakan kegiatan meninjau general ledger yang 

kemudian dilakukannyaa pencarian dari akun biaya dan beban 

pajak yang sekiranya ada beban yang belum dilakukan 

Pemotongan pajak sehingga bisa dibayarkan. Tujuan 

dilakukannyaa review general ledger untuk menentukan biaya 

yang belum dipotong PPh sehingga bisa dilakukannyaa 

pembayaran pajak yang masih kurang bayar atas surat SP2DK. 

Dokumen yang dibutuhkan, yaitu general ledger PT T dan 

rekapitulasi bukti potong PPh. Berikut ini merupakan langkah-

langkah melakukan review general ledger dan rincian biaya 
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sehubungan dengan SP2DK untuk menentukan biaya yang belum 

dipotong PPh: 

1) Menerima general ledger PT T untuk tahun yang dilakukan 

pemeriksaan. 

 

Gambar 3. 82 General ledger PT T Tahun 2021 

Berdasarkan Gambar 3.82, terdapat general ledger dari PT 

Tuntuk tahun 2021 atau tahun diterbitkannys SP2DK. Pada 

general ledger ini berisikan informasi atas seluruh pencatatan 

pendapatan hingga beban-beban yang terjadi selama tahun 2021 

termasuk dengan pecatatan beban pajak atau Pemotongan pajak. 

General ledger ini dibuka untuk dilakukan pemeriksaan atas 

beban pajak yang belum terpotong PPh, sehingga jika ditemukan 

biaya yang belum dipotong maka akan diakumulasikan nilai PPh-

nya. 

2) Membuka rekapitulasi Bukti Potong PPh. 
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Gambar 3. 83 Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi 

Berdasarkan Gambar 3.83, terdapat rekapitulasi bukti potong PPh 

Unifikasi untuk tahun 2021. Rekapitulasi ini berisikan informasi 

atas seluruh PPh yang sudah dilaporkan selama tahun 2021. 

Rekapitulasi bupot ini akan digunakan sebagai acuan untuk 

melihat beban yang sudah dipotong pada general ledger, 

sehingga akan membantu proses pemilihan beban-beban yang 

belum dipotong pajak. Dari rekapitulasi bupot terdapat informasi 

penting yang digunakan untuk melakukan pencarian beban-beban 

yang belum dipotong PPh, yaitu kolom “Tahun Pajak”, “Masa 

Pajak”, “Jumlah Bruto”, dan “PPh Dipotong”. Kolom “Tahun 

Pajak” dan “Masa Pajak” digunakan untuk mencari jurnal yang 

dicatat pada tahun dan masa terkait. Kolom “Jumlah Bruto” dan 

“PPh Dipotong” digunakan untuk mencari secara spesifik 

pencatatan atas biaya dengan jumlah bruto yang dipotong, serta 

untuk menentukan jumlah besara PPh yang dipotong dan tercatat 

di general ledger. Sebagai contoh berdasarkan Gambar 3.70, 

diketahui bahwa salah satu transaksi yang sudah dipotong PPh 
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terjadi pada tahun “2021” masa “Januari” dengan nominal jumlah 

bruto sebesar “3.500.000” dan PPh yang dipotong sebesar 

“70.000”. Informasi ini akan dicari pada general ledger untuk 

menandakan transaksi pencatatan beban yang sudah terpotong 

PPh 23. 

3) Mencari pencatatan pada general ledger terkait beban-beban 

yang sudah dipotong berdasarkan Bukti Potong PPh dan memberi 

highlight atas beban-beban yang sudah terdapat pada rekapitulasi 

Bukti Potong. 

 

 

Gambar 3. 84 Mencari Pencatatan Beban Berdasarkan Jumlah Bruto Pada Rekapitulasi Bukti Potong 

Berdasarkan Gambar 3.84, setelah membuka data rekapitulasi 

bukti potong PPh Unifikasi maka Selanjutnya dilakukan 

pencarian pada general legder. Agar mempermudah pencarian 

digunakan jumlah peredaran bruto yang terdapat pada 

rekapitulasi bukti potong seperti yang terlihat pada keterangan 

[1]. Pada bagian filter, masukkan angka yang ada pada 

rekapitulasi bukti potong yaitu sebesar “3.500.000” dengan 

menggunakan filter pada kolom “Debit”. Hal tersebut 

dikarenakan beban dicatat pada bagian debit.  
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Gambar 3. 85 Hasil Pencarian Dari Peredaran Bruto 

Berdasarkan Gambar 3.85, terdapat hasil pencarian dari 

peredaran bruto melalui filter pada kolom “Debit”. Setelah 

melakukan pencarian berdasarkan jumlah peredaran bruto, maka 

akan muncul salah satu beban dengan pencatatan sebesar 

“3.500.000” yang Selanjutnya akan digunakan informasi pada 

kolom “Ref.No.(1)”, hal tersebut dapat terlihat pada keterangan 

[2]. Informasi pada kolom “Ref.No.(1)”akan digunakan untuk 

mencari keseluruhan jurnal pencatatan atas transaksi beban 

“Internet Periode Jan 2021”. Berdasarkan hasil pencarian, 

diketahui bahwa Nomor referensi jurnal atas transaksi beban 

internet adalah “PV.XXX87”.  

 

Gambar 3. 86 Mencari Keseluruhan Jurnal 

Berdasarkan Gambar 3.86, setelah menemukan Nomor referensi 

pada pencarian menggunakan peredaran bruto maka Selanjutnya 
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dilakukan pencarian untuk menemukan satu jurnal atas 

pencatatan transaksi tersebut. Seperti yang terlihat pada 

keterangan [3], untuk menemukan satu jurnal yang full maka 

digunakan Nomor referensi yang sudah ditemukan, yaitu “PPV. 

XX87” pada filter di kolom “Ref.No.(1)”.  

 

Gambar 3. 87 Hasil Pencarian Atas Nomor Referensi 

Berdasarkan Gambar 3.87, setelah melakukan pencarian 

menggunakan Nomor referensi maka akan ditemukan satu jurnal 

keseluruhan atas pencatatan tersebut. Seperti yang terlihat pada 

keterangan [4], setelah dilakukannyaa pencarian atas Nomor 

referensi “PV.XX87” maka akan muncul hasil berupa satu jurnal 

atas pencatatan transaksi beban internet untuk periode januari 

2021. Berdasarkan hasil pencarian, diketahui bahwa transaksi 

yang terdapat pada rekapitulasi bukti potong sudah tercatat pada 

general ledger dengan pencatatan peredaran bruto sebesar 

“3.500.000” di debit dan witholding tax sebesar “70.000” di 

kredit. Setelah menemukan pencatatan, maka akan diberi 

highlight agar mudah untuk membedakan pencarian beban yang 

sudah dipotong PPh atau belum pada saat pencarian. 

4) Memberi highlight pada rekapitulasi Bukti Potong yang 

sudah ditemukan pencatatannya pada general ledger. 
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Gambar 3. 88 Highlight Rekapitulasi Bukti Potong 

Berdasarkan Gambar 3.88, jika sudah ditemukannya pencatatan 

Pemotongan pajak atas transaksi seperti yang terdapat pada 

rekapitulasi bukti potong hal Selanjutnya yang dilakukan Adalah 

memberikan highlight. Hal ini digunakan untuk menandakan 

bahwa bukti potong sudah tercatat dalam general ledger, 

sehingga tidak terjadi pemajakkan ulang atas satu beban. Sebagai 

contoh, pada hasil pencarian bukti potong pada general ledger 

sebelumnya atas jasa internet januari 2021, telah diketahui bahwa 

biaya tersebut sudah dicatat dalam general ledger beserta dengan 

pencatatan pajaknya. 
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5) Mencari biaya-biaya sehubungan dengan operasional 

perusahaan yang tidak diberi higlight untuk menentukan 

biaya yang belum terpotong pajak. 

 

Gambar 3. 89 Pencarian Beban yang Belum Dipotong Melaui CoA 

Berdasarkan Gambar 3.89, setelah memberi highlight untuk 

seluruh biaya yang sudah dipotong pajak maka Selanjutnya akan 

dicari beban yang belum dipotong pajak. Hal pertama yang 

dilakukan adalah dengan menggunakan fitur filter pada kolom 

“Account”. Untuk memfokuskan akun beban, maka dipilih 

seluruh account dengan kode berawalan “7”. 

 

Gambar 3. 90 Menentukan Biaya yang Belum dilakukan Pemotongan Pajak 

Berdasarkan Gambar 3.90, menentukan salah satu biaya yang 

belum diberi highlight yang menandakan bahwa beban belum 

dilakukan Pemotongan pajak. Seperti yang terlihat pada 
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keterangan [2], diketahui terdapat biaya atas “Sertifikat K3”. 

Biaya ini berasal dari akun “Legal Expense” sehingga ada 

kecenderungan dikenakan PPh 23 atas jasa. Selain itu, informasi 

yang didapatkan yaitu Nomor referensi yang terlihat pada 

keterangan [1] “PV.XX75”. Nomor referensi ini akan digunakan 

untuk menemukan keseluruhan pencatatan jurnal atas satu 

transaksi tersebut. 

 

Gambar 3. 91 Pencarian Jurnal Biaya yang Belum Dipotong PPh 

Berdasarkan Gambar 3.91, masukkan Nomor referensi yang 

terdapat pada keterangan [1] Gambar 3.77 ke dalam kolom 

pencarian pada filter untuk kolom “Ref.No.(1)” yang ada pada 

keterangan [1] Gambar 3.78, lebit tepatnya Nomor referensi 

“PV.XX75”. 
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Gambar 3. 92 Hasil Pencarian Jurnal Atas Transaksi Biaya yang Belum Dipotong PPh 

Berdasarkan Gambar 3.92, setelah melakukan pencarian 

menggunakan filter pada kolom “Ref.No.(1)” dengan Nomor 

“PV.XX75” maka akan terlihat sebuah jurnal terkait pencatatan 

biaya sertifikat K3. Atas jurnal ini, biaya “Sertifikat K3”, 

“Training”, dan “MCU” dapat dikategorikan sebagai jasa 

sehingga dikenakan Pemotongan PPh 23. 

 

 

Gambar 3. 93 Menghitung PPh 23 atas Biaya yang Belum Dipotong PPh 

Berdasarkan Gambar 3.93, setelah menentukan jenis PPh yang 

berkaitan dengan biaya yang ditemukan belum terpotong pajak 

maka hal Selanjutnya yang dilakukan adalah menhitug PPh-nya. 

Jumlah PPh 23 yang masih harus dibayarkan dihitung pada kolom 

“PPh 23”, kemudian untuk menghitung perlu diketahui terlebih 

dahulu bahwa atas objek berupa jasa dikenakan tarif sebesar 2% 

setelah itu dikalikan dengan jumlah peredaran bruto atau yang 
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dicatat pada general ledger. Seperti yang terlihat pada keterangan 

[4], PPh 23 yang masih harus dibayarkan dihitung dengan 

mengkalikan jumlah biaya yang tercata pada general ledger 

seperti  yang ada pada keterangan [3] sebesar “2.397.000” 

dikalikan dengan tarif 2% sehingga dihasilkan PPh 23 terutang 

senilai “47.940”. 

6) Menghitung total PPh Unifikasi yang merupakan temuan 

atas biaya yang belum dipotong pajak. 
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Gambar 3. 94 Hasil Perhitungan Total PPh 23 yang Masih Perlu dibayar oleh PT T 

Berdasarkan Gambar 3.94, untuk menghitung seluruh PPh yang 

belum dipotong maka digunakan fitur filter lalu pilih “-” agar 

yang muncul pada sheet adalah rincian biaya yang sudah terdapat 

perhitungan PPh 23. Setelah memunculkan seluruh rincian biaya 

yang ada pada perhitungan PPh 23, maka untuk menghitung 

seluruh total PPh 23 menggunakan rumus excel yaitu SUM seperti 

yang terlihat pada keterangan [1]. Setelah menggunakan rumus 

SUM, maka hasil penjumlahan total akan muncul seperti yang 

terlihat pada keterangan [2] sebesar “15.553.678”. 

Hasil dari pekerjaan ini merupakan review general ledger 

terhadap beban yang belum dilakukan Pemotongan PPh. Hasil 

dari pekerjaaan ini nantinya akan digunakan oleh supervisor 

untuk dlakukan konfirmasi kepada klien untuk dilakukan 

pembayaran PPh 23 yang belum terpotong. Pekerjaan ini dimulai 

pada tanggal 11 Agustus 2025 dan diselesaikan pada 13 Agustus 

2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 1 kali. Setelah 

pekerjaan ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada 
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supervisor untuk dilakukan pengecekkan kembali atas 

Pemotongan yang sudah sesuai atau belum. Setelah dilakukan 

pengecekkan maka hasil perhitungan akan disampaikan kepada 

PT T sebagai bahan konfirmasi dan penjelasan terkait keharusan 

membayarkan PPh yang masih belum terpotong. 

3.2.5.2 Membuat E-SPT Pembetulan PPh Badan 

E-SPT Pembetulan PPh Badan merupakan Surat Pemberitahuan 

Elektronik Tahunan PPh Badan yang digunakan untuk 

memperbaiki kesalahan tulis, hitung, dll atas pelaporan SPT 

sebelumnya. Membuat E-SPT Pembetulan PPh Badan merupakan 

kegiatan mengisi E-SPT dan memperbaiki SPT yang telah 

disampaikan sebelumnya .Tujuan dibuatnya E-SPT Pembetulan 

PPh Badan adalah untuk melporkan kondisi fiskal yang 

sebenarnya atas usulan pemeriksaan. Dokumen yang dibutuhkan 

dalam membuat E-SPT Pembetulan PPh Badan, yaitu E-Form 

SPT Pembetulan PPh Badan.  Berikut ini merupakan langkah-

langkah membuat E-SPT Pembetulan PPh Badan: 

1) Membuka aplikasi E-SPT PPh Badan. 
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Gambar 3. 95 Login E-SPT untuk PT T 

Berdasarkan Gambar 3.95, terdapat halaman login untuk E-SPT. 

Pada halaman login, hal pertama yang perlu dilakukan adalah 

memilih database. Seperti yang terlihat pada keterangan [1], 

untuk memilih database SPT PT T maka dipilih database dengan 

nama DSN “PT TXXX 2021”. Setelah memilih database, maka 

pilih “OK” seperti yang ada pada keterangan [2]. Kemudian 

setelah memilih “OK” maka akan muncul notifikasi login untuk 

memasukkan username dan password. Pada keterangan [3], 

masukkan user name yaitu “administrator” dan password yang 
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terdiri dari 3 angka. Setelah itu pilih “OK” sesuai dengan yang 

terlihat pada keterangan [4]. 

2) Membuat draft E-SPT tahunan badan normal. 

 

Gambar 3. 96 Membuat Draft E-SPT Tahunan Badan 

Berdasarkan Gambar 3.96, setelah melakukan login hal 

Selanjutnya yng dilakukan adalah membuat draft E-SPT terlebih 

dahulu. Membuat draft E-SPT dilakukan dengan memilih menu 

“program” pada keterangan [1]. Kemudian pilih “Buat SPT Baru” 

seperti yang terlihat pada keterangn [2]. Setelah itu akan terlihat 

notifikasi untuk melakukan setting SPT. Pada notifikasi ini, 

dikarenakan pembetulan dilakukan untuk SPT tahun 2021, maka 

dipilih tahun pajak “2021” sesuai dengan yang terlihat pada 

keterangan [3]. Setelah itu, pada keterangan [4] pilih “Buat” 

untuk membuat draft SPT Tahunan Badan untuk status normal. 

3) Membuat draft E-SPT tahunan badan untuk pembetulan. 
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Gambar 3. 97 Membuat Draft E-SPT Pembetulan Tahunan Badan 

Berdasarkan Gambar 3.97, setelah membuat draft E-SPT normal 

hal yang dilakukan Selanjutnya adalah membuat E-SPT 

pembetulan. Untuk mengubah draft E-SPT normal menjadi 

pembetulan dilakukan dengan memilih menu program seperti 

yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pada keterangan [2] 

pilih “Buka SPT yang Ada”. Setelahnya akan terlihat notifikasi 

untuk melakukan setting SPT.  Pada saat melakukan setting SPT 

dan memilih draft SPT yang telah dibuat sebelumnya, maka akan 

terlihat notifikasi konfirmasi. Pada notifikasi yang terlihat pada 

keterangan [3], pilih “BUAT SPT PEMBETULAN (N+1)”. 

Setelah memilih SPT pembetulan, langkah Selanjutnya adalah 

memilih “OK” yang terlihat pada keterangan [4]. 

4) Mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan. 
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Gambar 3. 98 Membuka Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan 

Berdasarkan Gambar 3.98, setelah mengubah draft SPT normal 

menjadi draft E-SPT pembetulan, maka Selanjutnya pada 

keterangan [1] pilih menu “SPT PPh”. Kemudian mulai mengisi 

SPT dari “Transkip Kutipan Elemen Laporan Keuangan” pada 

keterangan [2].  

 

Gambar 3. 99 Mengisi Komponen Pada Neraca 

Berdasarkan Gambar 3.99, setelah memilih bagian “Transkip 

Kutipan Elemen Laporan Keuangan” maka terlebih dahulu isi 

bagian “Neraca-Aktiva” pada keterangan [3]. Kemudian isi 
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bagian neraca-aktiva sesuai dengan E-form SPT pembetulan 

sebelumnya seperti pada keterangan [4]. Pada keterangan [4] 

terlihat bahwa komponen yang diisi terdiri dari “Kas dan Setara 

Kas” sebesar “1.386.105.725”, “Piutang Usaha Ketiga” sebesar 

“3.250.780.770”, “Piutang Pihak Lain yang Memiliki Hubungan 

Istimewa” sebesar “322.323.756”, “Persediaan” sebesar 

“541.012.075”, “Beban dibayar dimuka” sebesar 

“1.781.249.297”, “Uang Muka Pembelian” sebesar 

“95.250.547”, “Aktiva Tetap Lainnya” sebesar “562.025.175”, 

“Dikurangi Akumulasi Penyusutan” sebesar “532.708.404”, 

“Aktiva Pajak Tangguhan” sebesar “300.428.506”, dan “Aktiva 

Tidak Lancar Lainnya” sebesar “591.779.500”. Kemudian, pada 

keterangan [5], pilih bagian “Neraca-Kewajiban”. Pada bagian 

neraca-kewajiban, masukkan angka sesuai dengan yang terdapat 

pada neraca kewajiban yang ada di e-form SPT Pembetulan 

keterangan [6]. Pada E-SPT bagian neraca-kewajiban keterangan 

[6]  terlihat bahwa komponen yang terisi adalah “Hutang Usaha 

Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa” sebesar 

“6.107.507.363”, “Hutang Pajak” sebesar “31.081.072”, “Hutang 

yang Masih Harus dibayar” sebesar “94.373.733”, “Uang Muka 

Pelanggan” sebesar “115.790.616”, “Kewajiban Lancar Lainnya” 

sebesar “2.194.526.856”, “Kewajiban Pajak Tangguhan” sebesar 

“1.365.584.119”, “Modal Saham” sebesar “499.890.000”, “Laba 

ditahan Tahun-tahun Sebelumnya” sebesar “2.006.129.501”, dan 

“Laba ditahan Tahun Ini” sebesar “-4.116.636.316”. 
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Gambar 3. 100 Mengisi Komponen Laba/Rugi 

Berdasarkan Gambar 3.100, setelah mengisi komponen yang ada 

pada neraca Selanjutnya adalah mengisi komponen laba/rugi. 

Untuk mengisi komponen laba/rugi, perlu memilih halaman 

“Laba/Rugi” yang terlihat pada keterangan [7]. Setelah masuk ke 

bagian komponen laba/rugi maka setiap komponen diisi sesuai 

dengan nominal yang terdapat pada E-Form SPT Pembetulan 

pada keterangan [8]. Diketahui bahwa komponen yang diisi, yaitu 
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“Penjualan Bersih” sebesar “16.061.699.427”, “Pembelian” 

sebesar “11.879.989.556”, “Saldo Barang Dagang-Akhir” 

sebesar “541.012.075”, “Beban Penjualan” sebesar 

“3.118.073.445”, “Beban Umum Administrasi” sebesar 

“5.788.712.969”, “Laba Usaha” sebesar “-4.184.064.468”, 

“Penghasilan (Beban Lainnya)” sebesar “28.902.209”, dan 

“Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan” sebesar “-38.525.943”. 

Kemudian setelah mengisi seluruh komponen neraca dan 

laba/rugi maka klik “Simpan” pada keterangan [9]. Hal ini 

dilakukan untuk menyimpan seluruh data yang telah dimasukkan 

ke dalam neraca dan laba/rugi. 

 

Gambar 3. 101 Konfirmasi Penyimpanan Komponen 

Berdasarkan Gambar 3.101, setelah memilih “Simpan” pada 

Gambar 3.XX keterangan [9] maka akan muncul notifikasi seperti 

yang ada pada keterangan [10]. Notifikasi  ini merupakan 

konfirmasi terkait penyimpanan data yang telah dibuat pada 
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“Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan”. Pada notifikasi 

ini, pilih “Yes”. 

5) Mengisi lampiran khusus 2A terkait perhitungan kompensasi 

kerugian fiskal. 

 

Gambar 3. 102 Membuka Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 

Berdasarkan Gambar 3.102, setelah mengisi “Transkrip Kutipan 

Elemen Laporan Keuangan” Selanjutnya dilakukan dengan 

mengisi lampiran 2A “Perhitungan Kompensasi Kerugian 

Fiskal”. Untuk membuka lampiran 2A, dimulai dengan memilih 

menu SPT PPh pada keterangan [1]. Kemudian pilih “Lampiran 

Khusus” pada keterangan [2]. Setelah itu akan terlihat beberapa 

pilihan lampiran dan pilih “Perhitungan Kompensasi Kerugian 

Fiskal” yang terlihat pada keterangan [3]. 
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Gambar 3. 103 Mengisi Jumlah Kerugian Fiskal Tahun 2020 

Berdasarkan Gambar 3.103, setelah memilih “Perhitungan 

Kompensasi Kerugian Fiskal” maka akan muncul halaman 

“Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal”. Setelah itu pilih 

“Ubah R/L”pada keterangan [4]. Selanjutnya akan terlihat 
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halaman untuk memasukkan data rugi/laba neto fiskal. Pada 

halaman ini pada baris tahun “2020” yang terlihat pada 

keterangan [5]. Pada baris tahun “2020” ini dimasukkan angka 

“0” untuk nilai rugi/laba neto fiskal. Setelah itu pilih “Simpan” 

pada keterangan [6]. 

 

Gambar 3. 104 Menyimpan Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal 

Berdasarkan Gambar 3.104, setelah mengisi laba/rugi neto fiskal 

tahun 2020 maka akan terlihat laba/rugi neto fiskal tahun 2021. 

Diketahui bahwa terdapat rugi fiksal 2021 sebesar 

“3.283.637.859”. Selanjutnya, jika angka kompensasi rugi fiskal 

telah terlihat pada halaman “Perhitungan Kompensasi Kerugian 

Fiskal” maka klik “Simpan” pada keterangan [7]. 

6) Mengisi lampiran khusus 1A terkait daftar penyusutan dan 

amortisasi. 
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Gambar 3. 105 Membuka Lampiran Khusus 1A terkait Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal 

Berdasarkan Gambar 3.105, setelah memasukan informasi untuk 

“Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal” maka Selanjutnya 

adalah mengisi lampiran 1A “Daftar Penyusutan dan Amortisasi 

Fiskal”. Hal tersebut dilakukan dengan memilih “SPT PPh” 

seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pilih 

lampiran khusus pada keterangan [2] yang Selanjutnya akan 

muncul beberapa pilihan lampiran dan pilih “Daftar Penyusutan 

dan Amortisasi Fiskal” seperti yang terlihat pada keterangan [3]. 
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Gambar 3. 106Memasukkan Daftar Harta termasuk Penyusutan Komersial dan Fiskal 

Berdasarkan Gambar 3.106, setelah memilih lampiran “Daftar 

Penyusutan dan Amortisasi Fiskal” maka akan terlihat halaman 

pengisian daftar aset. Untuk menambahkan aset yang dimiliki 

perusahaan maka pilih “Baru” pada keterangan [4]. Setelah itu 

akan terlihat halaman untuk mengisi data yang detail terkait aset 

seperti yang terlihat pada keterangan [5]. Pada keterangan 5, 

diketahui bahwa salah satu aset yang dicatat ke dalam daftar set 

perusahaan yaitu merupakan harta dengan jenis harta “Harta 

Berwujud”. Kemudian pilih kelompok harta “Kelompok 1”, 

dengan jenis usaha “Semua jenis usaha”, nama harta untuk aset 

ini yaitu “Perlengkapan lain, seperti televisi” dengan bulan dan 

tahun peralatan yaitu “January 2017”, metode penyusutan secara 

komersial dan fiskal yaitu “Garis Lurus”, harga perolehan sebesar 

“9.950.000”, nilai buku dan penyusutan fiskal tahun ini sebesar 

“466.527”. Lalu pada catatan tentang harta diberikan catatan 
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berupa “Laptop HP”. Setelah memasukkan informasi terkait 

maka pilih “Simpan” sesuai yang ada pada keterangan [6]. 

7) Mengisi lampiran 5 terkait daftar pemegang saham/pemilik 

modal dan jumlah dividen yang dibagikan dan susunan 

pengurus/komisaris. 

 

Gambar 3. 107 Membuka Formulir 1771-V terkait Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modak dan Jumlah 

Dividen Yang Dibagikan dan Susunan Pengurus/Komisaris 

Berdasarkan Gambar 3.107, setelah mengisi lampiran 1A terkait 

“Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal”, Selanjutnya mengisi 

“Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan 

Jumlah Dividen Yang Dibagikan dan Susunan 

Pengurus/Komisaris”. Hal tersebut dilakukan dengan memilih 

“SPT PPh” seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian 

pilih “Lampiran” pada keterangan [2] yang Selanjutnya akan 

muncul beberapa pilihan lampiran dan pilih “Formulir 1771-V – 

Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen 

Yang Dibagikan dan Susunan Pengurus/Komisaris”seperti yang 

terlihat pada keterangan [3]. 
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Gambar 3. 108 Memasukkan Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal 

Berdasarkan Gambar 3.108, setelah memilih “Formulir 1771-V – 

Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen 

Yang Dibagikan dan Susunan Pengurus/Komisaris” maka akan 

muncul halaman untuk menambahkan “Daftar Pemegang 

Saham/Pemilik Modal” dan “Daftar Susunan Pengurus dan 

Komisaris”. Untuk menambah daftar pemegang saham/pemilik 

modal pilih “Baru” pada keterangan [4]. Kemudian masukkan 

data terkait daftar pemegang saham yang ada pada E-Form SPT 

PPh seperti yang ada pada keterangan [5]. Pada keterangan [5] 

diisi jumlah modal disetor penuh sebesar “250.000.000”, NPWP 

pemegang saham sebesar “14.XXX.XXX.X-XXX”, nama 

pemegang saham yaitu “A.A XXX”, alamat pemegang saham 
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“JALAN PXXX”, dan jumlah modal pemegang saham 

“249.900.000”. Kemudian pilih “Simpan” pada keterangan [6]. 

 

Gambar 3. 109 Memasukkan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris 

Berdasarkan Gambar 3.109, setelah memasukkan informasi 

terkait daftar pemegang saham/pemilik modal maka Selanjutnya 

memasukkan informasi atas daftar susunan pengurus dan 

komisaris pada bagian B. Mulai masukkan data dengan memilih 

“Baru” pada keterangan [7]. Kemudian akan muncul halaman 

untuk meng-input pengurus dan komisaris, setelah itu masukkan 

NPWP “14.XXX.XXX.X-XXX.000”, nama pengurus/komisaris 

“A.A XXX”, alamat “JALAN XXX”, dan jabatan “Direktur”. 

Kemudian setelah memasukkan data pengurus dan komisaris 

maka pilih “Simpan” pada keterangan [9]. 

8) Mengisi lampiran 4 terkait pernghasilan yang dikenakan PPh 

Final dan yang tidak termasuk objek pajak. 
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Gambar 3. 110 Membuka Formulir 1771-IV terkait Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan yang Tidak 

Termasuk Objek Pajak 

Berdasarkan Gambar 3.110, setelah mengisi lampiran 5 terkait  

“Formulir 1771-V – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan 

Jumlah Dividen Yang Dibagikan dan Susunan 

Pengurus/Komisaris” Selanjutnya mengisi lampiran “Formulir 

1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang 

Tidak Termasuk Objek Pajak” . Hal tersebut dilakukan dengan 

memilih “SPT PPh” seperti yang terlihat pada keterangan [1]. 

Kemudian pilih “Lampiran” pada keterangan [2] yang 

Selanjutnya akan muncul beberapa pilihan lampiran dan pilih “ 

Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan 

Yang Tidak Termasuk Objek Pajak” seperti yang terlihat pada 

keterangan [3]. 
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Gambar 3. 111 Memasukan Penghasilan yang Dikenakan PPh Final 

Berdasarkan Gambar 3.111, masukkan informasi terkait 

penghasilan yang dikenakan PPh Final yang terdapat E-Form 

SPT PPh Badan Pembetulan Lampiran IV. Untuk mengisi E-SPT, 

pilih terlebih dahulu bagian “1771-IV Hal.1” seperti yang dilihat 

pada keterangan [4]. Kemudian isi komponen-komponen yang 

terdapat pada keterangan [5] yaitu “Bunga Deposito/Tabungan 

Dan Diskonto SBI” dengan DPP, tarif, dan PPh terutang yang 

secara berurutan sebesar “65.365.113”, “20”, dan “13.073.027”; 

“Penghasilan Persewaan Atas Tanah/Bangunan” dengan DPP, 

tarif, dan PPh terutang sebesar “2.268.000.000”, “10”, dan 

“226.800.000”. Kemudian pilih “Simpan” pada keterangan [6].  
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Gambar 3. 112 Memasukkan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak 

Berdasarkan Gambar 3.112, setelah memasukkan informasi atas 

penghasilan yang dikenakan PPh Final Selanjutnya adalah 

memasukkan informasi atas bagian B mengenai penghasilan yang 

tidak termasuk objek pajak. Dikarenakan PT T tidak memiliki 

penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka pada 

keterangan [8] tidak ada komponen yang diisi. Kemudian pilih 

“Simpan” seperti yang terlihat pada keterangan [9]. 

9) Mengisi lampiran 3 terkait kredit pajak dalam negeri. 
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Gambar 3. 113 Membuka Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri 

Berdasarkan Gambar 3.113, setelah mengisi lampiran 4 terkait  

“Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan 

Yang Tidak Termasuk Objek Pajak” maka Selanjutnya adalah 

mengisi “Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri” . Hal 

tersebut dilakukan dengan memilih “SPT PPh” seperti yang 

terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pilih “Lampiran” pada 

keterangan [2] yang Selanjutnya akan muncul beberapa pilihan 

lampiran dan pilih “ Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam 

Negeri” seperti yang terlihat pada keterangan [3]. 

 

Gambar 3. 114 Memasukkan Jumlah Kredit Pajak Dalam Negeri 

Berdasarkan Gambar 3.114, setelah membuka halaman lampiran 

3 terkait kredit pajak dalam negeri maka Selanjutnya perlu 



 

 

207 
Laporan Kerja Magang Tax Complience dan …, Vanessa, Universitas Multimedia Nusantara 

 

dimasukkan informasi yang terdapat pada E-Form ke dalam E-

SPT. Namun karena PT T tidak memiliki kredit pajak dalam 

negeri, maka lampiran ini dikosongkan seperti yang terdapat pada 

keterangan [4]. 

10) Mengisi lampiran 2 terkait perincian harga pokok penjualan, 

biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. 

 

Gambar 3. 115 Membuka Formulir 1771-II terkait Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya 

dan Biaya Dari Luar Usaha 

Berdasarkan Gambar 3.115, setelah mengisi lampiran 3 terkait   

“Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri” Selanjutnya 

adalah mengisi lampiran 2 terkait “Formulir 1771-II – Perincian 

Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari 

Luar Usaha”. Hal tersebut dilakukan dengan memilih “SPT PPh” 

seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pilih 

“Lampiran” pada keterangan [2] yang Selanjutnya akan muncul 

beberapa pilihan lampiran dan pilih “Formulir 1771-II – 

Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan 

Biaya Dari Luar Usaha” pada keterangan [3].  
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Gambar 3. 116 Memasukkan Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar 

Usaha Secara Komersial 

Berdasarkan Gambar 3.116, setelah membuka halaman perincian 

harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar 

usaha maka Selanjutnya adalah memasukkan data yang terdapat 

pada E-Form ke dalam E-SPT lampiran 2. Seperti yang ada pada 

keterangan [4], masukkan perincian seperti “Pembelian 

Bahan/Barang Dagangan” sebesar “11.879.989.556” untuk 

bagian “Harga Pokok Penjualan”; “Gaji, Upah, Bonus, 

Gratifikasi, Honorariu, THR, Dsb” sebesar “1.815.739.550” 

untuk bagian “Biaya Usaha Lainnya”; “Biaya Penyusutan dan 

Amortisasi” sebesar “42.057.219” untuk bagian “Biaya Usaha 

Lainnya”; “Biaya Sewa” sebesar “2.268.000.000”; “Biaya 

Lainnya” sebesar “4.780. 989.645” untuk bagian “Biaya Usaha 

Lainnya” dan sebesar “36.462.924” untuk bagian “Biaya Dari 

Luar Usaha”; “Persediaan Akhir” sebesar “541.012.075” untuk 

bagian “Harga Pokok Penjualan”. Setelah semua data 
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dimasukkan ke dalam lampiran 2, Selanjutnya adalah pilih 

“Simpan” sesuai dengan keterangan [5]. 

11) Mengisi lampiran 1 terkait penghitungan penghasilan netto fiskal. 

 

Gambar 3. 117 Membuka Lampiran 1771-I terkait Penghitungan Penghasilan Netto Fiskal 

Berdasarkan Gambar 3.117, setelah mengisi lampiran 2 terkait    

“Formulir 1771-II – Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya 

Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha” Selanjutnya adalah 

mengisi “Formulir 1771-I – Penghitungan Penghasilan Neto 

Fiskal”. Hal tersebut dilakukan dengan memilih “SPT PPh” 

seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pilih 

“Lampiran” pada keterangan [2] yang Selanjutnya akan muncul 

beberapa pilihan lampiran dan pilih “Formulir 1771-II – 

Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal” pada keterangan [3]. 
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Gambar 3. 118 Memasukkan Komponen Penghasilan Netto Komersial Dalam Negeri dan Penghasilan yang 

dikenakan PPh Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak 

Berdasarkan Gambar 3.118, setelah membuka halaman 

penghitungan penghasilan neto fiskal maka masukkan data yang 

ada pada E-Form kedalam E-SPT. Masukkan data dimulai 

dengan pada bagian “1771-I Hal.1” seperti yang dipilih pada 

keterangan [4]. Kemudian masukkan komponen-komponen yang 

ada pada keterangan [5], dimulai dari “Peredaran Usaha” sebesar 

“16.061.699.427”, “Harga Pokok Penjualan” sebesar 

“11.338.977.481”, “Biaya Usaha Lainnya” sebesar 

“8.906.786.414”, “Penghasilan Dari Luar Usaha” sebesar 

“65.365.133”, “Biaya Dari Luar Usaha” sebesar “36.462.924”, 

dan “Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak 

Termasuk Objek Pajak” sebesar “65.365.133”. 

c 

c 
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Gambar 3. 119 Memasukkan Komponen Penyesuaian Fiskal Positif 

Berdasarkan Gambar 3.119, setelah memasukkan informasi pada 

bagian “1771-I Hal.1” maka Selanjutnya pilih halaman “1771-I 

Hal.2” pada keterangan [6]. Setelah itu masukkan komponen 

penyesuaian fiskal positif yang ada pada keterangan [7] yaitu 

“Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan” sebesar 

“27.888.521”, “Pajak Penghasilan” sebesar “296.790.644”, dan 

“Penyesuaian Fiskal Lainnya” sebesar “612.210.368”. 
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Gambar 3. 120 Mengisi Komponen Penyesuaian Fiskal Negatif 

Berdasarkan Gambar 3.120, untuk mengisi komponen 

penyesuaian fiskal positif hal pertama yang dilakukan adalh 

dengan memilih halaman “1771-I Hal.3” seperti pada keterangan 

[8]. Kemudian masukkan data sesuai dengan yang ada pada E-

Form, namun karena PT T tidak memiliki penyesuain negatif 

maka dikosongkan. Kemudian pilih simpan sesuai dengan 

keterangan [9]. 

12) Mengisi SPT induk pembetulan tahunan badan. 

 

Gambar 3. 121 Membuka Halaman SPT PPh Wajib Pajak Badan 
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Berdasarkan Gambar 3.121, setelah mengisi seluruh lampiran 

untuk SPT, maka hal Selanjutnya yang dilakukan adalah mengisi 

SPT Induk. Hal tersebut dilakukan dengan memilih “SPT PPh” 

seperti yang terlihat pada keterangan [1]. Kemudian pilih “SPT 

PPh Wajib Pajak Badan” pada keterangan [2]. 

 

 

Gambar 3. 122 Memasukkan Informasi atas Kantor Akuntan Publik Pada Halaman Pembukuan 

Berdasarkan Gambar 3.122, hal pertama yang perlu diisi dalam 

halaman induk SPT adalah pada bagian “Pembukuan” seperti 

yang ada pada keterangan [3]. Kemudian isi informasi terkait 

pembukuan/laporan keuangan seperti yang dijelaskan pada 

keterangan [4], yaitu memilih status bahwa laporan keuangan 
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“Diaudit” dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”; kemudian 

mengisi informasi terkait Kantor Akuntan Publik mulai dari nama 

kantor akuntan publik “KAP. TXXX”, NWPP kantor akuntan 

publik “02.XXX.XXX.X-XXX.XXX”, nama akuntan publik 

“KAP. TXXX”, dan NPWP akuntan publik “02.XXX.XXX.X-

XXX”. Kemudian pilih “Simpan” seperti pada keterangan [9]. 

 

Gambar 3. 123 Memasukkan Informasi Terkait PKP, PPh Terutang, dan Kredit Pajak 

Berdasarkan Gambar 3.123, setelah mengisi informasi atas 

pembukuan/laporan keuangan maka Selanjutnya mengisi 

informasi terkait PKP, PPh terutang, dan kredit pajak. Untuk 

mengisi informasi informasi tersebut, perlu memilih halaman 
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yang terlihat pada keterangan [6] yaitu “BAG. A-C”. Karena pada 

E-Form komponen terkait “Pengembalian/Pengurangan Kredit 

Pajak Luar Negeri yang telah diperhitungkan” dan “PPh 

ditanggung pemerintah (Proyek Bantuan Luar Negeri)” adalah 

“0”, maka untuk E-SPT pada bagian tersebut dikosongkan dan 

pilih “Simpan” sesuai dengan keterangan [7]. 

 

Gambar 3. 124 Memasukkan Informasi atas PPh yang disetor sendiri dan PPh Kurang/Lebih Bayar 

Berdasarkan Gambar 3.124, setelah mengisi komponen untuk 

bagian A-C, Selanjutnya adalah informasi atas PPh yng disetor 

sendiri dan PPh kurang/lebih bayar. Untuk mengisi komponen 

ini, pilih terlebih dahulu halaman “Bag. C-D” pada keterangan 

[8]. Karena komponen “Kredit Pajak” dan “PPh Kurang/Lebih 

Bayar” pada E-Form PT T tidak memiliki kredit pajak dan tidak 

ada nominal PPh terutang oleh sebab itu pada E-SPT 

dikosongkan. Kemudian pilih “Simpan” pada keterangan [9]. 
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Gambar 3. 125 Memasukkan Informasi atas Angsuran PPh 25, PPh Final dan BOP, Serta Pernyataan 

Transaksi Dalam Hubungan Istimewa 

Berdasarkan Gambar 3.125, Selanjutnya adalah mengisi induk 

SPT PPh Badan untuk bagian E-G. Untuk mengisi komponen ini, 

perlu dipilih halaman “Bag.E-C” pada keterangan [10]. 

Kemudian masukkan komponen sesuai dengan yang ada pada E-

Form, namun dikarenakan untuk komponen “Penghasilan Yang 

Menjadi Dasar Perhitungan Angsuran” dan “Kredit Pajak Tahun 

Pajak Yang Lalu atas Penghasilan Yang Termasuk Dalam nomor 

14 a Yang Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain” adalah “0”, 

maka pada E-SPT dikosongkan. Selanjutnya pilih “Simpan” 

sesuai dengan keterangan [11]. 
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Gambar 3. 126 Memasukkan Informasi untuk Keterangan Lampiran dan Tanggal Lapor 

Berdasarkan Gambar 3.126, Selanjutnya adalah mengisi bagian 

untuk halaman H. Untuk mengisi bagian ini, maka perlu dipilih 

terlebih dahulu “Bag. H” pada keterangan [2]. Kemudian 

sesuaikan informasi yang ada pada E-Form dengan E-SPT. Pada 

keterangan [13], untuk menyesuaikan E-Form maka yang perlu 

diberi tanda centang yaitu “Transkrip Kutipan Elemen-Elemen 

Dari Laporan Keuangan”, “Daftar Penyusutan dan Amortisasi 

Fiskal”, “Penghitungan Kompensasi Fiskal”, dan “Daftar Fsilitas 

Penanaman Modal”. Selanjutnya masukkan informasi tanggal 

laporan pada keterangan [14] yaitu “26/09/2025”. Kemudian pilih 

“Simpan” pada keterangn [15]. 

Setelah Pekerjaan ini selesai, maka seluruh lampiran hingga 

induk akan dicetak ke dalam bentuk pdf. Kemudian hasil dari 

pekerjaan ini akan digunakan oleh pembimbing untuk 

melaporkan SPT Pembetulan Tahunan Badan dari PT T. 

Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 1 Oktober 2025 dan 

diselesaikan pada 3 Oktober 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan 

sebanyak 1 kali. Setelah pekerjaan ini selesai, maka juga akan 

langsung disampaikan kepada supervisor untuk dilakukan 
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pengecekkan kembali untuk melihat kesesuaian komponen yang 

dimasukkan ke dalam E-SPT dengan yang ada pada E-Form. 

3.2.6  PT A 

3.2.6.1 Membuat Surat Penjelasan Pemohon Banding (Profil Bisnis) 

Surat Penjelasan Pemohon Banding adalah surat tanggapan yang 

dibuat oleh pemohon banding untuk menanggapi Surat 

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Membuat surat 

penjelasan pemohon banding merupakan kegiatan menulis surat 

keperluan pendukung permohonan banding yang telah diajukan. 

Tujuan dilakukannyaa membuat surat penjelesan pemohon 

banding adalah untuk memberikan gamBarang terperinci tentang 

kegiatan usaha atau kondisi bisnis yang relevan dengan sengketa 

pajak yang sedang diproses. Dokumen yang dibutuhkan dalam 

membuat surat penjelasan pemohon banding adalah draft surat 

penjelasan pemohon banding, akta pendirian PT A, Akta 

perubahan susunan direksi dan komisaris PT A untuk tahun 

bersangkutan, dan general ledger dari PT A. Berikut ini 

merupakan langkah-langkah untuk membuat surat penjelasan 

pemohon banding: 

1) Menerima draft surat penjelasan pemohon banding. 
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Gambar 3. 127 Draft Surat Penjelasan Pemohon Banding 

Berdasarkan Gambar 3.127, terdapat draft Surat Penjelasan 

Pemohon Banding yang pada bagian profil bisnis belum terlampir 

informasi yang dibutuhkan. Draft ini diberikan oleh pembimbing 

dalam format microsoft word. Pada bagian “Profil Bisnis”, 

informasi yang dibutuhkan adalah seputar kegiatan usaha yang 

dijalankan perusahaan, riwayat usaha seperti tahun berdiri dan 

tempat didirikannya, susunan direksi dan komisaris, hingga 

customer yang ditangani oleh perusahaan.   

2) Memasukkan informasi yang terdapat pada akta pendirian 

perusahaan. 
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Gambar 3. 128 Akta Pendirian PT A 

Gambar 3.128 menunjukkan akta pendirian dari PT A. Akta 

pendirian ini diberikan oleh klien sebagai data pendukung 

pembuatan surat penjelasan pemohon banding. Pada akta 

pendirian yang diberikan, lebih tepatnya bagian cover terdapat 

informasi yang dapat digunakan untuk membuat surat penjelasan 

pemohon banding. Informasi tersebut merupakan yang diberikan 

keterangan [1], yaitu terdiri dari nama notaris pembuat akta 

pendirian “AXXA, SH.”, jenis akta yaitu “Akta Pendirian 

Perseroan Terbatas PT. A”, tanggal pembuatan akta “22 April 

2015”, dan Nomor akta “115”. Seluruh informasi ini nantinya 

akan dimasukkan ke dalam draft surat penjelasan pemohon 

banding. 
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Gambar 3. 129 Potongan Bagian dari Isi Akta Pendirian PT A 

Berdasarkan Gambar 3.129, terdapat potongan dari isi akta 

pendirian PT A. Pada potongan isi akta pendirian PT A ini 

terdapat beberapa poin informasi, yaitu nama dan tempat 

kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan susunan 

direktur dan komisaris saat pendirian PT A. Informasi penting ini 

diberi keterangan [1] sebagai lanjutan informasi dari Gambar 

3.XX. Berdasarkan potongan isi akta pendirian ini diketahui 

bahwa PT A berkedudukan di “Surabaya” sesuai dengan yang 

tertera pada “Nama dan Tempat Kedudukan, Pasal 1”, “Maksud 
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dan Tujuan serta Kegiatan Usaha” yang terdapat pada “Pasal 3” 

menyatakan bahwa PT A berusaha dalam bidang:  “perdagangan; 

angkutan darat; perbengkelan; indsutri; dan jasa” yang untuk 

mencapai maksud dan tujuan kegiatan usaha maka PT A 

melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: “menjalankan usaha 

dalam bidang perdagangan; menjalankan usaha-usaha di bidang 

transportasi; menjalankan usaha-usaha dalam bidang 

perbengkelan; menjalankan usaha dalam bidang karoseri mobil; 

menjalankan usaha-usaha di bidang jasa terutama jasa persewaan 

berikut jasa service spare part alat-alat berat”. Informasi terakhir 

pada bagian potongan isi akta pendirian PT A adalah susunan 

anggota direksi dan komisaris yang terdiri dari: “tuan BXXI” 

selaku Direktur dan “Tuan WXXM” selaku Komisaris. 

 

Gambar 3. 130 Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI atas Akta Pendirian PT A 
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Berdasarkan Gambar 3.130, terdapat Surat Keputusan Menteri 

Hukum atas Akta Pendirian PT A. Surat Keputuan Menteri 

Hukum ini diterbitkan yang menandakan bahwa PT A telah 

dicatat dan disahkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum 

(SABH) Kementrian Hukum dan HAM. Serta untuk 

menunjukkan bahwa pendirian PT A sudah disahkan. Pada Surat 

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, 

terdapat satu informasi penting yang digunakan dalam menyusun 

surat penjelasan pemohon banding. Informasi tersebut adalah 

Nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Nomor surat 

ini digunakan untuk menegaskan informasi terkait Akta Pendirian 

PT A.  Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM 

RI PT A, diketahui bahwa Nomor surat-nya yaitu “AHU-

24XXX1. Tahun 2015”. 

3) Memasukkan informasi terkait perubahan susunan komisaris dan 

direksi yang terdapat pada pernyataan keputusan sirkuler. 

 

Gambar 3. 131 Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

Perseroran Terbatas PT A 
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Berdasarkan Gambar 3.131, terdapat Pernyataan Keputusan 

Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

Perseroan Terbatas dari PT A. Keputusan ini berisikan informasi 

atas perubahan susunan direksi dan komisaris dari PT A. Untuk 

menyusun surat penjelasan pemohon banding informasi dalam 

Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas dari PT A yang 

digunakan adalah nama ahli notaris yang membuat Pernyataan 

Keputusan Sirkuler, tanngal dan Nomor akta, dan perubahan 

susunan direksi dan dewan komisaris yang terlihat pada 

keterangan [2]. Sehingga dari akta ini diketahui bahwa ahli 

notaris yang membuat akta ini adalah “MXXXD, S,H., M.Kn”. 

Akta ini dibuat pada tanggal “02-03-2022” dengan Nomor “01”. 

Berdasarkan akta ini juga dijelaskan bahwa terdapat penggantian 

susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi “Tuan AXXXA” 

selaku “Direktur Utama”, “Tuan CXXXM” selaku “Direktur”, 

dan “Tuan WXXXM” selaku “Komisaris”. 
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Gambar 3. 132 Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas Pernyataan Keputusan 

Sirkuler PT A 

Berdasarkan Gambar 3.132, terdapat Surat Keputusan Menteri 

Hukum dan HAM RI atas Pernyataan Keputusan Sirkuler PT A. 

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI ini berfungsi 

untuk mengesahkan perubahan anggaran dasar dan perubahan 

susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT A. Dalam Surat 

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI atas Pernyataan 

Keputusan Sirkuler PT A, informasi yang digunakan untuk 

menyusun surat penjelasan pemohon banding terlihat pada 

keterangan [2], yaitu Nomor Surat Keputusan Menteri Hukum 

dan HAM RI. Diketahui bahwa Nomor Surat Keputusan Menteri 

Hukum dan HAM RI adalah “AHU-001XXX2. Tahun 2022”. 
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4) Memasukkan informasi atas supplier dari PT A berdasarkan 

general ledger. 

 

Gambar 3. 133 General ledger Tahun 2022 PT A 

Berdasarkan Gambar 3.133, terdapat general ledger PT A untuk 

tahun 2022. General ledger ini digunakan untuk mengetahui 

informasi terkait supplier yang digunakan oleh PT A dalam 

operasional kegiatan usahanya. Untuk menentukan supplier yang 

digunakan oleh PT A, pertama-tama dilakukan dengan 

mengaktifkan filter pada “Account Name” dan memilih nama 

akun “PPN Masukan”. Setelah mengaktifkan filter dengan nama 

akun “PPN Masukan”, maka akan terlihat seluruh transaksi yang 

PPN Masukan atau bisa dikaitkan dengan pembelian yang 

dilakukan oleh PT A. Pada kolom “Partner Name” terlihat 

informasi terkait nama pihak yang bertransaksi dengan PT A. 

Untuk menentukan suatu pihak termasuk supplier, yaitu dilihat 

seberapa banyak frekuensi PT A melakukan transaksi dengan 

pihak tersebut beserta jenis Barang yang dibeli. Nama atau jenis 

Barang yang dibeli oleh PT A terlihat pada kolom “Text”. Karena 

PT A merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kendaraan 

untuk pengangkutan (Kendaraan Bermotor untuk Pengangkutan 
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Barang) maka dapat dilihat dari nama produk yang merupakan 

merk dan jenis mobil untuk pengangkutan tersebut. Sebagai 

contoh dapat dilihat pada keterangan [3], setelah mengaktifkan 

filter nama akun menjadi “PPN Masukan” muncul salah satu 

pihak yang secara frekuensi sering melakukan transaksi dengan 

PT A, yaitu “PT MIXXX” dengan jenis Barang “Ford Everest 

Titanium, Ford Ranger, Ford Raptor, Mahindra Boleho 

Maxtruck, dan Mahindra Scorpio”. Seluruh Barang atas transaksi 

dengan “PT MIXXX” merupakan merk dan jenis Barang dari 

mobil yang digunakan untuk mengangkut Barang. Sehingga 

dapat disimpulkan salah satu supplier dari PT A adalah “PT A”. 

5) Memasukkan informasi terkait cabang dan List customer dari PT 

A. 

 

Gambar 3. 134 PPT Terkait Profil Perusahaan PT A 

Berdasarkan Gambar 3.134, terdapat potongan dari Power Point 

yang diberikan oleh klien terkait company profile PT A. Pada 
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potongan ini terdapat informasi yang digunakan untuk menyusun 

surat penjelasan pemohon banding. Informasi tersebut dapat 

dilihat pada keterangan [4] terkait cabang dan List customer dari 

PT A. Sehingga diketahui bahwa PT A memiliki beberapa cabang 

yang terdiri dari “Bengkel H” terletak di “Tanjung”. Untuk 

cabang yang terdapat pada “Batulicin” terdiri dari “JXXXS, 

CXXXT, SXXXA”, untuk “Samarinda” terdiri dari “HXXXO”, 

dan daerah “Jakarta” terdiri dari “RXXXR”. Sedangkan untuk 

customer dari PT A , yaitu: “JXXXP, Dep. Kehutanan RI, TXX 

Group, Pertamina (Persero), JXXXS, LXX Group, BXX Group, 

HXXM, VXXT, GXXN, HXXK, PT.VXX, AXX Group, JXXT, 

dll”. 

6) Memasukkan seluruh informasi yang didapat dari dokumen 

pendukung ke dalam draft Surat Penejelasan Pemohon Banding. 
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Gambar 3. 135 Surat Penjelasan Pemohon Banding PT A Bagian Profil Bisnis  

Berdasarkan Gambar 3.135, setelah merangkum seluruh 

informasi yang terdapat pada data pendukung maka Selanjutnya 

akan disusun ke dalam draft Surat Penjelasan Pemohon Banding. 

Pada gambar ini, terlihat bahwa keterangan [1] merupakan 

informasi yang terdapat pada akta pendirian PT A dan Surat 

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI atas akta pendirian yang 

terdapat pada Gambar 3.XX dan 3.XX dengan keterangan yang 

sama yaitu [1]. Untuk keterangan [2] merupakan informasi yang 

terdapat pada akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas 

dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan RI atas Pernyataan 

Keputusan Sirkuler PT A yang terdapat pada Gambar 3.XX dan 

3.XX dengan keterangan yang sama yaitu [2]. Keterangan [3] 

didapat dari informasi yang terdapat pada general ledger PT A 

pada Gambar 3.XX dengan keterangan [3]. Serta keterangan [4] 

juga didapat dari data pendukung lainnya pada Gambar 3.XX 

dengan keterangan [4] terkait informasi customer dan cabang dari 

PT A. 

Hasil dari pekerjaan ini adalah Surat Penjelasan Pemohon 

Banding atas profil bisnis perusahaan. Pekerjaan ini dimulai pada 
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tanggal 25 Agustus 2025 dan diselesaikan pada 28 Agustus 2025. 

Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 1 kali. Setelah pekerjaan 

ini selesai, maka akan langsung disampaikan kepada supervisor 

untuk dilakukan pengecekkan kembali. Jika ada revisi maka akan 

direvisi segera berhubung deadline yang harus diselesaikan pada 

hari yang sama. 

3.2.6.1 Membuat Minutes of Hearing (MOH) 

Minutes of Hearing (MoH) merupakan berita acara sidang. 

Membuat Minutes of Hearing (MoH) merupakan kegiatan 

mendengarkan dan merangkum kronnologis dari sidang pajak, 

termasuk tanggapan yang diberikan oleh hakim, penggugat, dan 

pemohon banding. Tujuan dilakukannyaa membuat MoH adalah 

untuk mendokumentasikan seluruh jalannya proses sidang serta 

sebagai catatan yang mencatat seluruh rangkaian percakapan, 

keputusan, dan tanggapan yang diambil oleh pihak-pihak yang 

terlibat dalam sidang. Dokumen yang dibutuhkan unuk membuat 

MoH adalah rekaman sidang pajak dan draft MoH. Berikut ini 

merupakan langkah-langkah membuat Minutes of Hearing 

(MoH): 

1) Menerima rekaman sidang perpajakan ke-4 atas pokok sengketa 

terkait uji kebenaran materi. 

 

Gambar 3. 136 Rekaman Sidang Ke-4 PT A atas Sengketan PPN 

Berdasarkan Gambar 3. 136, terdapat rekaman sidang yang 

diberikan oleh pembimbing melalui whatsapp. Sidang 

dilaksanakan secara online melalui zoom. Rekaman ini berdurasi 

11 menit 41 detik. Rekaman ini nantinya akan digunakan sebagai 
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dasar penyusunan MoH. Pada rekaman ini, dimulai dari hakim 

ketua yang membuka sidang. Kemudian dilanjutkan dengan 

pemaparan pokok sengketa oleh pemohon banding. Sidang tidak 

berlangsung lama karena ada beberapa dokumen yang belum bisa 

disampaikan oleh terbanding, sehingga sidang diakhiri dengan 

rencana sidang ke-5 yang diharuskan telah menyelesaikan berita 

acara uji bukti dan penyusunan kesimpulan akhir. 

2) Menerima draft Minutes of Hearing (MoH). 

 

Gambar 3. 137 Draft Minutes of Hearing Sidang Sebelumnya 

Berdasarkan Gambar 3. 137, terdapat draft Minutes of Hearing 

sidang sebelumnya atau sidang ke-4. Draft ini merupakan 

template dasar yang diberikan pembimbing untuk acuan 

penulisan Minutes of Hearing. Pada draft ini terdapat beberapa 

poin yang perlu diperhatikan saat pembuatan MoH. Poin tersebut 

yaitu, “Hari/tanggal/waktu” karena berkaitan dengan hari dan 
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tanggal sidang dilaksanakan; “Peserta” karena berkaitan dengan 

nama pihak-pihak yang terlibat mengikuti sidang mulai dari 

hakim ketua, hakim anggota, pemohon banding, dan terbanding; 

dan “Pembahasan dalam Persidangan” karena berkaitan dengan 

pokok yang dibahas selama persidangan, dimulai dari tanggapan 

pemohon banding sampai tanggapan majelis hakim kepada 

pemohon banding. 

3) Memasukkan rangkuman hasil rekaman ke dalam Minutes of 

Hearing (MoH).  
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Gambar 3. 138 Hasil Membuat Minutes of Hearing Berdasarkan Runutan Rekaman Sidang 
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Berdasarkan Gambar 3.138, setelah mendengarkan rekaman yang 

telah diberikan hal Selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun 

MoH. Penyusunan MoH dimulai dari mengubah tanggal dan 

waktu sidang pada keterangan [1]. Berdasarkan rekaman 

diketahui bahwa sidang dilaksanakan pada 21 Agustus 2025, 

sehingga pada bagian “Hari/Tanggal/Waktu” diisi dengan “21 

Agustus 2025”. Setelah hakim ketua membuka sidang maka akan 

dilanjut dengan penjelasan pihak yang hadir dalam sidang.  

Informasi terkait pihak ini akan digunakan pada keterangan [2].  

Sehingga, berdasarkan rekaman diketahui bahwa peserta sidang 

terdiri dari Hakim Ketua yaitu G. CA; Hakim Anggota yaitu dan 

Ar; Pemohon Banding yaitu H, B, Ha, dan S; Serta pihak 

terbanding yaitu Bapak E, dan Bpk I. Kemudian setelah 

penjelasan terkait pemohon banding, maka akan Selanjutnya 

adalah penyampaian terkait pokok sengketa banding oleh 

pemohon banding. Penjelasan ini akan dirangkum dan disusun ke 

dalam MoH pada bagian  “Pembahasan dalam Persidangan” 

seperti yang terlihat pada keterangan [3].  

“Pembahasan dalam Persidangan” dibagi menjadi 2 berdasarkan 

rekaman yang diberikan, yaitu “Tanggapan Pemohon Banding 

atas Pokok Sengketa” dan “Tanggapan Majelis Hakim kepada 

Pemohon banding”. Pada rekaman, diketahui bahwa hakim ketua 

memberikan kesempatan kepada Pemohon banding untuk 

menyampaikan pokok sengketa terlebih dahulu. Sehingga 

berdasarkan rekaman, dibuat rangkuman atas pemaparan 

sengketa pajak berdasarkan yang dituangkan ke dalam MoH 

bahwa pokok sengketa pajak menurut pehomon banding terdiri 

dari 6 poin utama, yaitu “Surat Panggilan Untuk Uji Kebenaran 

Materi”, “Uji Kebenaran Materi Terkait Uang Jaminan atau 

Deposit”, “Pemohon Banding Menyampaikan Dokumen Mutasi 
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Inventory Kendaraan Tahun 2023”, “Pembuktian Realisasi 

Penjualan Pada General ledger Tahun 2022 dan 2023”, “Uang 

Jaminan Atas Penjualan Mahindra Scorpio dan Mekanisme 

Penjualan”, dan “Spesifikasi Mahindra Boleho dan Mahindra 

Scorpio” yang tertera pada keterangan [3]. 

Kemudian pada rekaman, setelah pemaparan sengketa menurut 

pemohon banding maka dilanjut dengan tanggapan dari Hakim 

Ketua. Tanggapan ini dirangkum pada keterangan [4], yaitu “B. 

Tanggapan Majelis Hakim kepada Pemohon Banding”. Setelah 

memaparkan tanggapannya, Majelis Hakim menambahkan 

informasi terkait sidang Selanjutnya yang akan dilaksanakan pada 

“11 September 2025”, pernyataan ini juga turut dimasukkan ke 

dalam keterangan [4] pada “Informasi Tambahan”. 

Hasil dari pekerjaan ini merupakan Minutes of Hearing yang 

berisikan informasi atas rangkuman seluruh pernyataan terkait 

sengekta pajak yang dilakukan. Setelah pekerjaan ini selesai 

maka akan di review oleh supervisor, setelah itu hasilnya akan 

disampaikan pada sidang keempat. Jika ada revisi maka akan 

direvisi segera berhubung deadline yang harus diselesaikan pada 

hari yang sama. Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan pada 

tanggal 21 Agustus 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan sebanyak 

1 kali untuk sidang ke-empat. Jika ada revisi maka akan direvisi 

segera berhubung deadline yang harus diselesaikan pada hari 

yang sama. 

3.2.7  PT P 

3.2.7.1 Melakukan Review Perhitungan PPh Unifikasi 

PPh Unifikasi merupakan pajak penghasilan yang terdiri dari PPh 

Final Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, 22, 23, dan 26. Melakukan Review 

PPh Unifikasi merupakan kegiatan verifikasi menyeluruh atas 

daftar Pemotongan PPh Unifikasi dengan melakukan 
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pengecekkan kelengkapan dan keakuratan, kode objek pajak, tarif 

PPh yang digunakan, dan tanggal dokumen di general legder. 

Tujuan dilakukannyaa Review PPh Unifikasi adalah untuk 

memastikan kesesuaian Pemotongan dan pelaporan pajak benar, 

akurat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan Review PPh 

Unifikasi adalah Pencatatan PPh Unifikasi pada general ledger, 

kode objek pajak, dan format daftar List supplier baru. Berikut ini 

merupakan langkah-langkah melakukan Review PPh Unifikasi: 

1) Membuka dan menentukan data (kolom) pada general ledger 

yang diperlukan untuk melakukan review. 

 

Gambar 3. 139 General ledger PPh 23 

Berdasarkan Gambar 3.139, terdapat general ledger yang secara 

khusus menunjukkan pencatatan atas PPh 23. Pada general ledger 

yang diberikan terdapat informasi yang digunakan untuk menjadi 

acuan dalam pembuatan kertas kerja. Informasi tersebut, yaitu 

pada kolom “Vendor Name”, “Description”, “Document Date”,  

“DPP”, “PPh”, “Jenis PPh”, dan “Kode PPh”. Sebagai contoh, 

pada general ledger tersebut digunakan data berupa nama vendor 
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“PT G” dengan deskripsi “Uji Sample Cek Lokasi”. Tanggal 

dokumen atas pencatatan ini pada “10/08/2025” dengan DPP 

sebesar “3.760.000”, PPh sebesar “75.200”, jenis PPh “Jasa 

Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang Dilakukan Oleh 

Lembaga atau Institusi Pendidikan Dalam Rangka Penelitian 

Akademis”, dan Kode PPh “24-104-45”. 

 

Gambar 3. 140 General ledger PPh Final 4(2) 

Berdasarkan Gambar 3.140, terdapat general ledger yang secara 

khusus menunjukkan pencatatan atas PPh Final 4(2). Pada 

general ledger yang diberikan terdapat informasi yang digunakan 

untuk menjadi acuan dalam pembuatan kertas kerja. Informasi 

tersebut, yaitu pada kolom “Vendor Name”, “Description”, 

“Document Date”,  “DPP”, “Tarif”, “PPH 4 AYAT 2” “Jenis 

PPh”, dan “Kode PPh”. Sebagai contoh, pada general ledger 

tersebut digunakan data berupa nama vendor “A” dengan 

deskripsi “TRAVEL CUTI KARYAWAN PER 01-31 JUL 

2025”. Tanggal dokumen atas pencatatan ini pada “01/08/2025” 

dengan DPP sebesar “14.150.000”, tarif PPh sebesar “0,50%”, 
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sehingga dihasilkan PPh sebesar “70.500”, jenis PPh “PPh Final-

UMKM”, dan Kode PPh “28-423-01”. 

 

Gambar 3. 141 General ledger PPh 15 

Berdasarkan Gambar 3.141, terdapat general ledger yang secara 

khusus menunjukkan pencatatan atas PPh 15. Pada general ledger 

yang diberikan terdapat informasi yang digunakan untuk menjadi 

acuan dalam pembuatan kertas kerja. Informasi tersebut, yaitu 

pada kolom “Vendor Name”, “Description”, “Document Date”,  

“DPP”, “Tarif”, “PPh” “Jenis PPh”, dan “Kode PPh”. Sebagai 

contoh, pada general ledger tersebut digunakan data berupa nama 

vendor “WH” dengan deskripsi “Charter service-License Fee 

September”. Tanggal dokumen atas pencatatan ini pada 

“01/09/2025” dengan DPP sebesar “149.288.196” dan tarif 

“1,8%”, serta PPh sebesar “2.687.188”, jenis PPh “Imbalan 

Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada 

Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak”, 

dan Kode PPh “29-101-01”. 

2) Membuat kertas kerja untuk melakukan review PPh Unifikasi. 
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Gambar 3. 142 Kertas Kerja Review PPh Unifikasi untuk PPh 23 

Berdasarkan Gambar 3.142, setelah menerima data berupa 

general ledger khusus Selanjutnya yang dilakukan adalah 

membuat kertas kerja untuk melakukan review. Pada kertas kerja 

review, komponen yang disusun pertama yaitu seperti yang ada 

pada keterangan [1]. Komponen tersebut juga sesuai dengan 

informasi penting yang digunakan dari general ledger, yaitu 

“Vendor Name”, “Description”, “Document Date”, “DPP”, 

“PPh”, dan “Jenis PPh”, dan “Kode PPh”. Kemudian, untuk 

melakukan pengecekkan, maka ditambahkan kolom khusus 

pengecekkan seperti yang ada pada keterangan [2]. Kolom khusus 

tersebut terdiri dari “CEK Tarif”, “CEK PPh”, dan “CEK Ket”. 

Sebagai contoh, untuk kertas kerja PPh Unifikasi Pasal 23 

diketahui bahwa nama vendor “PT G” dengan deskripsi “Uji 

Sample Cek Lokasi”. Tanggal dokumen atas pencatatan ini pada 

“10/08/2025” dengan DPP sebesar “3.760.000”, PPh sebesar 

“75.200”, jenis PPh “Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian 

Kecuali yang Dilakukan Oleh Lembaga atau Institusi Pendidikan 

Dalam Rangka Penelitian Akademis”, dan Kode PPh “24-104-

45” sesuai dengan keterangan [1]. 
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Gambar 3. 143 Kertas Kerja Review PPh Unifikasi untuk PPh Final 4(2) 

Berdasarkan Gambar 3.143, setelah menerima data berupa 

general ledger khusus Selanjutnya yang dilakukan adalah 

membuat kertas kerja untuk melakukan review. Pada kertas kerja 

review, komponen yang disusun pertama yaitu seperti yang ada 

pada keterangan [3]. Komponen tersebut juga sesuai dengan 

informasi penting yang digunakan dari general ledger, yaitu 

“Vendor Name”, “Description”, “Document Date”, “DPP”, 

“Tarif”, “PPh”, dan “Jenis PPh”, dan “Kode PPh”. Kemudian, 

untuk melakukan pengecekkan, maka ditambahkan kolom khusus 

pengecekkan seperti yang ada pada keterangan [4]. Kolom khusus 

tersebut terdiri dari “CEK Tarif”, “CEK PPh”, dan “CEK Ket”. 

Sebagai contoh, untuk kertas kerja PPh Unifikasi Pasal 23 

diketahui bahwa nama vendor “A” dengan deskripsi “TRAVEL 

CUTI KARYAWAN PER 01-31 JUL 2025”. Tanggal dokumen 

atas pencatatan ini pada “01/08/2025” dengan DPP sebesar 

“14.150.000”, tarif PPh sebesar “0,50%”, sehingga dihasilkan 

PPh sebesar “70.500”, jenis PPh “PPh Final-UMKM”, dan Kode 

PPh “28-423-01” sesuai dengan pada keterangan [3]. 
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Gambar 3. 144 Kertas Kerja Review PPh Unifikasi untuk PPh 15 

Berdasarkan Gambar 3.144, setelah menerima data berupa 

general ledger khusus Selanjutnya yang dilakukan adalah 

membuat kertas kerja untuk melakukan review. Pada kertas kerja 

review, komponen yang disusun pertama yaitu seperti yang ada 

pada keterangan [5]. Komponen tersebut juga sesuai dengan 

informasi penting yang digunakan dari general ledger, yaitu 

“Vendor Name”, “Description”, “Document Date”, “DPP”, 

“Tarif”, “PPh”, dan “Jenis PPh”, dan “Kode PPh”. Kemudian, 

untuk melakukan pengecekkan, maka ditambahkan kolom khusus 

pengecekkan seperti yang ada pada keterangan [6]. Kolom khusus 

tersebut terdiri dari “CEK Tarif”, “CEK PPh”, dan “CEK Ket”. 

Sebagai contoh, untuk kertas kerja PPh Unifikasi Pasal 23 

diketahui bahwa nama vendor “WH” dengan deskripsi “Charter 

service-License Fee September”. Tanggal dokumen atas 

pencatatan ini pada “01/09/2025” dengan DPP sebesar 

“149.288.196” dan tarif “1,8%”, serta PPh sebesar “2.687.188”, 

jenis PPh “Imbalan Charter Pesawat Udara yang 

Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam 

Negeri oleh Pemotong Pajak”, dan Kode PPh “29-101-01” sesuai  

dengan keterangan [5]. 

3) Melakukan pengecekkan atas kode objek pajak yang digunakan. 
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Gambar 3. 145 Melakukan Pengecekkan atas Kode Objek Pajak PPh 23 

Berdasarkan Gambar 3.145, setelah dilakukannyaa pembuatan 

kertas kerja review. Hal awal yang dilakukan adalah melakukan 

pengecekkan atas kode objek pajak PPh 23 yang digunakan, hal 

ini dikarenakan kode objek pajak dapat berpengaruh terhadap 

kesesuaian jenis tarif yang digunakan. Pengecekkan kode objek 

pajak dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu kode objek 

yang digunakan oleh klien pada keterangan [1], kemudian 

dilakukan pembandingan atas kode objek pajak dan nama objek 

pajak yang ada pada List kode objek pajak seperti yang terdapat 

pada keterangan [2]. Sebagai contoh, dapat dilihat pada Gambar 

3.145 keterangan [1] diketahui bahwa kode objek pajak PPh 23 

yang digunakan klien adalah “24-104-45” atas “Jasa 

Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang Dilakukan Oleh 

Lembaga atau Institusi Pendidikan Dalam Rangka Penelitian 

Akademis”. Setelah mengetahui kode objek pajak PPh 23 dan 

nama objek pajak, Selanjutnya dilakukan pengecekkan kepada 

List kode objek pajak. Untuk mencari kode objek pajak yang 

digunakan klien maka digunakan fitur filter pada kolom “Kode 

Objek Pajak” lalu masukkan “24-104-45” pada kolom pencarian. 

Hasil kode objek pajak akan muncul, sehingga pada keterangan 

[2] diketahui bahwa atas kode objek pajak “24-104-45” 

merupakan kode atas “Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian 

Kecuali yang Dilakukan Oleh Lembaga atau Institusi Pendidikan 
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Dalam Rangka Penelitian Akademis”. Sehingga kode objek pajak 

PPh 23 yang digunakan oleh klien sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

 

Gambar 3. 146 Melakukan Pengecekkan atas Kode Objek Pajak PPh Final 4(2) 

Berdasarkan Gambar 3.146, Selanjutnya dilakukan pengecekkan 

untuk kode objek pajak PPh Final 4 Ayat (2). Pengecekkan kode 

objek pajak dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu kode 

objek yang digunakan oleh klien pada keterangan [3], kemudian 

dilakukan pembandingan atas kode objek pajak dan nama objek 

pajak yang ada pada List kode objek pajak seperti yang terdapat 

pada keterangan [4]. Sebagai contoh, dapat dilihat pada Gambar 

3.146 keterangan [3] diketahui bahwa kode objek pajak PPh Final 

4 Ayat (2) yang digunakan klien adalah “28-423-01” atas 

“Pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan Barang atau 

penyerahan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan 

peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2022”. Setelah mengetahui kode objek pajak PPh Final 4 

(2) dan nama objek pajak, Selanjutnya dilakukan pengecekkan 

kepada List kode objek pajak. Untuk mencari kode objek pajak 

yang digunakan klien maka digunakan fitur filter pada kolom 

“Kode Objek Pajak” lalu masukkan “24-423-01” pada kolom 

pencarian. Hasil kode objek pajak akan muncul, sehingga pada 
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keterangan [4] diketahui bahwa atas kode objek pajak “28-423-

01” merupakan kode atas “ Pemotongan atau pemungutan PPh 

atas penjualan Barang atau penyerahan jasa yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022”. Sehingga kode objek pajak 

PPh Final 4 (2) yang digunakan oleh klien sesuai peraturan yang 

berlaku. 

 

Gambar 3. 147 Melakukan Pengecekkan atas Kode Objek Pajak PPh 15 

Berdasarkan Gambar 3.147, Selanjutnya dilakukan pengecekkan 

untuk kode objek pajak PPh 15. Pengecekkan kode objek pajak 

dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu kode objek yang 

digunakan oleh klien pada keterangan [5], kemudian dilakukan 

pembandingan atas kode objek pajak dan nama objek pajak yang 

ada pada List kode objek pajak seperti yang terdapat pada 

keterangan [6]. Sebagai contoh, dapat dilihat pada Gambar 3.147 

keterangan [5] diketahui bahwa kode objek pajak PPh 15 yang 

digunakan klien adalah “29-101-01” atas “ Imbalan Charter 

Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan 

Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak”. Setelah 

mengetahui kode objek pajak PPh 15 dan nama objek pajak, 

Selanjutnya dilakukan pengecekkan kepada List kode objek 

pajak. Untuk mencari kode objek pajak yang digunakan klien 
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maka digunakan fitur filter pada kolom “Kode Objek Pajak” lalu 

masukkan “29-101-01” pada kolom pencarian. Hasil kode objek 

pajak akan muncul, sehingga pada keterangan [6] diketahui 

bahwa atas kode objek pajak “29-101-01” merupakan kode atas “ 

Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang 

kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong 

Pajak”. Sehingga kode objek pajak PPh 15 yang digunakan oleh 

klien sesuai peraturan yang berlaku. 

4) Melakukan pengecekkan tarif yang digunakan untuk perhitungan 

PPh Unifikasi. 

 

Gambar 3. 148 Menghitung Tarif Pajak yang Digunakan atas PPh 23 

Berdasarkan Gambar 3.148, setelah melakukan pengecekkan atas 

kode objek pajak maka hal Selanjutnya yang dilakukan adalah 

melakukan pengecekkan tarif yang digunakan. Untuk melakukan 

pengecekkan tarif PPh 23 dilakukan pada kolom “Tarif” pada 

keterangan [1]. Kemudian tarif yang digunakan klien dapat 

dihitung dengan membagi antara nominal PPh pada keterangan 

[2] dengan nominal DPP pada keterangan [3]. Sebagai contoh, 

untuk penggunaan tarif atas transaksi dengan vendor pertama tarif 

dihitung dengan membagi nominal PPh sebesar “75.200” 

keterangan [2] dengan nominal DPP pada keterangan [3] sebesar 

“3.760.000”, sehingga tarif yang digunakan adalah “2%” pada 

keterangan [1]. Tarif tersebut telah sesuai atas objek pajak PPh 

23-nya.  
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Gambar 3. 149 nghitung Tarif Pajak yang Digunakan atas PPh Final 4(2) 

Berdasarkan Gambar 3.149, setelah melakukan pengecekkan atas 

kode objek pajak maka hal Selanjutnya yang dilakukan adalah 

melakukan pengecekkan tarif yang digunakan. Untuk melakukan 

pengecekkan tarif PPh Final 4(2) dilakukan pada kolom “Tarif” 

pada keterangan [4]. Kemudian tarif yang digunakan klien dapat 

dihitung dengan membagi antara nominal PPh pada keterangan 

[5] dengan nominal DPP pada keterangan [6]. Sebagai contoh, 

untuk penggunaan tarif atas transaksi dengan vendor “A” tarif 

dihitung dengan membagi nominal PPh sebesar “70.750” 

keterangan [5] dengan nominal DPP pada keterangan [6] sebesar 

“14.150.000”, sehingga tarif yang digunakan adalah “0,50%” 

pada keterangan [4]. Tarif tersebut telah sesuai atas objek pajak 

PPh Final 4(2)-nya.  

 

Gambar 3. 150 nghitung Tarif Pajak yang Digunakan atas PPh 15 

Berdasarkan Gambar 3.150, setelah melakukan pengecekkan atas 

kode objek pajak maka hal Selanjutnya yang dilakukan adalah 

melakukan pengecekkan tarif yang digunakan. Untuk melakukan 

pengecekkan tarif PPh Final 15 dilakukan pada kolom “Tarif” 

pada keterangan [7]. Kemudian tarif yang digunakan klien dapat 

dihitung dengan membagi antara nominal PPh pada keterangan 

[8] dengan nominal DPP pada keterangan [9]. Sebagai contoh, 
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untuk penggunaan tarif atas transaksi dengan vendor “W” tarif 

dihitung dengan membagi nominal PPh sebesar “2.687.188” 

keterangan [8] dengan nominal DPP pada keterangan [9] sebesar 

“149.288.196”, sehingga tarif yang digunakan adalah “1,80%” 

pada keterangan [6]. Tarif tersebut telah sesuai atas objek pajak 

PPh Final 15-nya.  

5) Melakukan pengecekkan jumlah PPh yang dipotong atas 

perhitungan PPh Unifikasi. 

 

Gambar 3. 151 Menghitung PPh yang Dipotong atas PPh 23 

Berdasarkan Gambar 3.151, setelah melakukan pengecekkan atas 

tarif maka Selanjutnya dilakukan pengecekkan atas nominal PPh 

yang dipotong oleh klien. Untuk melakukan pengecekkan atas 

PPh yang dipotong, dilakukan pada kolom “PPh” pada 

keterangan [1]. Kemudian untuk mendapat nominal PPh dipotong 

dilakukan dengan mengkalikan nominal DPP pada keterangan [2] 

dengan tarif yang telah dihitung sebelumnya pada keterangan [3]. 

Sebagai contoh untuk vendor pertama, PPh dipotong dihitung 

dengan mengkalikan nominal DPP pada keterangan [2] sebesar 

“3.760.000” dengan tarif yang dihitung sebelumnya pada 

keterangan [3] sebesar “2,00%” sehingga dihasilkan PPh 

dipotong sebesar “75.200” yang ada pada keterangan [1]. 

Nominal tersebut sesuai dengan yang telah dihitung oleh klien 

sebesar “75.200”. 
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Gambar 3. 152 Menghitung PPh yang Dipotong atas PPh Final 4(2) 

Berdasarkan Gambar 3.152, setelah melakukan pengecekkan atas 

tarif maka Selanjutnya dilakukan pengecekkan atas nominal PPh 

yang dipotong oleh klien. Untuk melakukan pengecekkan atas 

PPh yang dipotong, dilakukan pada kolom “PPh” pada 

keterangan [4]. Kemudian untuk mendapat nominal PPh dipotong 

dilakukan dengan mengkalikan nominal DPP pada keterangan [5] 

dengan tarif yang telah dihitung sebelumnya pada keterangan [6]. 

Sebagai contoh untuk vendor “A”, PPh dipotong dihitung dengan 

mengkalikan nominal DPP pada keterangan [5] sebesar 

“14.150.000” dengan tarif yang dihitung sebelumnya pada 

keterangan [6] sebesar “0,50%” sehingga dihasilkan PPh 

dipotong sebesar “70.750” yang ada pada keterangan [4]. 

Nominal tersebut sesuai dengan yang telah dihitung oleh klien 

sebesar “70.750”. 

 

Gambar 3. 153 Menghitung PPh yang Dipotong atas PPh 15 

Berdasarkan Gambar 3.153, setelah melakukan pengecekkan atas 

tarif maka Selanjutnya dilakukan pengecekkan atas nominal PPh 

yang dipotong oleh klien. Untuk melakukan pengecekkan atas 

PPh yang dipotong, dilakukan pada kolom “PPh” pada 

keterangan [7]. Kemudian untuk mendapat nominal PPh dipotong 

dilakukan dengan mengkalikan nominal DPP pada keterangan [8] 

dengan tarif yang telah dihitung sebelumnya pada keterangan [9]. 
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Sebagai contoh untuk vendor “W”, PPh dipotong dihitung dengan 

mengkalikan nominal DPP pada keterangan [8] sebesar 

“149.288.196” dengan tarif yang dihitung sebelumnya pada 

keterangan [9] sebesar “1,80%” sehingga dihasilkan PPh 

dipotong sebesar “2.687.188” yang ada pada keterangan [4]. 

Nominal tersebut sesuai dengan yang telah dihitung oleh klien 

sebesar “2.687.188”. 

6) Membuat halaman konfirmasi atau hasil review atas temuan 

selama melakukan review. 

 

Gambar 3. 154 Halaman Konfirmasi/Hasil Review untuk PPh 23 

Berdasarkan Gambar 3.157, terdapat  halaman konfirmasi/hasil 

review untuk PPh 23. Setelah melakukan review atas perhitungan 

selanjutnya dibuat sheet khusus untuk menampilkan hasil review. 

Pada sheet tersebut terdapat konfirmasi dan beberapa temuan 

selain atas review perhitungan yang dilakukan seperti konfirmasi 

terkait vendor yang digunakan dan ketidaksesuaian antara 

deskripsi dengan jenis objek pajak yang diterapkan khususnya 

terkait PPh 23. 
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Gambar 3. 155 Halaman Konfirmasi/Hasil Review untuk PPh Final 4(2) 

Berdasarkan Gambar 3.158, terdapat halaman konfirmasi/hasil 

review untuk PPh 23. Setelah melakukan review atas perhitungan 

selanjutnya dibuat sheet khusus untuk menampilkan hasil review. 

Pada sheet tersebut terdapat konfirmasi dan beberapa temuan 

selain atas review perhitungan yang dilakukan seperti konfirmasi 

terkait permintaan data atas SBU (Sertifikat Badan Usaha) dan 

Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebgai Wajib Pajak 

Berdasarkan Perturan Pemerintah Nomo 55 Tahun 2022.  

Hasil dari pekerjaan ini merupakan halaman hasil review atas 

daftar temuan dan konfirmasi yang diperlukan selama melakukan 

review PPh Unifikasi. Kemudian, hasil review PPh Unifikasi akan 

dituangkan dalam BA (Berita Acara) untuk klien. Setelah 

pekerjaan ini selesai maka akan di review oleh supervisor. 

Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 23 Oktober 2025 dan 

diselesaikan pada 29 Oktober 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan 

sebanyak 1 kali untuk masa September 2025. 
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3.2.7.1 Melakukan Rekapitulasi SPT Masa Unifikasi 

SPT Masa Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang 

digunakan melaporkan kewajiban Pemotongan dan/atau 

pemungutan PPh, penyetoran atas Pemotongan dan/atau 

pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis 

PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak.  Melakukan rekapitulasi SPT 

Masa Unifikasi merupakan kegiatan menyusun dan 

memverifikasi SPT Masa PPh Unifikasi yang telah dilaporkan 

dan disetor oleh klien dalam periode tertentu. Tujuan 

dilakukannya rekapitulasi SPT Masa Unifikasi yaitu untuk 

memastikan kepatuhan pajak, serta memastikan keseuaian 

nominal yang dilaporkan dengan yang telah dihitung oleh klien. 

Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan rekapitulasi SPT 

Masa Unifikasi, yaitu Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pelaporan 

Elektronik, Induk SPT Masa Unifikasi, Rincian SPT Masa 

Unifikasi, dan format rekapitulasi SPT Masa. Berikut ini 

merupakan langkah-langkah melakukan rekapitulasi SPT Masa 

Unifikasi: 

1) Menerima dan membuka induk SPT Masa Unifikasi PT P. 
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Gambar 3. 156 Induk SPT Masa PT P 

Berdasarkan Gambar 3.156, terdapat induk SPT Masa dari PT P. 

Induk SPT berisi informasi rangkuman seluruh data dan 

perhitungan pajak PPh Unifikasi untuk masa September 2025. 

Pada Induk SPT tersebut, terdapat 3 poin penting yang digunakan 

untuk melakukan rekapitulasi sebagai dasar pencocokan antara 

rincian dengan yang sudah terlapor. Poin tersebut, yaitu pada 

keterangan [1] terkait PPh yang dipungut atas PPh Final 4(2) yaitu 

sebesar “602.590.228”. Selanjutnya pada keterangan [2] yaitu 

PPh Pasal 15 sebesar “131.977.001”, dan PPh Pasal 23 sebesar 

“4.538.528.855” yang ada pada keterangan [3]. 

2) Membuka rincian SPT Masa Unifikasi yang diberikan oleh ke 

klien, kemudian melakukan perhitungan untuk rekapitulasi. 
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Gambar 3. 157 Rekapitulasi atas Rincian SPT untuk DPP dan PPh 15 

Berdasarkan Gambar 3.157, terdapat hasil rekapitulasi SPT untuk 

DPP dan PPh Pasal 15. Untuk melakukan perhitungan DPP dan 

PPh, pilih terlebih dahulu pada filter “Pasal 15” sesuai dengan 

keterangan [1]. Kemudian seluruh data PPh 15 yang akan terlihat 

pada sheet rincian SPT. Pada keterangan [2] dan [3] digunakan 

rumus SUBTOTAL, sehingga hanya menghitung jumlah angka 

yang muncul pada sheet rincian SPT tersebut. Oleh sebab itu, 

diketahui bahwa DPP dari PPh Pasal 15 yaitu sebesar 

“7.537.622.142” sesuai keterangan [2]. Untuk keterangan [3], 

yaitu nilai PPh yang dipotong sebesar “131.977.001”. 
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Gambar 3. 158 Rekapitulasi atas Rincian SPT untuk DPP dan PPh 23 

Berdasarkan Gambar 3.158, terdapat hasil rekapitulasi SPT untuk 

DPP dan PPh Pasal 23. Untuk melakukan perhitungan DPP dan 

PPh, pilih terlebih dahulu pada filter “Pasal 23” sesuai dengan 

keterangan [4]. Kemudian seluruh data PPh 23 yang akan terlihat 

pada sheet rincian SPT. Pada keterangan [5] dan [6] digunakan 

rumus SUBTOTAL, sehingga hanya menghitung jumlah angka 

yang muncul pada sheet rincian SPT tersebut. Oleh sebab itu, 

diketahui bahwa DPP dari PPh Pasal 23 yaitu sebesar 

“228.817.520.050” sesuai keterangan [5]. Untuk keterangan [6], 

yaitu nilai PPh yang dipotobf sebesar “4.576.350.401”. 
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Gambar 3. 159 Rekapitulasi atas Rincian SPT untuk DPP dan PPh Final 4(2)  

Berdasarkan Gambar 3.159, terdapat hasil rekapitulasi SPT untuk 

DPP dan PPh Pasal Final 4 (2). Untuk melakukan perhitungan 

DPP dan PPh, pilih terlebih dahulu pada filter “Pasal 4 Ayat 2” 

sesuai dengan keterangan [7]. Kemudian seluruh data PPh Final 

4(2) yang akan terlihat pada sheet rincian SPT. Pada keterangan 

[8] dan [9] digunakan rumus SUBTOTAL, sehingga hanya 

menghitung jumlah angka yang muncul pada sheet rincian SPT 

tersebut. Oleh sebab itu, diketahui bahwa DPP dari PPh Pasal 15 

yaitu sebesar “19.916.331.524” sesuai keterangan [8]. Untuk 

keterangan [9], yaitu nilai PPh yang dipotong sebesar 

“602.590.227”. 

3) Membuka Bukti Penerimaan Negara untuk rekapitulasi. 
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Gambar 3. 160 Rekapitulasi atas Bukti Penerimaan Negara PT P 

Berdasarkan Gambar 3.160, terdapat hasil rekapitulasi yang telah 

dimasukkan komponen jumlah yang dibayarkan oleh PT P dan 

tanggal bayar. Selain itu, pada Gambar 3.167 juga terdapat BPN 

(Bukti Penerimaan Negara). Dari BPN tersebut terdapat 2 

informasi yang digunakan rekapitulasi, yaitu “Tanggal dan Jam 

Bayar” dan “Jumlah Setoran”. Oleh sebab itu, diketahui bahwa 

untuk tanggal dan jam bayar “13/10/2025” dimasukkan ke dalm 

kolom “Bayar” sesuai dengan keterangan [2]. Kemudian untuk 

keterangan [3] terkait jumlah setoran sebesar “5.273.096.084” 

dimasukkan ke dalam “Tgl Bayar”. 
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4) Membuka Bukti Penerimaan Elektronik untuk rekapitulasi. 

 

Gambar 3. 161 Rekapitulasi atas Bukti Penerimaan Elektronik PT P 

Berdasarkan Gambar 3.161, terdapat hasil rekapitulasi yang telah 

dimasukkan komponen tanggal lapor PT P yang dibuktikan 

dengan adanya BPE (Bukti Penerimaan Elektronik). Dari BPE 

tersebut, diketahui bahwa “Tanggal Terima SPT” adalah pada “13 

Oktober 2025”. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam kertas 

kerja rekapitulasi pada kolom “Tgl Lapor”. Hasil dari pekerjaan 

ini adalah rekapitulasi SPT Masa Unifikasi dan akan digunakan 

sebagai bahan perbandingan antara yang sudah dilaporkan pada 

SPT Masa Unifikasi dengan yang terdapat pada perhitungan PPh 

Unifikasi, dan BPN. Apabila terdapat perbedaan maka akan 

dilakukan konfirmasi. Atas segala temuan nanti akan dimasukan 

ke dalam Berita Acara. Setelah pekerjaan ini selesai maka akan di 

review oleh supervisor. Pekerjaan ini dimulai dan diselesaikan 
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pada tanggal 30 Oktober 2025. Pekerjaan ini telah dilakukan 

sebanyak 1 kali. 

3.3 Kendala yang Ditemukan 

Selama melaksanakan proses kerja magang, terdapat beberapa kendala yang 

dialami. Kendala tersebut yaitu: 

1. Pada saat melakukan review perhitungan dan rekonsiliasi atas PPh 

serta PPN, data yang berkaitan dengan pekerjaan diberikan pada saat 

mendekati batas waktu pelaporan. Hal ini mengakibatkan pekerjaan 

yang menjadi terburu-buru dan tidak maksimal. 

2. Pada saat melakukan pembuatan kode billing, halaman Coretax 

terkadang mengalami kendala seperti error, halaman yang tidak dapat 

diakses, dan loading yang terlalu lama. Hal ini mengakibatkan 

terhambatnya pembuatan kode billing yang harus disampaikan kepada 

klien. 

3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi yang digunakan dan dilakukan untuk menyelesaikan kendala yang 

dialami selama kerja magang, yaitu: 

1. Terkait data pada saat review perhitungan dan rekonsiliasi atas PPh serta 

PPN, dibuat kesepakatan dengan klien terkait waktu maksimal 

pemeberian data. Solusi lain yang dilakukan adalah melakukan follow 

up berkala terkait permintaan data yang dibutuhkan untuk melakukan 

review dan rekonsiliasi. 

2. Terkait pembuatan kode billing pada halaman Coretax, solusi yang 

digunakan yaitu membuka halaman Coretax pada saat pagi hari di 

sekitar jam 08.00 pagi untuk menghindari risiko halaman Coretax yang 

sulit untuk diakses. 

 

 


